
5.Undang-Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja eli Sumatera Selatan
( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar ' Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara
yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bupati wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian
Intern Pemerintahan (SPIP) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa Bupati benanggungjawab atas efektivitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPl) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Pedoman Penyelenggaraan Sistern
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering IIir;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILlR,

Mengingat

Menimbang

PEDOMANPENYELENGGARAANSISTEMPENGENDALIANINTERNPEMERINTAH
DI LINGKUNGANKABUPATENOGANKOMERINGILIR

TENTANG

PERATURANBUPATIOGANKOMERINGILlR
NOMOR: 19 TAHUN2022

BUPATI OGAN KOMERING ILIR



Dalam ....

PEOOMAN PELAKSANAAN
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAHKABUPATEN

MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATI TENTANG
PENYELENGGARAANSISTEM
PEMERINTAH01 LINGKUNGAN
OGANKOMERINGILIR.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas PenyeIenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah terintegrasi pada kernenterian/ Lembaga/
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nemor419);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016
Nomor 2), sebagimana diubah dengan Peraturan Daerah
Nemer 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2021
Nornor 3);

6. Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemer 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengeloIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemer 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244J Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nemer 58, Tarnbahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

Menetapkan



18.Satuan ....

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Sistern Pengendalian Intern Pernerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus­
rnenerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi rnelalui kegiatan yang efisien dan
efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaa.tan
terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara
menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai
dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pernerintahan di lingkungan
Pemerintah Daerah.

2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pernantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi dalam rangka mernberikan keyakinan yang mernadai bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
seeara efektif dan efisien untuk kepentingan pirnpinan dalam rnewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.

3. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerab dan DPRD menurut asas otonorni dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan KomeringlIir.
5. Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pernbangunan, yang selanjutnya disingkat

BPKP, adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PO adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan KorneringIlir.

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan KomeringIlir.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang

dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar
audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisien dan
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi !nstansi Pemerintah.

10.Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa
kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana
atau norma yang telah ditetapkan.

11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rcncana atau norma yang telah ditetapkan dan
menentukan faktor yang mernpengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu
kegiatan dalam mencapai tujuan.

12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

13. Kegiatan pengawasan lainnya an tara lain berupa sosialisasi rnengenai
pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan
konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pernaparan hasil pengawasan.

14.Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komeringllir sebagai penyelenggara SPIP.

15.Tingkat Pemerintah Daerah adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam
proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup
Pemerintah Daerah.

16.Tingkat SKPD/UPTD adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses
integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup
SKPD/UPTD.

17.Tingkat Kegiatan adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi
pengendalian dengan proses rnanajemen pernerintahan lingkup kegiatan.
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BAB IlL ..

(1) PenyeIenggaraan SPIP pada Tingkat PD/Unit PeIaksana Teknis Daerah dan
Tingkat Kegiatandilaksanakan oleh Satgas PD.

(2) Satgas SPIP PD/UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para
pejabat PD dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terkait dengan Program
sejak dari penanggung jawab Program sampai dengan pelaksana Program.

(3) Satgas PD/UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas
dalam periode tahun anggaran.

(4) Susunan Satgas PD/UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan KepalaBupati,

Pasal4

(1) Penyelenggaraan SPIPpada Tingkat Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (2) huruf a, dilaksanakan oIeh
Satuan Tugas SPIPPemerintah Kabupaten.

(2) Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam periode tahun anggaran.

(3) Susunan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal3

(1) SPIP wajib diselenggarakan oleh Kepala Daerah/WakiI Kepala Daerah,
Pimpinan SKPDdan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta seluruh pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir,

(2) PenyeIenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
IIirdilaksanakan dalam 3 (tiga)tingkatan pengendalian, yaitu:
a. tingkat Pemerintah Daerah;
b. tingkat PD/Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
c. tingkat Kegiatan.

Pasa12

BAB II
PENGORGANISASIANPENYELENGGARAANSPIP

18. Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Satuan Tugas SPIP
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah pejabat eselon II/III/IV yang
ditunjuk oleh kepala daerah dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP
dilingkup Pemerintah Daerah.

19. Satuan Tugas SPIP SKPD/UPTDyang selanjutnya disebut satgas SKPDadalah
pejabat eselon III yang ditunjuk oleh kepala SKPDdan bertanggungjawab atas
penyeIenggaraan SPIPdilingkup SKPD/UPrD dan Kegiatan.
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BABV ....

Mekanisme dan Tata Kerja penyeIenggaraan SPIP, berpedoman dan mengacu pada
petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP. sebagaimana tercantum dalam
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PasaJ 9

MEKANISMEDANTATAKERJAPENYELENGGARAANSPIP

BABN

Tugas Satgas PD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, meliputi:
a. menyelenggarakan pembangunan SPIPpada Tingkat PD/Kegiatan;
b. menyelenggarakan pelaksanaan SPIPpada Tingkat PD/ Kegiatan; dan
c. menyelenggarakan pengembangan SPIPpada Tingkat PD/Kegiatan.

Pasal8

Tugas Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 meliputi:
a. melakukan tugas kesekretariatan satgas penyelenggaraan SPIP;
b. menyiapkan tempat, peraJatan, perlengkapan, sarana dan prasarana untuk

pertemuan dan rapat; dan
c. menyiapkan dan menyampalkan undangan pertemuan dan rapat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 5, Satgas SPIP
Pemerintah Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Satgas.

Pasal6

Tugas Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten, sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 3,
meliputi:
a. menyusun dokumen Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelenggaraan SPIPdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
b. sosialisasi penyelenggaraan SPIP;
c. melakukan uji coba/piloting penerapan sesual dokumen pengaturan

penyelenggaraan SPIP;
d. melakukan instalasi ke seluruh tingkatan pengendalian melaJui pendidikan dan

latihan dan pembimbingan teknis;
e. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesiapan penyeIenggaraan SPIP

secara menyeluruh dan
f. melakukan fasilitasi dan supervisi pelaksanaan tugas dari masing-masing Satgas.

Pasal5

BAB III
TUGASMASING-MASINGTINGKATANPENGENDALIAN
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BERITADAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIRTAHUN2022 NOMOR.!.~

HUSIN

d.t.o

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal / $" ~51u> 2022
SEKRETARISDAERAHKABUPATEN

OGANKOMERINGILlR,

ISKANDAR

d.t.o

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal Is- ~lus 2022
BUPATIOGANKOMERINGlLIR,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering llir.

Peraturan Bupati ten tang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering llir mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Pasal 10

BABV
PENUTUP
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Oi Jingkungan Pemerintah Kabupaten OKl, pcnyelenggaraan SPIP dibagi
dalam tiga (3) tingkatan pengendaIian yaitu Tingkat Pemerintahan Daerah, Tingkat
OPO/KECAMATANdan Tmgkat Kegiatan. Setiap tingkatan mempunyai tanggung
jawab untuk me1.akukan pengendalian dengan mencegan kegagalan atau
penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan guna mencapai tujuan
organisasi Pemerintahan Kabupaten OKI.

8ebagai suatu sistem yang integral antara pengendaIian dengan tindakan dan
kegiatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, maka penyetenggaraan SPIP
perlu diatur dalam mekanisme tata kerja penyeleoggaraan SPIP mulai dari
perencanaan penyeJeoggaraan SPIP, pelaksanaan penyelenggaraan SPIP,
pemantauan dan peiaporan penye1cnggaraan SPIP, yang dilakukan melaJui
pc"..ogisiRn seperangkat iDstnJlIll'.o berupa fOIDllJlir-fllllXUllir 1II".rt.a IJlt.ll cara
pengisian Jormulir-formulir.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses pengendalian yang
.in.t.e.gAl AenfJan tizv'eksQ d..a.R kegietan ~-lJ.t~l.l Pf!l1y.clen.ssareen peawia.tehan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran,
penatausabaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, yang melibatkan pimpinan
dan seluruh pegawai, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pcmerintah
daerah,

Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengcndalian Intern
Pemerintah, dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah dimaksud,
Pemerintah Kabupaten OKl telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun
20... tentang Penye1cnggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
lingkuogan PemerIntah Kabupaten OKI dan Keputusan Bupati Nomor .. , Tahun
20,; tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem PeogcndaIian
Intern Pemerintah eli Linglrungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.1 Latar BelaJauaC

Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Ncgara mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan
kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pcngelolaan keuangan negara, Presiden
selaku Kcpala Pcmerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian
intern eli lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

BABI
PERDAHULUAK

PETUlfJUK PELAKSAlfAAl'(
PEB'YELUOOARAAl'f 818TU1 PERGEKDALIAlf IKTERK naotRIll'l'AH
DI LIKGKUlIQAK naotRIl'lTAH KABUPATEl'f OGAK KOMERIlIQ n.1R

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERlNG ILIR
!~Talw" 2022
I'] Mt>S'HtS' 2022
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGEND..oU.JA.N lNTER.N PEMEBJN't.JU-l Dl
UNGKUNGANKABUPATENOGANKOMERING
ILIR

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG



.2

Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan sasaran yaitu pimpinan dan
seluruh pegawai pada setiap tingkatan pengendalian dengan ruang lingkup
~ ~ pwses m.t.ey.asi pc~JiQD den{JQn Mpnejemeo
penyeIenggaraan pemerintahan di 1ingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ilir.

Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan adalah memenuhi amanat pasal
4 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Ogan Komering llir Nomor 34 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan
Kabupaten Ogan Komering lIir yang menyatakan ketentuan Iebih lanjut mengenai
petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP ditetapkan dengan keputusan kepala
tIamdl.

Tujuan penyusunan juklak adalah tersedianya pedoman bagi pimpinan dan
seluruh pegawai dalam penyelenggaraan pengendalian internal, dengan tujuan
tercapainya integrasi pengendalian dalam setiap proses manajemen
penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tiogkat Pemerintah Daerah, tingkat
OPD/KECAMATANmaupun pada tingkat Kegiatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.4 S.......D dan RulUl, LiDlJmp

1.3 .llllabu4 clan Tuj1laJl

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun IQ9Qtentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN;

b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran
Negara RepubJik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara
R.epublik IAd.ooesia. !\lQmac 42.86;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Pcrbendaharaan Negara
(Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pcngelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2t1OqNomor 66, 1'ambahan Lembaran Negara Nomor 44001;

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

lIlUID Pr.mrnntah (Lembaran Nr~m Tahun 2008 NomCIT127, TamhlihaD
Lembaran Negara Nomor 4890);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006
Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia. Nomor 4614);

i, Pcraturan Bupati Ogan Komering 11iTNomor ... Tahun 20.. tentang
Penyelenggaraan 'Sistem pengendaiian lntem Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering IIir;

1....2 De"r H"knm

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan SPJP di Iingkungan Pernerintab
Kabupaten OKl, dan tersedianya panduan dalam pengendalian internal, maka
perlu disusun danditetapkan petunjuk pelaksanaannya.



Pengaturan mengenai penyeIenggaraan SPIP semakin Iebih jelas dan tegas
dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tabun 2008 yang merupakan
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B. Pasa1 5 Ayat 14j Menteri/?impinan iem"baga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelotaan APBN
telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendaiian Intern Pemerintab
yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggamkan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

b. Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2.' memerintahkan pengaturan lebih lan,jut
ketentuan mengenai sistem pengendahan intern pemerintah secara menyeluruh
dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan
Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern
melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusta, serta
hanya memberikan keyakinan yang rnemadai, bukan keyakinan mutlak.

Seianjutnyo terkait dengan pemeriksaan pengeloiaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan
Keuangan Negaro disebutkan bahwa :

a. Pasal 9 ayat 2 : BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah. DaIam hal ini, laporan hasil pemeriksaan intern
pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

b. Pasal 12 : Dalam rangka pemeriksaan keuangan danj atau kinerja, pemeriksa
melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan slstem pengendalian
inters\ "e1Btiti,ts;h.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang Iebih
akuntabel dan transparan dengan menerapkan SPIP. Pasal-pasal yang terkait
dengan penerapan SPIPantara lain adalah :

2.2 Laudasan Peuyelenguaau SPIP

'Sistem Pengendalian Intem yang diselenggarakan secara menyeluruh di Unglcungan
pemerintah pusat dan pemerintah daeran"

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP
adalah:

•Sistem Pengendalian Intern adalah: proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara teTUsmenerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
loWl.4k ~ ~ memadai .atAs termpoin~ tuJwm Qr~ melqb,i
kegiatan yang efektif dan ejisien, keandalan pelaporan keuanqan; pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan. perundang-undangan"

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendelinisikan Sistem
Pengendalian Intern sebagai berikut:

2.1 PeDaertian SPIP

BABD
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"SPIP wajib diselenggarakan untuk memberi keyakinan memadai bagi
tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dan perwujudan
tujuan bernegara dan berbangsa, Pilar-pilar pcnyangga terse but harus dibangun di
atas fondasi unsur-unsur SPIPyang terdiri dari :

2.4 Uuaur SPIP

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang
mencakup:
a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian

dan organisasi penyelenggara negara.
b. Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya,

baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal Instansi Pemerintah yang
berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.

c. Pengamanan aset negara yang dikelola lnstansi Pemerintah dan digunakan
Wltuk .menduJcung p(OCQ,p!!jaDlUjuaD inSlpnsi t('~.hlJt.

d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Instansi
Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.

Untuk menjadikan atap bangunan berncgara yang kokoh terscbut tentunya
harus didukung dcngan pilar-pilar penyangga yang menjadi pondasi dari
bangunan tersebut, Salah satu pilar yang harus dibangun daJam mewujudkan
akuntabilitas keuangan negam adalah dengan impIementasi SPIP. Pembangunan
pilar ini .telIili d.ilaJwkan AengaPdio..uwmgl"'IQP~ Enatul»D P~ NomQr 6Il
'rabun 2008.

Akuntablhtas Keuangan Negara adalah pertanggungjawaban dengan
memberikan pcnjclasan atas penggunaan sumberdaya yang kcwenangannya
diberikan oleh seluruh konstituen (unsur yang membentuk) negara untuk
mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang telah menjadi komitmen da1am
P.emhuk.eeDUOOpngUndAngDasar !94.~

Pemerintah yang diselenggarakan secara amanah dengan tata keloIa yang
baik (good governance) bagaikan amp suatu bangunan berncgara yang kokoh yang
melindungi semua unsur yang bersatu dalam suatu negara (pemerintahan dan
rakyatnya). Atap bangunan bernegara tersebut tentunya harus dilandast dengan
AlmrW>bi!ita.!i l(.el1M88QNqja J:a

2.3 1'uJUlUl Pen7~ 8PIP

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu lnstansi Pemerintah, mulai dari
perencanaan, pclaksanaan, pcngawasan, sampai dengan pertanggungjawaban,
barus dilaksana"kan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efelctif.Sistem yang
dikenal sebagai Sistem PengendaJian Intern, da1am penerapannya harus
mempcrhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran,
kornpleksitas, serta sifat dan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah terse but.

Beclla{!ai pemUU:IID perundang-wllianw>D .eli .aAa~mcm.berikan laDda~ bagi
seluruh tingkat pimpinan Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan
pengendalian atas keseluruhan kcgiatan di tnstansi masing-masing.

pelaksanaan amanat dan PRsaJ58 ayat. (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
Peraturan Pemerintah ini teJah memuat pcnjelasan yang cukup rinci tentang
pelaksanaan, pengaturan dan penguatan efektlvitas penyelenggaraan SPIP.
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a. Kesesuaian penerapan butir tersebut dalam situasi tertentu;
b. Kemam.puan Instansi Pemerintah dalam menerapkan butir tersebut;
c. Kelemahan pengendali.an yang mungkin terjadi; dan
d. Putgm uh tmtir- tel ~ tt:lbadtl'p kemampmm IMIImt'si ~mtrirl'l2lh d'ailtm

mencapai visi, misi dan tujuannya.
Daftar uji ini juga dimaksudkan untuk membantu pengguna mengllmbil

kesimpulan mengenai implementasi unsur-unsur Sistcm Pengendalian Tntern
Instansi Pemerintab. Daftar uji Pengendalian Tntern Pemerintab dapat dijadikan
panduan bagi pimpinan lnstansi Pemerintan dan Evaluator. Daftar uji irJi hanya

Untuk mcmastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sudah
dirancang dan diimplementasikan dengan balk, dan secara memadai diperbaharui
untWt mem.e.n.um l£.egdeaay.ang telUi ~ perla di!p1cuPn pcmantlluan <w;aaI
terns menerus. Secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43
Peratumn Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan Instansi Pemerintah
melakukan pemantauan antara lam melalui evaluasi terpisah atas Sistem
Pengendalian Intemnya di lingkungan masing-masing. Pemantauan ini berguna
untuk mengjdentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan,
pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelola (misrnanagemenq.

Untuk tujuan tersebut Dattar Uji Pengendalian Intern Pemerintah
sebagaimana lampiran Peraturan Pemerintab 60 tahun 2008, dimaksudkan untuk
membantu pimpirJan Instansi Pemerintab dan evaluator dalam menentukan
sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu Instansi Pemerintah dirancang
dan bc'rlUfli,'l.i serta, jika pI".rlu, untuk membanrn m~JlP.otukan spa, hagiaD lIlaDJI.
dan bagaimana penyempurnaan dilaku.kan.

Daftar Uji Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai
dengan unsur Sistem Pengendalian Intern. Mllsing-masing bagian berisi suatu
danae faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi Sisrem
Pengcndalian Intern terkait dengan masing-masing unsurnya. 'P'aktor-faktor ini
menggambarkan isu atau hal penting dan setiap unsur Sistem Pengendalian
Intern. Termasuk dslam masing-masing faktor terse but adalab butir-butir yang
harus dipertimbllngkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi. Butir-butir
tersebut dimaksudkan untuk membantu pengguna mempertiJnbangkan hal-hal
5j)esifik yan,g menunjukkan sebera,pa [auh Sistem Pengendali.an Intern berfungsi.
Pengguna h.arus mempertimbangkan butir-butir tersebui untuk menentukan:

2.5 Oaftar Ujl PeDleDAla1laDIDtel'D Pemerintah

II. Penciptaan lingkungan pengendalian yang kuat sebagaimana yang dimaksud
daJam pasa14 s.d pasa112 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

b. Penilaian risiko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 s.d pasal 17
Peraturan ~emerintah Nomor 60 Tabun 2008 untuk dapat mengantisipasi atau
~.JQla n~ ~ dapat menW;l9321lr.an p('oc.apai?ll tI.ijuan.

c. Perancangan kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasaJ
18 s.d pasal 40 Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 untuk mengamankan
tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

d. Penetapan mekanisme Inforrnasi dan Komunikasi sebagaimana yang dimaksud
dalam pasai 41 s.d pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun 2008
sehi:ngga dapat rnengetahui, dan mendeteksi secara dmi setiap permaealahan
yang dihadapi di dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan.

c. Pemantauan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian sebagairnana yang
dimaksud dalam pasal 43 s.d pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008.



4 Tindakan disiplin yang tepat dilakukan terhadap penyimpangan atas
kebijakan dan prosedur atau atas pelanggaran aturan perilaku. Hal-hal yang
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3 Pekeljaan yang terkair dengan masyarakat, anggota badan legislatif, pegawai,
4'dc,eMA. aud~. <WI.n pihak Wafiya <W&keanakanGe.'lg&n Uogk&t «ike y~
tinggi. Hal-hal yang perlu diperttmbangkan adalah sebagai berikut:
a. Laporan keuangan, anggaran, dan pclaksanaan program yang disampaikan

kepada badan legislatif, Intansi Pemerintah, dan pihak yang berkepentingan
~ikan dengan wajar dan akurat,

b. Pimpinan OPD/KECAMATANmengungkapkan masalah dalam instansiyang
bersangkutan serta menerima komentar dan rekornendasi pada saat auditor
dan evaluator melakukan tugasnya.

c. Atas kekurangan tagihan dart rekanan atau kelebihan pembayaran dari
penggunajasa segera dilakukan perbaikan.

d. OPD/KECAMATANmemiliki proses penanganan tuntutan dan kepentingan
~a'WM ~ 'Ce1'8t -dan ~t.

2 Suasana etis dibangun pada setiap tingkat pimpinan OPD/KECAMATANdan
dikomunikasikan di lingkungan OPD/KECAMATANyang bersangkutan. Hal­
hal. YUIS peril! ~ adaJah sebegai berikut:
a. Pimpinan OPD/KECAMATANmernbina serta mendorong terctptanya budaya
yang menekankan pentingnya nilai-nilai integritas dan etika. Hal ini bisa
dicapai melalui komunikasi lisan daiam rapat, diskusi, dan melalui
keteladanan dalam kegiatan sehari-hari,

b. Pegawai memperlihatkan adanya dorongan sejawat untuk menerapkan
sikap perilaku dan etika yang balk,

c. Pimpinan OPD/KECAMATANmelakukan tindakan yang cepat dan tepat
segera setelah tirobulnya gejala masalah.

SUB UlfSUR LDfGKUBGAlVPElfGUDALlAl'f

A PENEGAKAlf IBTEGRITAS DAK NILAJ ETIKA (Bub UlUJurl
1 OPD/KECAMATANtelah menyusun dan menerapkan aturan perilaku serta

kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, praktik yang dapat
diterima, dan pra'ktIk yang tidal< dapat diterima termasuk benturan
kepentingan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adaJah sebagai berikut:
B. Aturan perilaku tersebut sifatnya menyeluruh dan langsung berkenaan

dengan hal-hal seperti pembayaran yang tidak wajar, kelayakan
penggunaan sumber daya, benturan kepentingan, kegiatan politik pegawai,
.gt:8tifikecri, da.n penerapan ~ pmfi-~

b. Secara berkala pegawai menandatangani pemyataan komitmcn untuk
menerapkan aturan perilaku tersebut,

c. Pegawai memperlihatkan bahwa yang bersangkutan mengetahui periJa.ku
yang dapat ditcrima dan tidak dapat ditertma, hukuman yang akan
dikenakan terhadap perilaku yang tidak dapat diterima dan tindakan yang
harus dilakukan jika yang bersangkutan mengetahui adanya sikap perilaku
yang tidak dapat diterima.

bATrAR U.n UlIOKOMGAWPElfG!:itDALlAlt

~c:rupaka,:, referc,:,si awal serta dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan
risiko masing-masing lnstansi Pemerintah,
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2 OPO/KECAMATANmenyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan
fungsi pada masing-masing posisi dalam OPD/KECAMATAN. Hal-hal yang
perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk setiap

;abe'en di.ideRtilik.asi dan <ltberitabWc.en ~ pep.we.i.
b. Terdapat proses untuk memastikan ba.hwa pegawai yang terpilih untuk

menduduki suatu jabatan teiah memiliki pengetahuan, keahlian, dan
kemampuan yang diperlukan.

B KOMITIO:l'r TERHAJ>AP KOMPETEl'r8I
1 Pimpinan OPD/KECAMATANmengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi
dalom OPD/KECAMATAN.Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut:
8. Pimpinan OPD/KECAMATANmenganalisis tugas yang perlu dilaksanakan

atas suatu pekerjaan dan memberikan pertimbangan serta pengawasan
yang diperlukan.

b. Pimpinan OPD/KECAMATAN menetapkan dan memutakhirkan uraian
jabatan atau perangkat lain untuk mengidentifikast dan mendefinisikan
Ulgas kbuslis.

6 .Pi.mpiDaD OPD/KECAMATAN mengbapus kebijokan .e.taJJ pe.D1.I&8$W y.ang
dapat mendorong perilaku Udale etis, Hal-hal ya.ng perlu dipertimbangkan
adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan OPD/KECAMATANmenetapkan tujuan yang realistis dan dapat

dicapai dan tidale menekan pegawai untuk meneapai tujuan lain yang tidale
realistis.

b. Pimpinan OPD/KECAMATANsesuai dcngan kcwenangannya memberikan
penghargaan untuk meningkatkan penegakan integritas dan kepstuhan
terhadap nilai-nilai etika.

c. Kompensasi dan kenaikan jabatan atau promosi didasarkan pada prestasi
dan kinerja,

5 Pimpinan OPD/KECAMATAN menjeiaskan dan mempertanggungjawabkan
adanya intervensi atau pengabaian atas pengendaliaD intern. Hal-hal yang
periu dipertirobangkan adalah sebagai berikut:
a. Terdapat pedoman yang mengatur situasi, frekuensi, dan tingkat pimpinan

yang diperkenankan melakukan intervensi dan pcngabaian.
b. Intervensi atau pengabaian terhadap pengendalian intern

didokumentasikan secara Iengkap tcrmasuk alasan dan tindakan khusus
yang diambil

c. Pengabaian pengendalian intern tida'k boleh dilalrukan otch pimpinan
OPD/KECAMATANtingkat bawah keeuali daJam keadaan darurat dan
segera dilaporkan kepada pimpinan OPD/KECAMATANyang lebih tinggi,
serta didokumentasikan.

perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
8. Pimpinan OPD/KECAMATAN mengambil tindalean atas pelanggaran

kebijakan, prosedur, atau aturan perila.ku.
b. Jenis sanksi dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan

OPD/KECAMAT.QJ ~a tJe!8.wa~mengeta·hw. ~ dan
penyimpangan dan peianggaran yang dilakukan.



5 lnteraksi yang intensif dengan pimpinan pada tingkatan yang Iebih rendah.

6 Pimpinan OPO/KI':CAMATAN memiliki sikflp yang posirif dan responsif
terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program,
dan kegiatan. Hal-hal yang peclu dipertimbangkan adalah sebagai berikut;

C KEPJtMIMPDfAl'f YAJfO KOl'fDUSIF
I Pimpinan OPD/KECAMATAN memiliki siknp yang selalu mempertimbangkan

risiko dalam pengambilan kepurusan.
2 Pimpinan OPD/KECAMATANmenerapkan manajemen berbasis kinerja.
3 Pimpinan OPD/KECAMATAN mendukung fungsi tertentu dalam penerapan

'SP'fI>, antara lain pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen
informasi, pengeloJaan pegawai, dan pengawasan baik intern maupun eksrern.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan OPD/KECAMATAN menyelenggarakan akuntansi dan anggacan

untuk peogendalian kegiatan dan evaluasi kinerja,
b, Penyelen88"Q! aJom.tansi. _¥aDg 4iGiesentr.aJi!iasi. ~ taDggu.ag jawa,b

membuat laporan kepada pejabat keuangan pusat,
c. Penyelenggaraan manajemen keuangan, akuntansi dan anggacan

dikendalikan oleh pejabat pengelola keuangan sehingga terdapat
sinkconisasi dengan bacang milik negara.

d. Pimpinan OPD/KECAMATAN menggunakan fungsi manajemen infocmasi
untuk mendapatkan data operasional yang penting dan mendukung upaya
penyempurnaan sistem infonnasi sesuai perkembangan teknologi infocmasi.

e. Piropinan OPD/KECAMATAN memberi perhatian yang besar pada pegawai
operasionaJ dan mcnekankan pentingnya pembinaan sumber days manusia
yang baik.

f. f'impinan OPDfKECAMATAN tBetlS8Ddans pen~ dllB meloeepcm ~
basil pengawasan,

4 Perlindungan atas aset dan informasi dan akses dan penggunaan yang tidak
sah.

4 Pimpinan OPD/KECAMATAN memiliki kemampuan manajerial dan
pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan OPD/KECAMATAN

3 OPD/KECAMATAN menyelenggarnkan pelatihan dan pembimbingan untuk
membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi
pekeljaannya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
Q. Terdapat program pelatihan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan

pe&awaL
b. OPD/KECAMATAN sudan menekankan perlunya pelatihan

berkesinambungan dan memiliki mekanisme pcngendalian untuk
membantu memastikan bahwa seluruh pegawai sudah menerima pclatihan
yang tepat,

c. Pimpinan OPD/KECAMATANmcmilik keahlian manajemen yang diperlukan
dan sudah dilatib unruk memberikan pembimbmgan yang efe1rtif bag!
peningkatan kinerja.

d. Penilaian kinerja didasarkan pada penilaian atas faktor penting pekerjaan
dan dengan jelas mengidentiflkasi pekerjaaan yang telah dilaksanakan
dengan baik dan yang masib memerlukan peningkatan.

e. f>eg,2wlli mendQp9r pt'.mbjrnbingan yang obyf'.ktif dan .konsttuktif LUltlJk
peningkatan kinerja.
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3 Kejelasan hubungan dan jenjang pelapocan intern dalam OPD/KECAMATAN.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Hubungan dan jenjang pelaporan ditetapkan serta secara efektif

memberikan informasi yang dfbutuhkan pimptnan OPD[KECAMATAN
untuk rnelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Pegawai memahami hubungan dan jenjang pelaporan yang telah
ditetapkan,

c. Pimpinan OPD/KECAMATANdapat dengan mudah saling berkomunikasi.

9

D STRUKTUR ORGAlnSASl
) Struktuc crganisasi OPD/KECAMATANdisesuaikan dengan ukuran dan sifat

kegiatan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Struktur organisasi mampu memiasilitasi arus informasi di dalam

OPD/KECAMATANyang bersangkutan secara menyeluruh.
b. Pimpinan OPD/KECAMATANsecara jelas menyatakan faktor-faktor yang

menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat sentraasasi atau
desentralisasi organisasi.

2 Pimpinan OPD/I<ECAMATANmemberikan kejelasan wewenang dan tanggung
jawab. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan OPOIKECAMATAN yxng bt'r1Drlggang jawab a'tas ittgiatan lrtaU

fungsi utama sepenuhnya menyadari tugas dan tanggung jawaboya.
b. Dagan organisasi yang tcpat dan terbaru yang menunjukkan bidang

tanggungjawab utama disampaikan kepada semua pegawai,
c. Pimpinan OPD/KECAMATANmemahami pengendalian intern yang menjadi

tanggung jawabnya dan memastikatl bahwa pegawainya juga memahami
tanggungjawab masing-masing.

7 Tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan di fungsi-fungsi kunci, seperti
pengelolaan kegiatan operasional dan program, akuntansi atau pemeriksaan
~. yang m~ menunjukkM 8danya _sti&h ~ pei"batiM
OPD/KECAMATAN terhadap pengendalian intern. Hal-hal yang perlu
dipertimbe.ngkan adaJah sebagai berikut;
a. Tidak adanya mutasi pimpinan OPD/KECAMATANyang berlebihan yang

berkaitan dengan masalah-masalah pengendalian intern.
b. Pegawai yang mcnduduki posisi penting tidak keluar (mengundurlum din)

dengan aiasan yang tidak terduga,
c. Adanya lingkat perputaran (turnover) pegawai yang tinggi yang dapat

melemahkan pengendalian intern.
d. Perputacan pegawai yang tidak bcrpola yang mengindikasikan kucangnya

perhatian pimpinan OPD/KECAMATANterhadap pengendalian intern.

a. Pimpinan OPD/KECAMATAN mengetahui dan ikut berperan dalam isu
penting pada laporan keuangan serta mendukung penerapan prinsip­
prinsip dan estimasi akuntansi yang konservatif.

b. Pimpinan OPD/KECAMATANmengungkapkan semua informasi keuangan,
anggacan, dan progam yang -d~luklin agac ¥.o.ndisi ~iatll:n dan
keuangan OPD/KECAMATANrersebut dapat dipahami sepenuhnya.

c. Piropinan OPD/KECAMATANmenghindari penekanan pada pencapaian
hasil-hasil jangka pendek.

d. Pegawai tidak menyampaikan laporan pencapaian target yang tidak tepat
atau tidal< akurat,

e. Falcta tidak dibesar-besarkan dan estimasi anggaran tidak ditinggikan
sehingga rnenjadi tidak wajar.
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a. Wewenang dan tanggung jawab ditetapkan dengan jelas di dalam
OPD/KECAMATAN dan dikomunikasikan kepada semua pegawai.

b. P.impiwul OPDIKECU4ATAN memiliki taDgg)1ng j8w.eb Sl".$1W
kewenangannya dan bertanggungjawab atas keputusan yang diambiJnya.

c. Pimpinan OPD/KECAMATAN memiliki prosedur yang efektif untuk
memantau basil kewenangan dan tanggungjawab yang didelegasikan.

2 Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung
~ y.ang~y.a tI'.rkait MogAn pihak 1ai.u de!em OPD/KECUfJ\T_4.N
yang bersangkutan, Hal-hal yang periu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut:
a. Uraian tugas secara jelas menunjukkan tingkat wewenang dan tanggung

jawab yang didelegasikan padajabatan yang bersangkutan,
b. Uraian tugas dan evaluasl kinerja merujuk pada pengendalian intern terkait

tugas, tanggungjawab, dan akuntabilitas.

3 Pegawai yang diberi wewenang mernahami bahwa pelaksanaan wewenang dan
tanggung jawab tcrkait dengan penerapan SPIP. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan ada1ah sebagai berikut;
a. Pegawai, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, diberdayakan

unruk meAg4ltasi masaJab &.t&u~ perMilr.aR.
b. Untuk penyelesaian pekerjaan, terdapat keseimbangan antara

pendelegasian kewenangan yang diterima dengan keterlibatan pimpinan
yang lebih tinggi.

F KEBIJAKAl'f DAl'f PRAKTIK PEMBIl'fAAl'l SUMBERDAYAMAl'fUSIA
1 Penetapan kebija.kan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan

pernberhentian pegawai, Hal-hal yang perlu dipertimbangkan ad/dah sebagai
berikut:
a. PiJnpinan OPD/KECAMATAN mengkornunikasikan kepada pengelola

pegawai mengenai kornpetensi pegawai barn yang diperlukan atau berperan
serta dales iJro8ef> peoecim&an peta~.

b. OPD/KECAMATAN sudah memiliki standar atau kriterla rekrutmen dengan
penekanan pada pendidikan, pengalaman, prestasl, dan perilaku etika.

c. Uraian dan persyaratan jabatan sesual dengan standar yang ditetapkan
oleh instansi yang berwenang.

tingkat
"tajuan
sebagai

PEl'fDItLEGASIAlf WEWltl'fAKG DAK TAKGGUl'fGJAWAB
Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan
'ttmggang j1tont~ da!am Ttalgka J":Ilc:upuian "taju1l1'l
OPD/KECAMATAN. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah
berikut:

It
I

5 OPD/KECAMATAN meoet&pkan juaWi pefJ&w& ~'ang8e$U&l, terutAlm& uotuk
posisi pimpinan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. PiJnpinan OPD/KECAMATAN memiliki waktu yang cukup untuk

meiaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
b. Pcgawai tidak boleh bekerja lembur secara berlebihan untuk menyelesaikan

tugas yang diberikan.
c. Pimpinan OPD/KECAMATAN tidak merangkap tugas dan tanggung jawab

bawahannya lebih dati satu orang.

4 Pimpinan OPD/KECAMATAN melaksanakan evaluasi dim penyesuaian secara
periodik terhadap struktur organisasi sebubungan dengan perubahan
Iingkungan etrategis.
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3 Di dalam OPO/KECAMATAN, terdapat upaya memehhara dan meningkatkan
kualitas tata keJoJa penyetenggaraan (good gouemanre) tugas dan fungsi
OPO/KECAMATAN .

2 Di dalam OPO/KECAMATAN terdapat mekanisme peringatan dini dan
peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyeJenggaraan tugas dan
ru..~&iOPD{KECA).{ATAN.

G PERWUJUDAB' P&RAK APARAT Pl:lfGAWASAlI IlfTl:RK Pl:MERIlfTAH
YAlfG EFEKTIJI'

J Oi dalam OPO/KECAMATAN, terdapat mekanisme untuk memberikan
kcyakinan yang memadai atas ketaatan, kebematan, efisiensi, dan efektivitas
peor.apeian tl\illen peB¥.eleDMSrnan ..t.l.IpS .da.rl. £uog.~ OPD/lmCAYATAI\l .
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Aparat pengawasan intern pemerintah, yang independen, metakukan

pengawasan atas kegiatan OPD/KECAMATAN .
b. Aparat pengawasan intern pemerintah membuat laporan hasil pengawasan

setelahmelaksanakan tugas pengawasan.
c. Untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern

pemerintah, secara berkalA dilaksanakan telaahan sejawat,

3 Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikUt:
a. Pimpinan OPDJKECAMATAN memberikan panduan, penilaian, dan

pelatihan di tempat keJja kepada pegawai untuk memastikan ketepatan
pelaksanaan pekerjaan, mengurangi kesalahpahaman, serta mendorong
berkurangnya tindakan pelanggaran.

b. Piropinan OPD/KECAMATAN memastikan bahwa pegawai memahami
dengan balk tugas, tanggung jawab, dan harapan pimpinan
'OM)lKECMllfl:TM'l.

2 Penelusuran latar belakang calon pegawai dalarn proses rekrutmen. Hal-hal
yang perlu dlpertimbangkan adaJah scbagai ber'ikut:
a. Calon pegawai yang sering berpindah pekerjaan diberi perhatian khusus.
b. Standar penerimaan pegawai harus mensyaratkan adanya Invesugasi atas

catatan kriminal calon pegawai
c. Referensi dan atasan calon pegawai di tempat kerja sebclumnya harus

~"'I'3asi.
d. ljazah pendidikan dan sertifikasi profesi harus dikonfinnasi.

d. Terdapat program orientasi bagi pegawai baru dan program pelatihan
bcrkesinambungan untuk semua pegawai.

e. Promosi, remunerasi, dan peminda.han pegawai didasarkan pada penilaian
kinerja.

f. Perlitaian kmetja d~ pada tujuan 'dan 'SaSM'an daiam !'e'I.'Ieana
strategis OPD/KECAMATAN bersangkutan.

g. Nilai integritas dan etika termasuk kriteria dalam penilaian kinerja.
h. Pcgawai diberlkan umpan balik dan pembimbingan untuk meningkatkan

kinerja serta diberikan saran perbaikan.
i, Sanksj disiplin atau tindakaD pembimbing,an diberikan atas pela.ng&amn

kebijakan atau kode etik.
J. Pemberhentian pegawai dilakukan sesual dengan ketentuan perundang­

undangan.
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4 Hubungan kerja yang baik dengan OPD/KECAMATAN yang mengelola
anggaran, akuntansi dan perbendaharaan sehingga tercipta mekanisme saling
uji. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. OPD/KECAMATAN memiliki hubungan kerja yang baik dengan Intansi

Pemerint&h y&.~ ~~ ~R, uuntansi ,Ga,.'1 p&be-~aaR,
serta me1akukan pembabasan secara berkala tentang pelaporan keuangan
dan anggaran, pengendalian intern serta kinerja,

b. Pimpinan OPD/KECAMATANmemiliki hubungan kerja yang bai.k dengan
OPD/KECAMATANyang melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang
bersifat lintas instansi,
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3 Tujuan pads tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utams
OPD/KECAMATAN. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adaJah sebegai
berikut:

2 Tujuan pada tingkatan kegiatan sallng melengkapi, saling menunjang, dan
tidak ~an GaW ~W!mya.

B PERTAPAlf TUJUAlf PADATmGKATAlf KEGlATAN
1 Penetapan tujuan pada tlngkatan kegiatan harus berdasarkan pads tujuan

dan rencana strategis OPD/KECAMATAN. Hal-hal yang perlu dipenirobangkan
adalah sebagai berikut:
a. Semua kegiatan penting didasarkan pads tujuan dan rencana strategis

OPD/KECAMATAN secara keselwuhan.
b. Tujuan pada tingkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk

memastikan bahwa tujuan tersebut masih relevan dan berkesmambungan.

4 OPD/KECAMATAN memiJiki rencana strategis yang terpadu dan peniJaian
risiko, yang mempertimbangkan tujuan OPD/KECAMATAN secara
keseluruhan dan risikc yang berasal dan faktor intern dan ekstern, serta
menetapkan auatu struktur pengendalian penanganan risiko.

3 ~ OPl)/KEC.~,~TAN~pk&R strategi. ~slGnal ytiig bMlsl8ten
dengan rcncana strategis OPD/KECAMATAN dan rcncana penilaian risiko.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebegar bcrikut:
8. Rencana strategis mendukung tujuan OPD/KECAMATAN secara

keseluruhan.
b. Rencana strategis mencakup alokasi dan prioritas penggunaan sumber

daya.
c. Rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan

tingkatan OPD/KECAMATAN.
d. Asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran

OPD/KECAMATAN, konsisten dengan kondisl yang t.eIjadi sebelumnya dan
lGood48i saat W.

2 Seluruh tujuan OPD/KECAMATAN secara jelas dikomunikastkan pada sernua
pegawai sehingga pimpinan OPD/KECAMATAN mendapatkan umpan balik,
yang menandakan bahwa komunikasi tersebut berjalan secara efektif.

SUB UlfSUR PElOLA.JAlIJRESIKO
A. Pl:ImUPAIf 7U.JI.lAI( lIIBT.·SI SEC·P. DS!'! lnma".
1 Pimpinan OPD/KECAMATAN menetapkan tujuan OPD/KECAMATAN dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang perlu
dipertlmbangkan adalah sebagai berikut:
a. PiJDpinanOPD/KECAMATAN menetapkan tujuan OPD/KECAMATAN secara

keseluruhan dalam bcntuk misi, tujuan dan sasaran, sebagaimana
dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

b. Tujuan OPD/KECAMATAN secara keseluruhan disusun sesuai dengan
persyaratan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang­
undangan.

c. Tujuan OPD/KECAMATAN secara kescluruhan harus cukup spesffik,
ierukill-,d&pat-ilic~, ~,48n terikat waktu.

DAFTAR UJI PEBILAIAN RISIKO
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2 Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasl dengan menggunakan
mekanisme yang memadai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah
scbagai berlkut:
a. OPDjKECAMATANmempertimbangkan risiko dan perkembangan teknologi.
b. Risiko yang timbul dari perubahan kebutuban atau harapan badan

legislatif, pimpinan OPDjKECAMATAN, dan masyarakat sudab
dipertimbangkan.

c. Risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah
diidentiftkasi.

C IDEIITlFIKASl RI8IKO
1 Pimpinan OPD/KECAMATANrnenggunakan metodologi identifikasi risiko yang

sesuai untuk tujuan OPDjKECAMATANdan tujuan pada tingkatan kegiatan
secara komprebensif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut
a. Metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko

dan menentukan peringkat risiko relatif secara teljadwal dan berkala.
b. cara suatu risiko diidentifikasi, diperingkat, dianalisis, dan diatasi telab

dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan.
c. Pembabasan identifJ.kasi risiko dllakukan pada rapat tingkat pimpinan

OPDjKECAMATAN.
d. Identiflkasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek

dan jangka panjang. serta rencana strategis.
c. ldentifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit,

hasil evaluasi, dan penilaian lainnya.
f. Risiko yang diidentillkasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat

menengah menjadi perhatian pimpinan OPDjKECAMATANyang Iebib
tinggi.

6 Pimplnan OPD/KECAMATANmengidentiftkasi tujuan pada tingkatan kegiatan
yang penting terhadap keberhasilan tujuan OPD/KECAMATANsecant
keseluruhan. Hal-hal yang perlu clipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan OPD/KECAMATANmengidentifikasi hal yang harus ada atau

dilakukan agar tujuan OPD/KECAMATANsecara keseluruhan tercapai,
b. Tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting narus mendapat perhatian

dan direviu secara khusus serta capaian kinerjanya dipantau secara teratur
oleh pimpinan OPD/KECAMATAN.

7 Semua tingkatan pimpinan OPD/KECAMATAN terlfbat dalam proses
penetapan tujuan pada tingkatan kcgiatan dan berkomitmen untuk
mencapainya.

5 Tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya OPD/KECAMATAN
yang cukup. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentiftkasi.
b. Jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, pimpinan OPD/KECAMATAN

harus memiliki rencana untuk mendapatkannya.

4 Tujuan pacla tingkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukumn.

a. Tujuan pada tingkatan kegiatan ditetapkan untuk semua kegiatan
operasional penting dan kegiatan pendukung.

b. Tujuan pada tingkatan kegiatan konsisten dengan praktik dan kineIja
sebelumnya yang efektif serta kinerja tndustrtj'blsnia yang mungkin dapat
cliterapkan pada kegiatan OPD/KECAMATAN.



D AKALI81S RISIKO
I Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko terhadap

pencapaian tujuan OPD/KECAMATAN. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan OPDjKECAMATAN menetapkan proses formal dan informal

untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari,
b. Kriteria kiasiftka.si risiko rendab, menengah atau tinggi sudan ditetapkan.
c. Pimpinan dan pegawai OPD/ KECAMATAN yang berkepentingan

diikutsert.akan dalam kegiatan analisis risiko.
d. Risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan keglatan.
e. Analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan.
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4 Risiko OPD/KECAMATAN secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan
kegiatan penting sudah diidentifikasi.

3 Penilaian atas faktor lain yang dapat meoingkatkan risiko telah dilaksanakan.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Risiko yang timbul dati kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran

masa lalu atau keterbatasan anggaran sudan dipertimbangkan.
b. Risiko yang timbul deri pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran

penggunaan dana, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang­
undangan di masa lalu sudah dipertimbangkan.

C. Risiko melekat pada misi OPD/KECAMATAN, program yang kornplek dan
penting, serta kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi.

d. Risiko yang timbuI dati bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan
terorisme sudah dipertimbangkan.

e. Identifikasi risiko yang timbul dati perubahan kondisi usana, politik, dan
ekonomi sudah dipertimbangkan.

f. Risiko yang timbul dati rekanan utama sudah dipertirobangkan.
g. Risiko yang timbul dati interaksi dengan OPD/KECAMATAN Iainoya dan

pihak di Iuar pemerintahan sudah dipertirobangkan.
h. Risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurnngan pegnwai

OPD/KECAMATAN sudah dipertimbangkan.
i. Risiko yang timbul dati rekayasa ulang proses bisnis (business process

reengineering) atau perancangan ulang proses cperaslonal sudah
dipertimbangkan.

j. Risiko yang timbuI dati gangguan pemrosesan sistern informasi dan tidak
tersedianya sistem cadangan sudah dipertimbangkan.

k. Risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentra.lisasi sudah
diidentifikasi

I. Risiko yang timbuI dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tldak
adanya pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan.

m. Risiko yang timbul dati ketergantungan terhadap rekanan atau pihak
lain dalam pelaksanaan kegiatan penting OPD/KECAMATAN sudah
diidentiflkasi.

n. Risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab pimpinan
OPD/KECAMATAN sudan dJidentifikasi.

o. Risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset
yang rawan sudah dipertimbangkan.

p. Risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai.
q. Risiko yang timbul dati ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program

baru atau program lanjutan sudah dipertimbangkan.
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2 OPD/KECAMATANmemberikan perhatian khusus terhadap risiko yang
ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih
besar terhadap OPD/KECAMATANdan yang menuntut perhatian pimpinan
tingkat atas. Hal-hal yang perlu dipertirobangkan adalah sebagai berikut:
a.OPD/KECAMATANsecara khusus sudah memberikan perhatlan terhadap

fisiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawai barn untuk menempati
poslsi kunci atau akibat tingginya kcluar-masuk pegawai di suatu bidang.

b. Sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat
diperkenalkannya sistern informasi baru atau berubahnya sistem informasi
dan fisiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam menggunakan
sistem baru inidan menerima perubahan.

c. Pimpinan OPD/KECAMATANsudah memberikan pertimbangan khusus
terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang
cepat atau penciutan yang cepat serta pengaruhnya terhadap kemampuan
sistem dan perubahan rencana, maksud, dan tujuan strategis.

d. Sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat 588t
mernperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi be.ru yang
penting serta pernanfaatannya dalam proses operasional.

e. Risiko sudah dianalisis seeara menyeluruh saat OPD/KECAMATANakan
memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa barn.

f. Risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan di suatu area geografis
baru sudah ditetapkan.

It IImXGELOLA RlSIKO ULAIIA PERUBAHAX
I OPD/KECA.\fATAN memiliki mekanisme untuk mengantisipasi,

mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh
perubahan-perubahan daJam pemerintahan, ekonomi, industrt, peraturan,
operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud
dan rujuan OPD/KECAMATANsccara keseluruhan atau maksud dan tujuan
suatu kegiatan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Semua kegiatan di dalam OPD/KECAMATANyang mungkin akAII sangat

terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan daJam ptosesnya.
b. Perubahan rutin sudah ditangani melalui iderrtifikasi risiko dan proses

analisis yang ditetapkan.
c. Risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signiftkan

sudah ditangani pada tingkat yang cukup tinggj di dalam
OPD/KECAMATAN sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah
dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil.

f. Analisis fisiko mencakup perkiraan kernungkinan tetjadinya scoop risiko
dan menentukan tingkatannya.

g. Cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang
hams dilaksanakan sudah ditetapkan.

2 Pimpinan OPD/KECAMATAN menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
mencntukan tingkat risiko yang dapat diterirna. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasl antar
OPD/KECAMATANtergantung dari varian dan toleransi fisiko.

b. Pendekatan yang diterapkan diraneang agar tingkat rislko yang dapat
diterima tetap wajar dan pimpinan OPD/KECAMATANbertanggung jawab
alas penetapannya.

c. Kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola serta mengurangi risiko
secara keseluruhan dan di setiap tingkatan kegiatan, sudah ditetapkan dan
penerapannya selalu dipantau.



2 Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan - Pimpinan OPD/KECAMATAN
mereviu kinerja dibandinglcan tolok ukur kinerja. Hal-hal yang perlu
dipertirobangkan adalah sebagai berikut:
8. Pimpinan OPD/KECAMATAN pada setiap tingkatan kegiatan mereviu

laporan kinerja, menganalisis kecenderungan, dan mengukur hasil
b. Pejabat pengelola keuangan dan pejabat pelaksana tugas operasional
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B REVIU ATAS KIIIERJA IIISTAN'SI PEMERIIITAH YAlIG BERSAlIGKUTAlI
I Reviu pada Tingkat Puncak - Pimpinan OPD/KECAMATAN memantau

pencapa.ia.n kinerja OPDjKECAMATANtersebut dibandingkan rencana sebagai
tolok ukur kinerja. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
bcrikut:
a. Pimpinan OPDjKECAMATANterlibat dalam penvusunan rencana strategis

dan rencana kerja tahunan.
b. Piropinan OPD/KECAMATANterlibat dalam pengukuran dan pelaporan

hasil yang dicapai.
c. Pimpinan OPD/KECAMATANsecara berkala mereviu kinerja dibandingkan

rencana,
d.lnisiatif signifikan dari OPD/KECAMATANdipantau pencapaian targetnya

dan tindak lanjut yang telah diambil.

3 Kegiat.an pengendalian secara berkala dievaluasi untuk mernastikan bahwa
kegiatan-kegiatan tersebut masih sesual dan berfungsi sebagaimana
diharapkao.

2 Kegiatan pengendalian yang diidentiflkasi sebagai hal yang diperlukan sudah
diterapkan. Hal-hai yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pengendalian yang dlatur dalam pedoman petaksanaan kebijakan

dan prosedur eudah diterapkan dengan tepat dan mernadai.
b. Pegawai dan atasannya mcmahami tujuan dari kegiatan pengendalian
tersebut.

c. Petugas pengawas mereviu berfungsinya kegiatan peogendalian yang sudah
ditetapkan dan selalu waspada terhadap adanya kegiatan pengendalian
yang berlebihan.

d. Terhadap penyimpangan, masalah dalam pencrapan, atau informasi yang
membutuhkan tindak lanjut, telah diambil tindakan secara tepat waktu.

SUB U!fSUR KEGIATAN' PEIIGElfDALIAN
A PEIIERAPAl'l tTMUM
1 Kebijakan dan prosedur yang ada berkaitan dengan kegiatan

OPDjKECAMATAl~.Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut:
a. Semua tujuan yang relevan dan risikonya untuk masing-masing kegiatan

penting sudah diidentifikasi pada saat pelaksanaan penilaian risiko.
b. Pimpinan OPD/KECAMATANtelah mengidentiflkasi tindakan dan kegiatan

pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko terse but dan
memberikan arahan penerapannya.

DAFTAR UJ} KEGIATAlf PENGEIIDALIAN



13 Pimpinan OPD/KECAMATAN melakukan kaderisasi untuk memastikan
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12 Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan batik yang bermakna, jujur,
dan konstruktif untuk membantu pegawai mernahami hubungan antara
kineljanya dan pencapaian tujuan lnstansi Pemerintah.

II Pengawasan atasan dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan
bahwa tujuan pengendalian intern bisa dicapat,

10 OPD/KECAMATAN memiliki program kesejahteraan dan fasilitas untuk
meniogkatkan kepuasan dan komitmen pegawai.

9 Sistem kompensasi cukup memadai untuk mendapatkan, memotivasi, dan
mempertahaokan pegawai serta inscntif dan penghargaan disediakan untuk
mendorong pegawai melakukan tugas dengan kemampuan maksimal,

8 Pcgawai telah diberikan orientasi, pelatihan dan kelengkapan kerja uotuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mcningkatkan kinelja
meningkatkan kemampuan, serta rncmenuhi tuntutan kcbutuhan organisasi
yang berubah-ubah.

7 OPD/KECAMATANtelah memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pegawai
deogan kompetensi yang tepat yang direkrut dan dipertahankao.

6 Sistem manajemen kinerja OPD/KECAMATANmendapat pnoritas tertinggi
dari pimpinan OPD/KECAMATAN yang dirancang sebagai panduan bagi
pegawai dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

5 Pimpinan OPD/KECAMATAN mernbangun keJja sarna tim, mendorong
penerapan visi OPDjKECAMATAN.dan mendorong adanya umpan balik dari
pegawai.

3 OPD/KECAMATANmemiliki strategi perencanaan sumber days manusia yang
spesifik dan eksplisit, yang dikaitkan dengan keseluruhan rencana strategis,
dan yang roemungkinkan dllakukannya identiftkasi kebutuhan pegawai baik
pada saat inimaupun di masa mendatang.

4 OPD/KECAMATAN telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan
kinerja yang diharapkan untuk setiap posisi pimpinan.

2 OPD/KECAMATANmemiliki strategi pembinaan sumber daya manusia yang
utuh dalam bentuk rencana strate gis, rencana kerja tahunan, dan dokumen
perencanaan sumber daya manusia lainnya yang meliputi kebijakan, program,
dan praktek pengelolaan pegawai yang akan menjadi panduan bagi
OPD/KECAMATANterse but.

C PEMBIlIAAN SUMBER DAYA MANUSIA
I Pemahaman bersama atas VISl, rmsi, tujuan, nilai, dan strategi

OPD/KECAMATANtelah tercermin dalam rencana strategis, rencana kerja
tahunan, dan pedoman panduan kerja lainnya dan telah dikomurukasikan
secara jelas dan konsisten kepada seJuruh pegawai.

mereviu serta membandingkan kinelja keuangan, anggaran, dan
operasional dengan basil yang direncanakan atau diharapkan,

c. Kegiatan pengendalian yang tepat teiah dilaksanakan, antara lain seperti
rekonsiliasi dan pengecekan ketepatan informasi.
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3) OPD/KECAMATANmenetapkan peogendalian fisik dan pengendalian Jogik
untuk mencegah dan mcndeteksi akses yang tidak diotorisasi.

2) Pemi1iksumber daya mengidentifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi
akses ke informasi secara formal.

6) OPD/KECAMATAN memantau efektivitas program pengamanan dan
melakukan perubahan program pengamanan ji.k.adiperlukan. Hal-hal yang
perlu dipertirobangkan adalah sebagai berikut:
a) Pimpinan OPD/KECAMATANsecara berkala menilai kelayakan kebijakan

pengamanan dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.
b) Tindakan korektif diterapkan dan cliuji dengan segera dan efektif serta

dipantau seeara terus-menerus.
b Pengendalian atas Akses
1) OPD/KECAMATAN mengklasifikasikan sumber daya sistem informasi

berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalab sebagai berikut:
a) Klasiftkasi sumber daya dan kriteria terkait sudah ditetapi<an dan

dikomunikasikan kepada pemilik sumber daya.
b) Pemilik sumber daya memi1ah-milah sumber daya informasi berdasarkan

klasifikasi dan kriteria yang sudan ditetapkan dengan memperhatikan
penetapan dan penilaiao risiko serta mendokumentasikannya.

5) OPD/KECAMATANmengimpJementasikan kebijakan yang efektif atas pegawai
yang terkait dengan program pengamanan.

4) Pirupinan OPD/KECAMATAN menetapkan uraian tanggung jawab
pengamanan secara jelas.

untuk3) Pimpinan OPD/KECAMATAN menetapkan organisasi
mengimpJementasi.k.andan mengeJoJaprogram pengamanan.

2) Pirnpinan OPD/KECAMATANmengembangkan rencana yang secara jelas
menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang
mendukungnya.

D PENGENDAiJ.AN ATAS PENGELoI..AANSISTEM llO'ORMASI
1 PengendaJian Umum
a PengaUlananSistem Informaai
1) OPD/KECAMATANsecara berkala melaksanakan penilaian risiko secara

periodik yang komprehensif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah
sebagai berikut:
a) Penilaian risiko dllaksanakan dan didokumentasikan secara teratur dan

pada saat sistem, fasilitas, atau kondisi lainnya berubah.
b) Peni.1aian risiko tersebut sudah mempertimbangkan sensitivitas dan

keandalan data.
c) Penetapan risiko akhir dan perserujuan pimpinan OPD/KECAMATAN

didokwnentasikan.

tersedianya pegawai dengan kompetensi yang diperlukan.
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2 Pengendalian Aplill:asi
a Penlendalian Otoriaasi

3) Pimpinan OPD/KECAMATAN sudan mengembangkan dan
mendokumentasikan rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak
terduga (contingencyplan.), misalnya langkah pengamanan apabila terjadi
bencana alam, sabotase, dan terorisme.

4) OPD/KECAMATANsecara berkala menguji rencana untuk mengatasi kejadian
tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan,

2) OPD/KECAMATANsudah mengambil langkah-langkah pencegahan dan
minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer antara lain
melalui penggunaan prosedur backup data dan program, penyimpanan back­
up data di ternpat lain, pengendalian atas lingkungan, pelatihan staf, serta
pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keres.

f Kontinuitas pelayanan
1) OPD/KECAMATAN melakukan penilaian, pemberian prioritas, dan

pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang
kritis dan sensitif,

3) OPD/KECAMATANmelakukan pengendalian atas kegiatan pegawai melalui
penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

e Pemisahan Tugaa
1) Tugas yang tidak dapat digabungkan sudah diidentiftkasi dan kebijakan untuk

memisahkan tugas tersebut sudah ditetapkan.

2) Pengendalian atas akses sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemisahan
tugas.

2) Seluruh perangkat lunak yang barn dan yang dimutakhirkan sudah diuji dan
disetujui.

3) OPD/KECAMATAN telah menetapkan prosedur untuk memastikan
terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak (sojtwaro
libraries) termasuk pemberian label, pembatasan akses, dan penggunaan
kepustakaan perangkat lunak yang terpisah.

d Pengendalian atas Perangil:atLunak Slstem
1) OPD/KECAMATAN membatasi akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan

tanggungjawab pekerjaan dan otorisasi akses tersebut didokumentasikan.

2) Akses ke dan penggunaan perangkat lunak sistem dikendalikan dan dipantau.
3) OPD/KECAMATANmengendalikan perubahan yang dilak.ukan terhadap

perangkat lunak sistem.

e Pengendalian atas Pengembangan dan Perubahan Perangkat Lunak
Aplikasi

1) Fitur pemrosesan sistern informasi dan modifikasi program diotorisasi.

4) OPD/KECAMATAN memantau akses ke sistem informasi, meIakukan
investigasi atas pelanggaran, dan mengambil tindakan perbaikan dan
penegakan disiplin.



E PENGEIfDALIAN FISIK ATAS ASET
I Pimpinan OPD/KECAMATAN menetapkan, mengimplementasikan, dan

mengkomunikasikan reneana identifikasi, kebijakan, dan prosedur
pengamanan fisik kepada seluruh pegawai. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikUt:
a. Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik telah ditetapkan,

diimplementasikan, dan dikomunikasikan ke seluruh pegawai,
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4) Terdapat aplikasi yang mencegah perubahanjileseeara bersamaan.

3) Terdapat program yang memiliki prosedur untuk mengecek internalfile header
labels sebelum pemrosesan.

2) Terdapat program yang memiliki prosedur untuk memveriflkasi babwa versi
file komputer yang sesuai yang digunakao selama pemrosesan.

d Pengendalian terhadap Keandalan Pemrosesan dan File Data
1) Terdapat prosedur untuk memastikan bahwa hanya program dan file data

versi terkini yang digunakan selama pemrosesan.

4) Laporan keluaran direviu untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

3) Data yang salah dengan segera dicatat, dilaporkan, diinvestigasi, dan
diperbaiki,

2) Validasi data dan editing dilaksanakan untuk mengidentifikasi data yang
salah.

c Pengendallan Akurasi
1) Desain entri data digunakan untuk mendukung akurasi data.

2) Rekonsiliasi data dilaksanakan untuk memverifikasikelengkapan data.

4) Pile induk dan laporan khusus digunakan untuk memastikan bahwa seluruh
data yang diproses telah diotorisasi.

b Pengendalian Kelengkapan
I) Transaksi yang dientri dan diproses ke dalam komputer adalah seluruh

transaksi yang telah diotorisasi.

3) Akses ke terminal entri data dibatasi.

I) OPD/KECAMATAN mengendaJikan dokumen sumber. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalab sebagai berikut:
a) Akses ke dokumen surnber yang masih kosong dibatasi.
b) Dokumen sumber diberikan nomor urut tercetak (prenumbered).

2) Atas dokumen sumber dilakukan pengesahan. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a) Dokumen sumber yang penting memerlukan tanda tangan otorisasi.
b) Untuk sistem aplikasi batch, harus digunakan lembar kendali batch yang

menyediakan informasi seperti tanggal, nomor kendali, jumlan dokumen,
dan jumlah kendall (control totals dari field kunci,

c) Reviu independen terhadap data dilakukan sebelum data dientri ke dalam
sistem aplikasi.



G PEMlSAHAR FURGSI
Piropinan OPD/KECA.\.fATANmenjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi
atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 [satu] orang. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1 Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama
transaksi atau kejadian.

2 Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadlan dipisahkan di antara
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4 Data eapaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran
yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

3 Faktor penilaian pengukuran kinerja dievaluasi untuk meyakinkan bahwa
faktor tersebut seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta
mengatur insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap
memperhatikan peraturan perundang-undangan.

2 OPD/KECAMATANmereviu dan melakukan validasi secara periodik atas
ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kineIja.

F PERETAPAN DAN REVIU IRDIKATOR DAN UKURAN KIRIERJA
I Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat OPD/KECAMATAN,

kegiatan, dan pegawai.

2 Pimpinan OPD/KECAMATAN menetapkan, mengimplementasikan, dan
mengkomunikasikan reneana pemulihan setelah beneana (disaster recovery
plan) kepada seluruh pegawai.

h. Peralatan yang berisiko dicuri diamankan dengan dilekatkan atau
dilindungi dengan cara lainnya,

i. Identitas aset dilekatkan pada meubelair, peralatan, dan inventaris kantor
lainnya.

J. Persediaan dan perlengkapan disimpan di tempat yang diamankan secara
fisik dan dilindungi dari kerusakan.

k. Seluruh fasilitas dilindungi dari api dengan menggunakan alarm
kebakaran dan sistem pemadaman kebakaran.

l. Akses ke gedung dan fasilitas dikendalikan dengan pagar, penjaga, atau
pengendalian fisik lainnya.

m. Akses ke Iasilitas di luar jam kerja dibatasi dan dikendalikan.

b. OPD/KECAMATAN telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan
pengamanan aset infrastruktur.

c. Aset yang berisiko hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak seperti ua.ng
tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan, dan peraiatan, seeara
fisik diamankan dan akses ke aset tersebut dikendalikan.

d. Aset seperti uang tunai, surat berharga, perleogkapan, persediaan, dan
peralatan seeara periodik dihitung dan dibandingkan dengan catatan
pengendalian; setiap perbedaao diperiksa secara teliti.

e. Uang tunal dan surat berharga yang dapat diuangkan dijaga dalam tempat
terkunei dan akses ke aset tersebut secara ketat dikendalikan.

f. Formulir seperti blangko cek dan Surat Perintah Membayar, diberi nomor
urut tercetak (preTWmbered), secara fisik diamankan, dan akses ke fonnulir
terse but dikendalikan.

g. Penanda tangan eek mekanik dan stempel tanda tangan secara fisik
dilindungi dan aksesnya dikendalikan dengan ketat.
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J PEMBATASAlf AKSES ATAS SOMBER DAYA DAN PENCATATANNYA
Pimpinan OPD/KECAMATANmemberikan akses hanya kepada pegawai yang
berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkaia,
Hal-hal yang perlu dipertirobangkan adalah sebagai berikut;

1 Risiko penggunaan secara tidak sal! atau kehilangan dikendalikan dengan
membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai
yang berwenang.

3 Otorisasi transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan,
pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.

2 Klasifikasidan pencatatan yang tepat diJaksanakan untuk seluruh siklus.

I PENCATATAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU ATAS TRAN'SAKSI DAN
KEJADIAN

1 Transaksi dan kejadian diklasiftkasikan dengan tepat dan dicatat dengan
segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan
OPD/KECAMATANdalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan
keputusan.

3 Otorisasi yang secara spesifik memuat kondisi dan syarat ctorisasi
dikomunikasikan secara jelas kepada pimpinan dan pegawai
OPD/KECAMATAN.

4 Terdapat persyaratan otorisasi yang sejalan dengan araban dan dalam batasan
yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan pimpinan OPD/KECAMATAN.

2 Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa hanya transaksi dan
kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan
diJaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya.

H OTORISASI ATAS TRANSAKSI DAN KEJADIAN YANG PENTING
Pimpinan OPD/KECAMATANmenetapkan dan mengkomunikasikan syarat
dan ketentuan otorisasi kepada pegawai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
adalah sebagai berikut:

1 Terdapat pengendalian untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi
dan kejadian yang valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan
arahan pimpinan OPD/KECAMATAN.

6 Pimpinan OPD/KECAMATANmengurangi kesempatan teIjadinya kolusi
karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan
pemisaban fungsi.

5 Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab
alas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas.

4 Jika mernungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang
tunal, surat berharga, dan aset berisiko tinggi iainnya.

pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan
pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi­
fungsi penyimpanan dan penanganan aset.

3 Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan
keyakinan adanya checks and balances.



6 Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronis. yang
berguna bagi pimpinan OPO/KECAMATAN daJam mengendalikan kegiatannya
dan bagi pihak lain yang terlibat dalam evaluasi dan analisis kegiatan,
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5 Terdapat dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan
akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian penting
sejak otorisasi, inisiasi, pemrosesan, hingga penyelesaian.

4 Ookumentssi atas Sistem Pengendalian Intern mencakup dokumentasi yang
menggambarkan sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan
data. serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

3 Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern mencakup identifikasi,
pencrapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi OPO/KECAMATANpada
tingkatan kegiatan serta pengendaliannya yang tercermin dalam kebijakan
administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman Jainnya.

2 Dokumentasi tersedia setiap saat untuk diperiksa,

L DOKUMENTA8I VAlIG BAlK ATA8 SIS1'EM PElIGENDALIAN IlITEM SERTA
TRAlISAK8I D.AlI KEJADIAN PElITIlIG

Pimpinan OPD/KECAMATAN memiliki, mengelola, meme1ihara, dan secara
berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem
Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian pentlng, Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1 Terdapat dokumentasi tertulis yang mencakup Sistem Pengendalian Intern
OPD/KECAMATANdan seluruh transaksi dan kejadian penting.

4 Pimpinan OPD/KECAMATAN menginformasikan dan mengkomunikasikan
tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai
daIam organisasi dan meyakinkan bahwa petugas tersebut memahami
tanggung jawabnya.

3 Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pcncatatan akuntabilitas
diJakukan untuk menentukan kesesuaiannya dan, jika tidak sesuai, dilaJcukan
audit.

2 Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber daya
secara periodik direviu dan dipelihara.

K AKUlITABILITAS TERHADAP SOMBER DAVA DAIf PElfCATATAlIJIlVA
Pimpinan OPD/KECAMATAN menugaskan pegawai yang bertanggung jawab
terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melaJcukan
reviu atas penugasan tersebut secara berkala, Hili-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1 Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber
daya ditugaskan pegawai khusus.

2 Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan
dipellhara.

3 Pimpinan OPO/KECAMATANmempertirobangkan faktor-faktor seperti nilai
aset, kemudahan dipindankan, kemudahan ditukarkan ketika menentukan
tingkat pembatasan akses yang tepat,
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2 Informasi terkait sudah diidentifikaai, diperoleh dan didistribusikan kepada
pihak yang berhak dengan rincian yang memadai, bentuk, dan waktu yang
tepat, sehingga memungkinkan mereka dapat melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara efisien dan efektif. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan OPD/KECAMATANsudah menerima infonnasi basil analisis yang

dapat membantu dalam mengidentifikasi tindakan khusus yang perlu
dilaksanakan.

b. lnformasi sudah disiapkan dalam bentuk rincian yang tepat sesuai dengan
ungkatan pimpinan OPD/KECAMATAN.

c. lnformasi yang relevan diringkas dan disajikan secara memadai sehingga
memungkinkan dilakukannya pengecekan secara rinci sesuai keperluan.

d. Informasi disediakan tepat waktu agar dapat diJaksanakannya pemantauan
kejadian, kegiatan, dan transaksi sehingga memungkinkan di.la.kukannya
tindakan korektif secara cepat,

e. Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap suatu program sudah
menerima informasi opcrasional dan keuangan untuk membantu mengukur
dan menentukan pencapaian rencana kinerja strategis, tahunan dan target
OPD/KECAMATANsehubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan
sumber daya.

f. lnformasi operasional sudah disediakan bagi pimpinan OPD/KECAMATAN
sehingga mereka dapat menenrukan apakah pelaksanaan program sudah
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

g. Informasi keuangan dan anggaran yang memadai sudah disediakan guna
mendukung penyusunan pelaporan keuangan internal dan eksternal.

B KOMUNIKASI

A INFORMASI
1 Infonnasi dan sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan kepada

pimpinan OPD/KECAMATAN sebagai bagian dari pelaporan
OPD/KECAMATANsehubungan dengan pencapaian kineIja operasi dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
adalah sebagai berikut:
a. Informasi internal yang penting dalam mencapai tujuan OPD/KECAMATAN,

termasuk informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor keberhasilan yang
kritis, sudah diidentifikasi dan secara teratur dilaporkan kepada pimpinan
OPD/KECAMATAN.

b. OPD/KECAMATANsudah mendapatkan dan melaporkan kepada pimpinan
semua informasi eksternal relevan, yang dapat rnempengaruhi tercapainya
misi, maksud, dan tujuan OPD/KECAMATAN,terutama yang berkaitan
dengan perkembangan pcraturan perundang-undangan serta perubahan
politik dan ekonomis.

c. Piropinan OPD/KECAMATAN di semua tingkatan telah memperoleh
infonnasi internal dan ekstcrnal yang diperlukan.

DAFTAR UJI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SUB UNSUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI

7 Seluruh dokumentasi dan catatan dikelola dan dipelibara seeara baik sena
dimutakhirkan secara berkala.
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1 Pimpinan OPD/KECAMATANhams memastikan terjalinnya komunikasi
internal yang efektif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut:
a. Pimpinan OPD/KECAMATANsudan memberikan araban yang jelas kepada

seluruh tingkatan organisasi bahwa tanggung jawab pengendalian intern
adalah masalah penting dan harus diperhatikan secara serius.

b. Tugas yang dibebankan kepada pegawai sudah dikomunikasikan dengan
jelas dan sudah dimengerti aspek pengendalian internnya, peranan masing­
masing pegawai, dan hubungan pekerjaan antar pegawai,

c. Pegawai sudah diinformasikan bahwa, jika ada hal yang tidak diharapkan
terjadi dalarn peiaksanaan tugas, perhatian harus diberikan bukan hanya
kepada kejadian tersebut, tetapi juga pada penyebabnya, sehingga
kelemaban potensial pengendalian intern bisa diidentifikasi dan diperbaiki
sebelum kelemahan tersebut menimbulkan kerugian lebih Ianjut terhadap
OPD/KECAMATAN.

d. Sikap perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima serta konsekuensinya
sudah dikomunikasikan secara jelas kepada pegawai,

e. Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi ke atas selain meJalui
atasan Iangsungnya, dan ada keinginan yang tulus dan pimpinan
OPD/KECAMATANuntuk mendengar keluhan sebagai bagian dari proses
manajcmcn.

f. Adanya mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir ke seluruh
bagian dengan iancar dan menjamin adanya komunikasi yang Iancar antar
kegiatan fungsional.

g. Pegawai mengetahul adanya saluran komunikasi informal atau terpisah
yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan.

h. Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan 'balas
dendam' (reprisa~jika meJaporkan informasi yang negatif, perilaku yang
tidak benar, atau penyimpangan,

i. Adanya mekanisme yang memungkinkan pegawai menyampaikan
rekomendasi penyempurnaan kegiatan, dan pimpinan OPD/KECAMATAN
memberikan penghargaan terhadap rekomendasi yang baik berupa badiah
Iangsung atau bentuk pcngbargaan lainnya.

j. Pimpinan OPD/KECAMATAN sering berkomunikasi dengan aparat
pengawasan intern pemerintah, dan terus melaporkan kepada aparat
pengawasan intern pemerintah mengenai kinerja, risiko, inisiatif penting,
dan kejadian penting Iainnya.

2 Pimpinan OPD/KECAMATANharus memastikan bahwa sudah terjalin
komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki dampak signifikan terbadap
program, proyek, operasi dan kegiatan Jain termasuk penganggaran dan
pendanaannya Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalan sebagai berikut:
a. Adanya saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat,

rekanan, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah serta
kelompok Jainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap
kualitas peJayanan OPD/KECAMATAN.

b. Semua pihak cksternal yang berhubungan dengan OPD/KECAMATAN
sudah diinformasikan mengenai kode etik yang berJaku dan juga sudah
mengerti bahwa tindakan yang tidak benar, seperti pernberian komisi, tidak
diperkenankan.

c. Komunikasi dengan cksternal sangat didorong untuk dapat mengetahui
berfungsinya pengendalian intern.

d. Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai Iayanan
OPDjKECAMATAN, ditindaklanjuti dengan baik karena dapat
menunjukkan adanya permasalahan daJam pengendalian.



SUB UNSUR PEMANTAUAN
A PEMANTAUAN BERKltLANJUTAN
I Pimpinan OPD/KECAMATAN memiliki strategi untuk meyaklnkan bahwa

pemantauan berkelanjutan efektif dan dapat memicu evaluasi terpisah pada
saat persoa1an teridcntiftkasi atau pada saat sistem berada dalam keadaan
krltls, scrta pada saat pengujian secara berkala diperlukan, Hal-hal yang perJu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
8. Strategi pimpinan OPD/KECAMATAN menyediakan umpan batik rutin,

pemantauan kinerja, dan mengendalikan pencapaian tujuan.
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DAJ'TAR UJI PEMANTAUAN

3 Dukungan pimpinan OPD/KECAMATANtcrhadap pcngembangan teknologi
informasi ditunjukkan dengan komitmennya da1am mcnyediakan pegawai dan
pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan terscbut.

2 OPD/KECAMATANrnengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem
informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi
informasi secara terus menerus. Hal-hal yang perlu dipertimbang)<an adaiah
scbagai berikut:
a. Manajemen sistem informasi dilaksanakan berdasarkan suatu rencana

strategis sistem informasi yang merupakan bagian dan rencana strategis
OPD/KECAMATANsecara keseluruhan.

b. Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya keburuhan
informasi.

c. Sebagai bagian dari manajemen informasi, OPD/KECAMATAN telah
memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan memanCaatkan perkembangan
dan kemajuan teknologi untuk dapat memberikan pelayaoan lebih cepat
dan efisien.

d. Pimpinan OPD/KECAMATAN secara terus menerus mcmantau mutu
informasi yang dikeloJa, diukur dan segi kelayakan isi, ketepatan waktu,
keakuratan, dan kemudahan akscsnya.

C BENTUK DAN SARANA KOMUNJKASI
Pimpinan OPD/KECAMATANmenggunakao berbagai bentuk dan samoa
dalam mengkomuoikasikao informasi penting kepada pegawai dan Jainnya.
Hal- hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan OPD/KECAMATANsudah menggunakan bent uk dan sarana

komunikasi efektif, berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat
edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan Intranet,
rekaman video, e-mail, dan arahan lisan.

b. Pimpinan telah meIakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat
berhubungan dengan pegawai di seluruh organisasi dan memper1ihatkan
dukuogan terhadap pengendalian intern.

e. Pimpinan OPDjKECAMATAN memastikan bahwa saran dan rekomendasi
aparar pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator 1ainnya
sudah dipertimbangkan sepenuhnya dan ditindaklanjuti dengan
memperbaild masalah atau kelemahan yang diidentifikasi.

f. Komunikasi dengan badan legislatif, OPDjKECAMATANpcngelola anggaran
dan perbendaharaan, OPDjKECAMATAt~lam, media, dan masyarakat
harus berisi informasi sehingga misi, tujuan, risiko yang dihadapi
OPD/KECAMATANlebih dapat dipahami.



4 Struktur organisasi dan supervisi yang memadai dapat membantu mcngawasi
fungsi pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dtpertimbangkan adala.h sebagai
berikut
a. Pengeditan dan pengccekan otomatis serta kegiatan peoatausahaan

digunakan untuk membantu dalam mengontrol keakuratan dan kelengkapan
pemrosesan transaksi.

b. Pcmisahan tugas dan tanggung jawab digunakan untuk membantu
meneegab penyclewcngan.

c. Aparat pengawasan intern pemerintah hams independen dan mcmiliki
wcwenang untuk melapor langsung ke pimpinan OPD/KECAMATAN dan
tidak meIakukan tugas operasional apapun bagi kepentingan pimpinan
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3 Komunikasi dengan pihak ekstcrnal hams dapat menguatkan data yang
dihasilkan secara internal atau barus dapat mengindikasikan adanya masaJah
dalam pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut;
a. Pengaduan rekanan mengenai praktik tidak adil oleh OPD/KECAMATAN

hams diselidiki.
b. Badan Icgislatif dan badan pengawas mengkomunikasikan informasi kepada

OPD/KECAMATANmengenai kepatuhan atau hal lain yang mencermlnkan
berfungsinya pengendalian intern dan pimpinan OPD/KECAMATAN
menindakIanjuti sernua masalah yang ditemukan.

e. Kegiatan pengendallan yang gagal mencegah atau mendeteksi adaoya
masaJah yang timbul barus direviu.

2 Dalam proses melaksanakan kegiatan rutin, pegawai OPD/KECAMATAN
meodapatkan informasi berfungsinya pengendalian intern secara efektif. Hal-hal
yang periu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Laporan operasional sudab terintegrasi atau direkonsiliasi dengan data

laporan keuangan dan anggaran dan digunakan untuk mengelola
operasional berkelanjutan, serta pimpinan OPD/KECAMATA.~
memperhatikan adanya ketidakakuratan atau penyimpangan yang bisa
mengindikasikan adanya masalah pengcndalian intern.

b. Pimpinan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional
membandingkan informasi kegiatan atau informasi operasional Iainnya yang
didapat dan kegiatan sehari-hari dengan informasi yang didapat dari sistem
informasi dan menindakIanjuti semua kctidakakuratan atau masalah lain
yang ditemukan.

c. Pegawai opcrasional hams menjamin keakuratan laporan kcuangan unit dan
bcrtanggungjawab jika ditemukan kesalahan.

b. Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan
pimpinan program atau operasionaJ bahwa mereka bertanggung jawab atas
pengendalian intern dan pcmantauan efektivitas kegiatan pengendalian
sebagai bagian dari tugas mereka seeara teratur dan setiap hart.

c. Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan
pimpinan program bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian
intern dan bahwa rugas mereka adalah untuk memantau efektivitas kegiatan
pengendalian secara teratur,

d. Adanya strategi pemantauan yang mencakup identifikaai kcgiatan operasi
penting dan sistern pendukung pencapaian misi yang rnemerlukan rcviu dan
evaluasi khusus.

e. Adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala
kegiatan pengendalian atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung
pencapalan misi,
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B EVALUASITERPISAH
I Ruang lingkup dan frekuensi cvaluasi pengendalian intern secara terpisah telab

memadai bagi OPD/KECAMATAN.Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah
sebagai berikut:
a. Hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan

dipertimbangkan saat menentukan Iingkup dan frekuensi evaluasi terpisah,
b. Kegiatan evaluasi terpisah seringkaJi diperlukao pada saat adanya kejadian

misalnya perubahan besar dalam reneana atau strategi manajemen,
pemekaran atau penciutan OPD/KECAMATAN,atau perubahan operasional
atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran.

c. Evaluasi secara berkala dilakukan terbadap bagian dari pengendalian intern
secara memadaL

d. Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu
yang disyaratkan dan dapat melibatkan aparat pcngawasan intern
pemerintah atau auditor eksternaJ.

8 Pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara tegaa apakah mereka
sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang
diharapkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pegawai secara berkaJa menyatakan kepatunan mereka terhadap kode etik.
b. Tanda tangan diperlukao untuk membuktikan dilaksanakannya fungsi

pengendalian intern penting, misalnya rekonsiliasi,

6 Pimpinan OPD/KECAMATANmengambil Iangkah untuk menindaklanjuti
rekomendasi penyempumaan pengendalian internal yang secara teratur
diberikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaiuator
lainnya.

7 Rapat dengan pegawai digunaka.o untuk meminta masukan tentang efektlvitas
pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut:
a. Masalah, informasi, dan rnasukan yang relevan berkaitan dengan

pengendalian intern yang rnuncul pada saat pelatihan, seminar, rapat
pereneanaan, dan rapat lainnya diterima dan digunakan oleh plmpinan
untuk mengatasi masalah atau untuk memperkuat sistem pengendalian
intern.

b. Saran dari pegawai mengenai pcngendalian intern barus dipertimbangkan
dan ditindaklanjuti sebagairoana mestinya.

c. Pimpinan OPD/KECAMATANmendorong pegawai untuk mengidentifikasi
kelemahan pengendalian intern dan meIaporkannya ke atasan Iangsungnya.

5 Data yang tercatat dalam sistem infonnasi dan keuangan secara berkala
dibandingkan dengan aset fisiknya dan, jika ada selisih, hams telusuri, Hal-hal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Tingkat persediaan barang, pertengkapan, dan aset Iainnya sudah dicek

secara berkala; selisih antara jumlah yang tercatat dengan jumlah aktual
harus dikoreksi dan penyebab selisih tersebut harus dijelaskan.

b. Frekuensi pembandingan antara peneatatan dan fisik aktual didasarkan atas
tingkat kerawanan aset,

c. Tanggung jawab untuk menyimpan, rnenjaga, dan melindungi aset dan
sumber daya lain dibebankan kepada orang yang ditugaskan.

OPD/KECAMATAN.



30

C PENYELESAIAN AUDIT
I OPD/KECAMATAN sudah memiliki mekanisme untuk meyakinkan

ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera. Hal-hal yang
perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan OPD/KECAMATANsegera mereviu dan mengevaluasi temuan

audit, hasil penilalan, dan reviu lainnya yang menunjukkan adanya
kelemahan dan yang mengidentiflkasi perlunya perbaikan.

b. Pimpinan OPD/KECAMATANmenetapkan tindakan yang memadai untuk
menindaklanjuti temuan dan rekomendasi.

c. Tindakan korektif untuk menyelesaikan masalah yang menarik perhatian

4 Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diselesaikan. Hal­
hal yang pertu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada orang yang

bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya.
b. Kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius segera dilaporkan

ke pimpinan tertinggi OPD/KECAMATAN.

3 Jika evaluasi terpisah dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah,
maka aparat pengawasan intern pemerintah tersebut harus memiliki sumber
daya, kemampuan, dan independensi yang memadai. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Aparat pengawasan intern pemerintah memiliki star dengan tingkat

kompetensi dan pengalaman yang cukup.
b. Aparat pengawasan intern pemerintah secara organisasi independen dan

melapor langsung ke pimpinan tert.inggidi dalam OPD/KECAMATAN.
c. Tanggungjawab, lmgkup kerja, dan rencana pengawasan aparat pengawasan

intern pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan OPD/KECAMATANyang
bersangkutan.

2 Metodologievaluasi pengendalian intern OPD/KECAMATANharuslah logis dan
memadai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Metodologi yang dipergunakan tclah mcncakup self assessment dengan

menggunakan daftar periksa (check list), daftar kuesioner, atau perangkat
lainnya.

b. Evaluasi terpisah tersebut meliputi suatu reviu terhadap rancangan
pengendalian intern dan pengujian langsung (direct testing) atas kegiatan
pengendalian intern.

c. Dalam OPD/KECAMATANyang menggunakan sistem informasi berbasis
komputer, evaluasi terpisah dilakukan dengan menggunakan teknik audit
berbantuan komputer untuk mengidentiftkasi indikator inefisiensi,
pemborosan, atau penyalahgunaan.

d. Tim evaluasi terpisah menyusun suatu rencana evaluasi untuk meyakinkan
terlaksananya kegiatan tersebut secara terkoordinasi,

e. Jika proses evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai OPD/KECAMATAN,
maka harus dipimpin oleh seorang pejabat deogan kewewcnangan,
kemampuan, dan pengalaman memadai.

f. Tim evaluasi terpisah harus memahami secara memadai mengenai visi, misi,
dan tujuan OPD/KECAMATANserta kegiatannya.

g. Tim evaluasi terpisah sudah memahami bagaimana pengendalian intern
OPD/KECAMATANseharusnya berkerja dan bagaimana tmplementasinya.

h. Tim evaluasi terpisah menganalisis hasil evaluasi dibandingkan dengan
kriteria yang sudan ditetapkan,

i. Proses evaluasi didokumentasikan sebagaimana mestinya.
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DaJam menerapkan daftar uji ini perlu dipertimbangkan tujuan lnstansi
Pemcrintah dan aspek biaya manfaat, Pengguna harus mempertimbangkan butir­
butir yang relevan serta menghilangkan atau menambah butir Iainnya jika perlu
sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Instansi Pemerintah. Selain itu,
pengguna dapat mengatur ulang atau menyusun kembali butir-butir tersebut
untuk memenuhi kebutuhannya dengan tetap mengikuti format unsur-unsur
Sistem Pengendalian Intern.

3 OPD/KECAMATAN menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu
lainnya dengan tepat, Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut:
a. Masalah yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian tertentu dikorekst

dcngan segera,
b. Penyebab yang diungkapkan dalam temuan atau rekomendasi diteliti oleh

pimpinan OPD/KECAMATAN.
c. Tindakan diambil untuk memperbaiki kondisi atau mengatasi penyebab

terjadinya temuan.
d. Pimpinan OPD/KECAMATANdan auditor memantau temuan audit dan reviu

serta rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan
telah dilaksanakan.

e. Pimpinan OPD/KECAMATAN secara berkala mendapat laporan status
penyelesaian audit dan reviu sehingga pimpinan dapat meyakinkan kualitas
dan ketepatan waktu penyelesalan setiap rekomendasi,

2 Pimpinan OPD/KECAMATANtanggap terhadap temuan dan rckomendasi audit
dan reviu lainnya guna memperkuat pengendaiian intem. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalab sebagai berikut:
a. Pimpinan OPD/KECAMATANyang berwenang mcngevaluasi temuan dan

rekomendasi dan memutuskan tindakan yang Iayak untuk memperbaiki
atau meningkatkan pengendalia.n.

b. Tindakan pengendalian intern yang diperlukan, diikuti untuk memastikan
penerapannya.

pimpinan OPD/KECAMATAN dilaksanakan dalam jangka waktu yang
ditetapkan.

d. DaJam hal terdapat ketidaksepakatan dengan temuan atau rekomendasi,
pimpinan OPD/KECAMATANmenyatakan bahwa temuan atau rekomendasi
tersebut tidak tepat atau tidak perlu ditindaklanjuti

e. Pimpinan OPD/KECAMATAN mcmpertimbangkan untuk melakukan
konsultasi dengan auditor (seperti BPK, aparat pengawasan intern
pemerintah, dan auditor eksternai lainnya] dan pereviu jika diyakini akan
membantu daJam proses penyclcsaian audit.



Tahapan pembangunan infrastruktur SPIP adalah kegiatan penyusunan dan
pembuatan infmstruktur yang perlu dibangun berdasarkan hasil pemetaan.
Langkah kerja yang dilakukan antara lainadaJah sebagai berikut :
a. Membuat daftar unsur SPIP berdasarkan berbagai dimensi untuk dapat dipakai

sebagai dasar perencanaan pembangunan, paling tidak meliputi:
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3.3 PemblUlgUDan IDfrastruktur SPlP

Langkah yang perlu dilaksanakan, paling tidak adaJah meliputi:
a. Memperslapkan instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan

terhadap unsur-unsur SP!P. misalnya dengan daftar uji.
b. MeJakukan pemetaan dengan instrumen pemetaan, untuk mendapatkan

informasi mengenai hal-hal berikut:
1) Unsur-unsur SP!Pyang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali,
2) Unsur-unsur SPJPyang telah ada tetapi memerlukan penyempurnaan,
3) Unsur-unsur SPlP yang belum ada dan perlu dibangun.

c. Membuat daftar unsur-unsur yang perlu dibangun infrastrukturnya.
d. Menyebarkan daftar unsur-unsur yang perlu dibangun infrastrukturnya kepada

masing-masing satuan ketja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering llir untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi,

Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap struktur organisasi sampai
ke unit ketja terkecil meJakukan pemetaan guna mengidentifikasikan berbagai
unsur SP!P yang nantinya perlu dibangun dan diintegrasikan dalam kegiatan
sehari-hari, Identifikasi rneliputi :
a. Pemetaan atau identifikasi terhadap unsur-unsur SPIP;
b. Pemetaan atau identifikasi terhadap kegiatan dinlana SPlP akan diintegrasikan.

3.2 PemetaaD

Langkah-langkah untuk kegiatan pemahaman paling tidak meliputi :
a, Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai

instrumen soslalisasi yang efektif;
b. Melakukan pendidikan dan pelatihan;
c. Membentuk satuan tugas penerapan SPLP

Kegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap struktur organisasi
sampai dengan unit kerja terkecildan/atau setiap Pimpinan serta seluruh pegawai
memahami mengenai :
a. Unsur-unsur SPlP.
b. Bagaimana membangun SPIP. dan
c. Penerapan SP!P sebagai proses yang terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari,

3.1 Pemahaman

Tahap pembangunan SPIP adaJah tahap awal dari penerapan SPlP. Pada tahap ini
seluruh unsur SPLPdibangun, lalu diintegrasikan bersama kegiatan, OPD/KECAMATAN
• dan program Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir. Sehingga dengan demikian,
SP!P dapat dilaksanakan sebagaimana definisi SPIP. yaltu sebagai suatu proses yang
integral dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari oleh para pimpinan dan pegawai,
Tabap Pembangunan SPlP meliputi beberapa kegiatan seeara berurut yaitu ;

TAHAP PEMBANGUNAN SPIP

BABm
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Kegiatan penerapan unsur SP]P adalab kegiatan dimana infrastruktur yang
telab ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan
kegiatan para pejabat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir,
paling tidak meliputi iangkah-langkah berikut :
a. Mengintegrasikan unsur-unsur SP!Ppada setiap tindakan dan kegiatan sehari­

hari.
b. Melaksanakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses, sekaligus

merupakan sarana uji coba apabila penerapan unsur tersebut adaIah suatu
bentuk pengeodalian yang baru diIakukan.

e. Jika dinilai terdapat kelemahan, maka dilakukan penyempurnaan terlebih
dahulu agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancar.

Dalam menerapkao SP!Pagar diperhatikan hal-hal berikut :
a. SP!Pagar diterapkan sebagai suatu proses dan bukan sekedar formalitas saja.
b. Seluruh pengelola anggaran agar memastikan bahwa SP!P telah diterapkan

daJam setiap pelaksanaan anggaran sehingga memberikan keyakinan yang
memadal terhadap laporan keuangan yang dibuat,

c. Setiap unsur pimpinan OPD/KECAMATANagar seeara aktif meIakukan
pembinaan SP!Pdi unit kerjanya.

3.4 Penerapan Unaur SPIP

Dalam membaogun unsur-unsur SP!P dan menerapkan perlu diperhatikan
bahwa pembangunan unsur-unsur SP!Pagar :
a. Tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian

kegiatan sehari-hari yang dianggap normal.
b. Mempertimbangkan biaya dan manfaat.
c. Mempertimbangkan kondisi dimasa depan yang diharapkan.

I) Daftar unsur SP!P yang pembangunannya memerlukan peraturan
perundang-undangan ditingkat Pemerintah Daerah dan SKPD.

2) Daftar unsur-unsur SP!P yang pembangunannya akan lebih efektif jika
dibangun pada tingkat Pemerintah daerah dan OPD/KECAM1\TAN.

3) Daftar unsur SP!Pyang pembangunannya menurut masa pembangunannya
(jangka panjang, menengah, dan pendek).

4) Daftar unsur SP!Pyang untuk membangunnya terlebih dahulu memerlukan
pembangunan unsur SPIPlainnya atau elemen lain diluar unsur SP!P.

b. Membuat skala prioritas awal,
c. Menghitung anggaran yang diper!ukan.
d. Merancang program pembangunan SP!P.
e. Membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pengeluarannya

daJam jangka panjang, menengah, dan pendek.
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Tahapan pengembangan infrastruktur SPlP adalah kegiatan penyusunan dan
penyempumaan infrastruktur yang perlu dikembangkan herdasarkan hasil
pemctaan. Langkah kerja yang dilakukan antara lain ada1ah sebagai berikut :
a. Membuat daftar unsur-unsur SPIP berdasarkan berbagai dimensi untuk dapat

dipakai sebagai dasar perencanaan pengembangan, paling tidak meliputi :1, Daftar unsur SPIPyang pengembangannya memerlukan peraturan di tingkat
Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir, dan atau OPD/KECAMATAN.2, Daftar unsur-unsur SPIP yang pengembangannya akan lebih efektif jika
dibaogun pada tingkat Pemerintah daerah dan atau OPD/KECAMATAN.

4.3 Peqembailpil Infrastruktur

Identiflkasi meliputi hal-hal berikut :
a. Pemetaan terhadap unsur-unsur SPIPyang perlu dlkembangkan.
b. Pemetaan terhadap kegiatan dimana unsur-unsur SPIP yang alum

dikembangkan dan diintegrasikan.

Tahapan ini dilakukan melalui identifikasi untuk meogetahui lebih dalam
mengenai infrastruktur yang dibutuhkan guna pengembangan SPIP.

4.2 Pemetaall

Kegiatan yang dila.kukan dalam tahapan ini paling tidak meliputi Iangkah
kerja sebagai berikut:
a. MengumpuLkaninformasi yang relevan untuk mengidentiflkasi terjadinya suatu

perubahan.
b. Menganalisis informasi dari hasil identillkasi perubahan.
c. Melakukan sosialisasi atas hasil analisis perubahan.

Tahapan ini adalah proses dimana penyeLenggaraSPIPmelakukan identifikasi
dan analisis terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan yang
dimaksud adalah perubahan yang bersifat strategik dan memerlukan penyesuaian
atas sistem pengendalian, Informasi tentang t.erjadinya perubahan ini dapat
bersumber pada hasil pemantauan, control self assesmen.t • atau dan rekomendasi
yang disampaikan oleh Inspektorat, BPKP,atau BPK.

4.1 IdeDtiftkasi PerubahaD

Tahap pcngembangan adalah tahap yang diJakukan sete1ah SF]P diterapkan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir dan telah terintegrasi dengan
tindakan dan kegiatan sehari-hari. Terdapat pengertian yang berbeda antara tahap
pembangunan dan pengembangan dalam lingkup penyelenggaraan SPlP. Tahap
pembangunan merupakan tahap inisiasi SPIP, sedangkan tahap pengembangan
merupakan penyesuaian penyelenggaraan SPIP pada suatu organisasi pemerintah
terkait dengan perubahan lingkungan serta pengambilan kebijakan yang menyebabkan
perubahan strategi pencapaian tujuan. Dengan demikian pengendalian intern
merupakan proses yang berjalan secara terus menerus melalui sikius pembangunan
dan pengembangan dengan mengikuti kebutuban organisasi dalarn rangka pencapaian
tujuan.
Pengembangan SPIP dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu identiftkasi perubahan,
pemetaan, dan pembangunan infrastruktur.

TAHAP PElt'GEIrlBANGAN SPJP

BABIV
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Dalam membangun unsur-unsur SPIP dan menerapkan perIu diperhatikan
bahwa pengembangan unsur-unsur SPIPagar:
a. Tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian

kegiatan sehari-hari yang dianggap normal; dan
b. Mempertimbangkan biaya dan manfaat;
c. Mempertimbangkan kondisi dimasa yang diharapkan.

3) Daftar unsur SPIP yang pengembangannya menurut jangka waktunya
(jangka panjang, menengah, dan pendek).

4) Daftar unsur SPIP yang untuk mengembangkannya terlebih dahulu
memerlukan pengembangan unsur SPIP lainnya atau komponen lain diluar
unsur SPIP.

b. Membuat skala prioritas awaL
c. Menghitung anggaran yang diperlukan.
d. Merancang program.pengembangan SPIP.
e. Membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pembiayaanya

dalam.jangka panjang, menengah dan pendek.
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3. Kegiatan Pengendalian

2. Penilaian Risiko
Penilaian resiko dilakukan terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan pada tnstansi
pemerintah hingga tujuan suatu kegiatan berkaitan dengan proses pengelolaan
keuangan. Penilaian resiko dimaksud sesuai Pasal 13 ayat 2 PP No. 60 Tahun 2008,
ialah:
a) Identifikasi resiko; dan
b) Analisis resiko.

Uralan lebih lanjut mengenai unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut:
1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas
kepemimpinan, sumber daya manusia dan metode kerja yang membentuk
suasana/gaya organisasi. Menurut PP No. 60 Tahun 2008, lingkungan pengendalian
sebagaimana dimaksud, diciptakan oIeh pimpinan instansi pemerintah melalui:
a) Penegakan integritas dan nilai etika;
b) Komitmen terhadap kompetensi;
c) Kepemimpinan yang kondusif;
d) Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan;
e) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.

Sedangkan unsur SPIP yang dimaksud adalab meliputi kelima unsur SPIP yang
ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

Dalam pelaksanaan integrasi proses pengendalian dengan proses manajemen
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir nantinya perlu diperhatlkan tingkatan dalam
membuat keputusan, baik berkaitan dengan unsur SPIP dan dalam tahapan
manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Tingkatan pembuatan keputusan dalam
proses pengendalian internal dimaksud adalah meliputi (dari tingkat yang paling tinggi):

1 Tingkat Pemerintah Oaerah,
2. Tingkat OPO/KECAMATAN,dan
3. Tingkat Kegiatan.

Sebagaimana yang telah diumikao pada bagian sebeIumnya serta mengingat
bahwa inti sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan, maka sistem pengendalian intern yang tersebut pada implementasinya
hams diintegrasikan kedaIam sistem penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oengan demikian, SPIP harus terdapat dalam setlap
proses manajemen penyeIenggaraan pemerintahan yang meliputi manajemen
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan, dan monitoring dan
evaluasi,

GAM'BARAN UMOM IKTEGRASI PEIfGENDALlAN DitNGAN PROSES
MANAJEMEN PEMERIlfTAHAIf PADA PEM:ERfifTAH DAERAH

BABV
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Kaitan antara tingkatan pembuatan keputusan dengan tahapan proses manajemen
perryeIenggaraan pemerintah daerah adaIab sebagai berikut:
1. Tingkat Pemerintah Oaerah akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen

perencanaan dan penganggaran.
2. Tingkat OPD/KECA.\1ATANakan Iebih terkonsentrasi pada proses manajemen

pelaporan serta monitoring dan evaluasi.
3. Tingkat Kegiatan akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaksanaan

anggaran dan penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Kaitan antara tingkatan pembuatan keputusan dengan unsur SPIP adalah sebagai
berikut
I. Tingkat Pemerintah Daerah karena sifat manajerlalnya akan Iebih terkonsentrasi

dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Lingkungan
Pengendalian, Penilaian Risiko, dan Pemantauan.

2. Tingkat OPO/KECAMATANkarena sifat manajerialnya akan Iehih terkonsentrasi
daIam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Penilaian
Risiko, Kegiatan pengendalian, dan Pemantauan.

3. Tingkat Kegiatan karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam
pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Kegiatan Pengendalian
dan Pemantauan.

4. Seluruh tingkatan akan memperhatikan dan membangun bersama-sama unsur
Informasi dan Komunikasi.

Adapun yang dimaksud dengan tahapan proses manajemen penyelenggaraan
pemerintahan adalah:
I. Tabap Perumusan Kebijakan;
2. Tahap Perencanaan;
3. Tahap Penganggaran;
4. Tahap Pciaksanaan Anggaran;
S. Tabap Penatausahaan;
6. Tahap Peiaporan; dan
7. Tahap Monitoringdan Evaluasi,

S. Pemantauan Pcngendalian Intern
Pcmantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan
berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan
reviu lainnya (PasaJ43 PP No.60 Tahun 2008).

4. Informasi dan Komunikasi
Komunikasi dan informasi wajib dise1enggarakan dengan efektif dan untuk
menyele.nggarakan komunikasi yang efektif maka pimpinan instansi pemerintah
harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus­
menerus (pasaJ42 PPNo. 60 Tahun 2008).

Untuk meneapai tujuan-tujuan pengendalian yang ditetapkan secara kese1uruhan
dan pada titik-titik proses manajemen yang memerlukan pengendalian sesuai
kebutuhan, penerapan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya mempunyai
karakteristik sebagai berikut (pasaJ 16 ayat 2 PP No.60 Tabun 2008):
a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah;
b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko;
e) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi

pemerintah.
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Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan perencanaan adalah
langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses
kegiatan percncanaan yang diinginkan dapat dicapai.

Titik perhatian pengendalian pada proses perencanaan di lingkungan instansi
pemerintah antara lain adalab:
a. Kesesuaian perencanaan pemerintah daerah dengan Rencana Tingkat Nasional.
b. Kesesuaian perencanaan jangka menengah dengan jangka panjang.
c. Kesesuaian perencanaan jangka pendek dengan jangka menengah.

Tujuan pengendalian pada proses perencanaan adalah untuk mcmberikan
keyakinan yang memadai, antara lain mengenai:
a. Tidak adanya konflik antar dokumen perencanaan.
b. Tidak adanya konflik atas hasil-hasil programykegiatan.
c. Tidak adanya konflik strategi atas pelaksanaan program/kegtatan.
d. Tidak adanya duplikasi kegiatan.

7.3 Titik Pe:rhatian PeagendaliaD Pada Setiap TlDpataB Dalam Proses
PerenCRllaan

7.2 Tujuan PeugendaJian Pada Proses PereuCRllaan

Pada tingkat OPD/KECAMATANjuga ditunjuk pejabat dan struktur organisasi
yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan. Perencanaan pada tingkat
OPD/KECAMATANmerupakan perencanaan yang bersifat khusus sesuai dengan
karakteristik masing-masing OPD/KECAMATAN untuk mencapai suatu
hasil/tujuan tertentu dalam rangka pencapaian hasil/tlljuan yang ditetapkan
daJam pcrcncanaan pada tingkat pemcrintah daerah.

Proses perencanaan dilakukan meialui dua tingkatan, yaitu proses
perencanaan pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat OPD/KECAMATAN.
Perencanaan pada tingkat pemerintahan daerah bersifat
menyeluruh/ komprehensif dan mengarah pada berbagai hasil/ tujuan tertentu.
Produk perencanaan pada tingkat ini akan menjadi pedoman/arahan bagi proses
perencanaan pada keseluruhan struktur organisasi, Sehingga tindakan
perencanaan pada tingkat pemerintah daerah bukan merupakan kompilasi
perencanaan dan OPD/KECAMATANyang ada. Pada perencanaan tingkat
pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan unit kerja akan ditunjuk untuk
mengkoordinasikan perencanaan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir,

7.1 TlDgkatan Dalam Proses PereuCRllaan

Tahap pertama untuk melaksanakan kebijakan daJam proses manajemen
pemerintanan adalah perencanaan, sehingga tentunya akan memerlukan pengendalian
internal yang memadai karena merupakan dasar bagi seluruh proses manajernen secara
keseluruhan. Selain itu, perencanaan yang dilakukan secara berjenjang dari atas ke
bawah dan dati bawah ke atas, yang di1akukan pada pemerintah daerah tentunya
memerlukan pengendalian internal yang memadai agar dapat meminimalisasi konflik.

IlfTEGRASI PENGENDALlAN DElfGAN PROSES PERENCAl'fAAlf

BAB VII

Konsentrasi yang diuraikan di atas nantinya akan menjadikan pembeda karakter
ruang lingkup, sasaran, dan infrastruktur pengendalian dati ketiga tingkatan pembuat
keputusan,
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Pembangunan infrastruktur SPIP daJam proses kegiatan perencanaan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
8. Ketersediaan peratutan perundangan-undangan daerah berkaitan dengan

proses perencanaan [perda, peraturan bupati yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dtatasnya serta sesuai dengan kebutuhan);

b. Ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses perencanaan;
c. Ketersediaan sumber daya man usia bcrkaitan dengan proses perencanaan; dan
d. Ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan perencanaan.

7.6 Iofrastruktur SPIP Da1am Proses Pereo_oaan

Proses pengendalian yang dilaksanakan oleh aktor Ipelaku pengendalian
terhadap titik perhatian dalam proses perencanaan dengan mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut :
a. Penetapan kebijakan pengendaltan dalam proses perencanaan oleh Bupati.
b. Penetapan kebijakan ukuran dan pcnilaian kinerja dalam proses perencanaan

oleh Bupati,

Penetapan aktor/pclaku sebagai subjek pengenda1ian dilaksanakan dengan
mcmpertirobangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Penetapan Bupati sebagai pengendali umum proses perencanaan secara

kcseluruhan.
b. Penetapan Kepala OPD/KECAMATANsebagai pengendali proses perencanaan

pada tingkatan SKPD.
c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai

pengendali proses bannonisasi dan integrasl dalsm perencanaan yang meliputi
seluruh tingkatan pcrencanaan.

d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung
jawab sebagai pengendali umum proses perencanaan secara keseluruban Uika
terdapat pelimpahan kewenangan].

7.5 Proses Pengendallan Oleh Aktor/Pela.ku Pengendalia Terhadap TUilI:
Perhatian Peolendallan

DaJam penerapan kegiatan pengendalian harus mengutamakan kegiatan pokok
terkait proses perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupat.en Ogan Komering
Ilir yang dikait.kan dcngan proses penilaian resiko serta dipillh sesuai dcngan sifat
khusus Pemcrintah Kabupaten Ogan Komcring llir.

7.4 Alrtor/Pelaku Peqendallan Pad. 8etlap TinPataD Dalam Proses Perencanaan

d. Kesesuaian rencana OPD/KECAMATANdengan rencana tingkat pemerintah
daerah.
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Titik perbatian pengendalian pada proses penganggaran adalah langkah kerja
yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses penganggaran
yang diinginkan dapat dicapai.

Titik perhatian pengendalian pada proses penganggaran di lingkungan
instansi pemcrintah antara lai.n;
a. Kesesuaian daftar usulan program dan kegiatan masing-masing

OPD/KECAMATANdengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

b. Kesesuaian penetapan basil-basil program/kegiatan masing-masing
OPD/KECAMATAN.

c. Kesesuaian penetapan strategi atas pelaksanaan programj'kegiatan, masing­
masing OPD/KECAMATAN.

d. Kesesuaian skala prioritas terhadap hasil-hasil program/kegiatan dan strategi
pencapaiannya, bila terdapat keterbatasan sumber daya.

8.3 Titik PerhatiaD Peugeudaliau Pada 8etiap Tinglmtau Dalam Proses
PeopDgganm

Tujuan Pengendalian dalam proses penganggaran adalah langkah kerja yang
menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses penganggaran yang
diinginkan dapat dicapai antara lain berupa:

Tujuan pengendalian pada proses penganggaran adaJah untuk memberikan
keyakinan yang memadai, antara lain roengenai:
a. Penganggaran telah roenggambarkan alokasi yang jelas untuk roendukung

tugas dan fungsi Pemerintah daerah.
b. Penganggaran telah memperhatikan aspek efisiensi
c. Penganggaran telah berorientasi pada pencapaian kinerja

8.2 ~uau Peuceudaliau Pada Proses Penganuanm

Pada tingkat Pemerintah daerah, beberapa orang pejabat (Kelompok Kerja]
dan OPD/KECAMATANakan ditunjuk untuk meogkoordinasikan penganggaran,
yang berfungsi untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan skala
pnoritas dan rencana Pemerintah daerah.

Proses penganggaran dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu proses
penganggaran pada tingkat Peroerintah Daerah dan proses penganggaran pada
tingkat OPD/KECAMATAN. Penganggaran pada tingkat Pemerintah daerah
merupakan penganggaran yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan
merupakan media untuk mewujudkan basil/tujuan yang telah ditetapkan daJam
proses perencanaan.

8.1 Tinglmtan Dalam Proses Pengaugganm

Penganggaran adalah tahapan proses manajemen yang harus dilalui setelah proses
perencanaan selesai dilaksanakan. Dengan demikian rnaka proses integrasi antara
proses pengendalian internal pada proses penganggaran merupakan ruang lingkup yang
harus diperhatikan dalam penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering llir.

INTEGRASI PElfGElfDALIAN DERGAlf PROSES' PElfGANGGARAR
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8.6 IDlrastnllrtur SPIP Dalam Proses Pengangarall
Pembangunan infrastruktur SPIP daJam proses kegiatan penganggaran

dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Ketersediaan peraturan pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

berkaitan dengan proses penganggaran yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan diatasnya serta sesuai dengan kebutuhan;

b. Kctersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses
penganggaran:

c. Ketersediaan surnber daya manusia berkaitan dengan proses penganggaran;
d. Ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan penganggaran.

Proses pengendalian yang dilaksanakan oleh aktorj'pejaku pengendalian
terhadap titik perhatian daJam proses penganggaran dengan mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut :
a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses penganggaran oleh Bupati.
b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses penganggaran

oleh Bupati.

8.5 Proses Pelllcildalian 01ch Alrtor/Pelaku PCllgeDdallan Tcrhadap Titik
Perbatlan PClllclldalian

Penetapan aktor/pelaku aebagai subyek pengendalian dilaksanakan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
B.. Penetapan Bupati scbagai pengendali umum proses penganggaran secara

keseluruhan.
b. Penetapan Pimpinan OPD/KECAMATAN sebagai pengendali proses

penganggaran pada tingkatan unit kerja.
c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai

pengendali proses harmonisasi dan integrasi dalam penganggaran yang meliputi
seluruh tingkatan penganggaran.

d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung
jawab sebagai pengendali umum proses penganggaran secara keseluruhan (jika
terdapat pelimpahan kewenangan).

DaJam penerapan kegiatan pengendalian hams mengutamakan kegiatan pokok
t~rkait pro.SC~penganggaran eli Jingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
llir yang dikaitkan dengan proses penilaian resiko serta elipilih sesuai dengan sifat
khusus Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir.

8.4 Alrtor/Pclalru Pengelldalian Pada Sctiap TiDgkatall D1IJam Proses
PCllaanuanm



Penetapan aktor/pelaku sebagai subjek pengendalian dilaksanakan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Penetapan Bupati sebagai pengendali umum proses peJaksanaan anggaran

secara keseluruhan.
b. Penetapan Pimpinan OPD/KECAMATAN
c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab sebagal

pengendali proses koordinasi dan sinkronisasi dalam peJaksanaan anggaran
yang meliputi seluruh tingkatan pelaksanaan anggaran.
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9.3 Aktor/Pelaku PengendaUau Pada Setiap TinglEatau Dalam Proses Pelaksanaan
Auggatan

Dalam penerapan kegiatan pengendalian harus mengutamakan kegiatan pokok
terkait proses peJaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering IIir yang dikaitkan dengan proses peniJaian resiko serta dipilih sesuai
dengan sifat khusus Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir.

Titik perhatian pengendalian pada proses pelaksanaan anggaran di
lingkungan instansi pernerintah antara lain :
a. Kesesuaian langkah-Iangkah peJaksanaan strategi pencapaian hasil-basil

program/kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,
b. Kesesuaian waktu terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil

program dan kegiatan dengan yang telah ditetapkan daJam dokumen
perencanaan.

c. Kesesuaian diskresi terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil
program dan kegiatan, bila terdapat kondisi tertcntu dan sifatnya tidak dapat
dikendalikan.

Titik perhatian pengendalian dalam proses pelaksanaan anggaran adalah
langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses
pelaksanaan anggaran yang diinginkan dapat dicapai.

9.2 Titik Perhatiaa Peugeudalian Pada Setlap TinglEatau Dalam Proses
Pelalrsanaan ADgguan

1'ujuan pengendalian pacta proses peJaksanaan anggaran adalah untuk
mernberikan keyakinan yang memadai mengenai:
a. Pembayaran akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
b. Pembayaran yang akan dilakukan adalah telah sesuai dengan standar.
c. Tidak adanya harobatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil

programjkegiatan [keterlambatan, tidak tersedianya dana dll).

9.1 ~uan Pengendalian Pada Proses Pe.la.t:sauaan Auggaran

Setelah anggaran disahkan dan ditetapkan sebagai suatu instruksi yang
harus dilaksanakan maka pengendalian terhadap proses peJaksanaan anggaran
adalah suatu tindakan yang mutJak diperlukan. Pengintegrasian proses
pengendalian dengan proses pelaksanaan anggaran ini pada praktiknya nanti
akan sangat bervariasi tergantung pada jenis kegiatan pelaksanaan anggarannya
(misalnya penerimaan, pengadaan barangjjasa publik, dan jenis-jenis
pembayaran) dan karakteristik dari proses bisnis yang berjalan pada masing­
masing OPD/KECAMATAN.

INTEGRA-Sl PltNGENDALIAN Dl';NGAN PROSES PELAKSANAA.N ANGGARAlf

BABIX
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Pembangunan infrastruktur SPJP dalam proses kegiatan pclaksanaan
anggaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Ketersediaan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan proses pelaksanaan

anggaran yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
diatasnya serta sesuai dengan kebutuhan.

b. Ketersediaan perangkat kerns dan lunak berkaitan dengan proses pelaksanaan
anggaran.

c. Ketersediaan sumber days manusla berkaitan dengan proses pelaksanaan
anggaran,

d. Ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran.

9.5 ID(rutruktur SPIPDalam Prolle. PelahlUlua ADgaraa.

Proses pengendalian yang dilaksanakan oleh aktcr/pelaku pengendalian
terhadap titik perhatian daJam proses pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Penetapan kebijakan pengendalian daIam proses pelaksanaan anggaran oleh

Bupati.
b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses pelaksanaan

anggaran oleh Bupati.

9.4 Pr_ PonacudalllUl Oleh Alrtor/Pelaku PenaeudalllUl Terhadap Titik
Perhatian PonieudaUau

d. Penetapan pejabat yang mendapat.kan delegast kewenangan dan tanggung
jawab sebagai pengendali umum proses pelaksana anggaran secara
keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).
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Titik perhatian pengendalian pada proses penatausahaan pelaksanaan
anggaran di lingkungan instansi pemerintah antara lain adalah:
a. Ketersediaan dokumen pendukung untuk seluruh proses manajemen, baik

dokumen yang bersifat teknis maupun administratif.
b. Ketersediaan dokumen pencatatan seluruh proses manajemen.
c. Keandalan penatausahaan peJaksanaan anggaran lnstansi Pemerintah.

Titik perhatian pengendalian dalam proses penatausahaan pelaksanaan
anggaran adala.h Iangkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar
tujuan proses penatausahaan pelaksanaan anggaran yang diingiokan dapat
dicapai.

10.3 Titlll: Perbati.aD PengenclaliaJl Pada 8etiap TiDgkatlUl Dalam Prose.
Peoatausahaall Pelakaauaan Angganm

Tujuan pengendalian pada proses penatausahaan pelaksanaan anggaran
adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses manajemen
telah d.idukung dan dicatat dengan suatu sistem penatausahaan anggaran
Pemerintah daerah.

10.2 ~uan Pen&endalllUlPada Pr_ Peuatausahaan Pel..... oaao ADgall'llD

Pada tingkat Pemerintah daerah, beberapa orang pejabat (Kelompok Kerja)
dan OPD/KECAMATAN akan ditunjuk untuk roengkoordinasikan proses
penatausahaan, Pada tingkat OPD/KECAMATAN juga ditunjuk pejabat dan
struktur organisasi yang bertugas untuk melaksanakan proses penatausabaan
pelaksanaan anggaran. Penatausahaan pelaksanaan anggaran pada tingkat
OPD/KECAMATAN merupakan penatausahaan pelaksanaan anggaran yang
bersifat khusus sesuai dengan karakterisuk masing-tnasing OPD/KECAMATAN
yang membcrikan dukungan administrasi pencapaian suatu hasil/lujuan
tertentu.

Proses penatausahaan pelaksanaan anggaran dilakukan melalui dua
tingkatan, yaitu proses penatausahaan pelaksanaan anggaran pada tingkal
Pemerintah daerah dan pada tingkat OPD/KECAMATAN. Proses penatausahaan
pelaksanaan anggaran pada ungkat Pemerintah daerah merupakan proses yang
bcrsifat menyeluruh/koroprehensif yang memberikan dukungan bagi
pelaksanaan anggaran secara administratif. Produk penatausahaan pelaksanaan
anggaran pada tingkat in.i merupakan basil dari PTOses penatausahaan
pelaksanaan anggaran pada tingkat OPD/KECAMATAN.

10.1 Tlngkatan Dalam Proses Peuatausahaan Pelaksanaan ADganm

Seiring dengan dilaksanakannya pelaksanaan anggaran maka dilaksanakan juga
proses penatausahaan anggaran, Penatausabaan dimaksud tentunya tidak hanya
berupa kegiatan pencatatan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran saja, tetapi juga
meliputi penyediaan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk mendukung
seluruh proses manajemen.

DlTEGRASI PElIG£NDALlAK DElIGAN PROSES PElIATAUSABAAlf
PELAKSAlfAAll AKGGARAlI

BABX
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Pembangunan infrastruktur SP}Pdalam proses penatausahaan pelaksanaan
anggaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai bcrikut :
a. Ketersediaan peraturan yang berkaitan dengan proses penatausahaan

pelaksanaan anggaran, yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan diatasnya serta sesuai dengan kebutuhan.

b. Ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses
penatausahaan pelaksanaan anggaran.

c. Ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses penatausahaan
pelaksanaan anggaran.

d. Ketersediaan unsur-unsur SP!P dalam proses penatausahaan pelaksanaan
anggaran.

10.6 lnfrastruktur SPIPDalamProses Penatausaha_ Pelaksana_ Anggaran

Proses pengendalian yang dilaksanakan oleh aktor / pelaku pengendalian
terhadap titik perhatian dalam proses penatausahaan pelaksanaan anggaran
dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses penatausahaan pelaksanaan

anggaran oleh Bupati,
b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses

penatausahaan pelaksanaan anggaran oleh Bupati.

10.5 Proses Pengendal1_ Oleh Aktor/Pelaku Pengendal1an Terhadap Titik
Perhati_ Pengendalian

Penetapan aktor/pelaku sebagai subjek pengendalian dilaksanakan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Penetapan Bupati sebagai pengendali umum proses penatausahaan

pelaksanaan anggaran secara keseluruhan,
b. Penetapan Pimpinan OPD/KECAMATAN sebagai pengendaJi proses

penatausahaan pelaksanaan anggaran pada tingkatan SKPD.
c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai

pengendali proses penatausahaan pelaksanaan anggaran pada seluruh
tingkatan kegiatan penatausahaan pelaksanaan anggaran, baik teknis
waupun administratif.

d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kcwenangan dan tanggung
jawab sebagai pengendali umum proses penatausahaan secara keseluruhan
(jika terdapat pelimpahan kewenangan).

10.4 Alrtor/Pelaku Pengendal1an Pada Set!ap Tingkatan Dalam Proses
Penatausahaan Pelaksana_ Anggaran

Dalam penerapan kegiatan pengendalian hams mengutamakan kegiatan
pokok terkait proses penatausahaan pelaksanaan anggaran di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikaitkan dengan proses
penilaian resiko serta dipilih sesuai dengan sifat khusus Pemerintah Kabupaten
Ogan Komeringnie.
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Titik perhatian pengendalian pada proses pelaporan di lingkungan instansi
pemerintah antara lain adalah :
a. Kesesuaian antara kondisi nyata dan informasi yang dilaporkan.
b. Kesesuaian antara standar pelaporan dengan laporan yang disajikan.
c. Kesesuaian waktu pelaporan dengan proses pengambilan keputusan.

Titik perhatian pengendalian dalam proses pelaporan adalah Iangkah kerja
yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses pelaporan yang
diinginkan dapat dicapai,

11.3 Titik Perhatian Penlendalian Pada Setiap Tingkatan Da1am. P_S
PelapoND

Tujuan pengendalian pada proses pelaporan adalah untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa informasi yang dihasilkan dapat digunakan
sebagai bahan pengambilan keputusan pada setiap tingkatan.

11.2 Tujuan PengeDdaUan Pada Proses Pel.pOnD

Pada tingkat Pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan
OPD/KECAMATANakan ditunjuk untuk mengkoordinasikan proses pelaporan
pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir. Pada tingkat OPD/KECAMATAN
juga ditunjuk pejabat yang bertugas untuk meIaksanakan proses pelaporan,
Pelaporan pada tingkat SKPDmerupakan pelaporan yang bersifat khusus sesuai
dengan karakteristik masing-masing OPD/KECAMATANyang memberikan
informasi pencapaian suatu hasilj rujuan tertentu.

Proses pelaporan dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu proses pelaporan
pada tingkat Pemerintah daerab dan proses pelaporan pada tingkat
OPD/KECAMATAN.Pelaporan pada tingkat Pemerintah daerah merupakan
pelaporan yang bersifat menyeluruh/komprehensif yang memberikan informasi
pencapaian hasil/tujuan tertentu, Produk pelaporan pada tingkat ini merupakan
hasil dan proses pelaporan pada tingkat OPD/KECAMATAN.Namun demikian,
tindakan pelaporan pada tingkat Pemerintah daerah bukan merupakan kompilasi
dan OPD/KECAMATAN.

11.1 TiDgkataD DalamProses PelaponD

Proses pelaporan yang dimaksud pada Petunjuk PeIaksanaan ini tidak hanya
meliputi proses penyampaian laporan sebagai keluaran dari proses penatausahaan
pelaksanaan anggaran saja, tetapi juga sebagai suatu proses komunikasi yang terus
menerus yang beriringan dengan seluruh proses manajemen Iainnya sehingga
manajemen dapat menerima informasi terkini untuk membuat keputusan yang
memadai.

Proses pelaporan, seperti halnya proses penatausahaan pelaksaoaan anggaran,
juga merupakan suatu proses yang bertringan dengan proses peJaksanaan anggaran.
Namun begitu, laporan sering hanya dianggap sebagai suatu keluaran dari
penatausahaan pelaksanaan anggaran saja tanpa memandang dari sisi proses.
Pelaporan sendiri tentunya ada dan beriringan dengan seluruh proses manajemen
1ainnya.

INTEGRASI PENGENDALlAN DENGAN PROSES PELAPO'RAN

BABXI
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Pembangunan infrastruktur SP]? dalam proses kegiatan pelaporan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Ketersediaan peraturan berkaitan dengan proses pelaksanaan anggaran yang

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya dan
sesuai dengan kebutuhan,

b. Ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses pelaporan.
c. Ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses pelaporan.
d, Ketersediaan unsur-unsur SP!P daJam proses kegiatan pelaporan,

11.6 Infrastruktur SPIP Dalam Proses Pel.poran

Proses pengendalian yang dilaksanakan oleh aktorjpeIaku pengendalian
terbadap titik perhatian daJam proses pelaporan diIaksanakan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Penetapan kebijakan pcngendaJian dalam proses pelaporan oleh Bupati.
h. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja daIam proses pelaporan

oleh Bupa ti.

11.5 Proses Pengendalian Oleh Aktor/Pelaku Pengendalian Terhadap Titik
Perbatian Peogendalian

Penetapan aktorjpeJaku sebagai subjek pengendalian dilaksanakan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Penetapan Bupati sebagai pengendaJi umum proses pelaporan secara

keseluruhan.
b. Penetapan Pimpinan SKPD!UUPTD sebagai pengendali proses pelaporan pada

tingkatan unit kerja,
e. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai

pengendali proses koordinasi dan sinkrcnisasi daIam proses pelaporan yang
meliputi seluruh tingkatan kegiatan pelaporan.

d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung
jawab sebagai pengendali umum proses pelaporan secara keseluruhan (jika
terdapat pelirnpahan kewenangan].

11.4 Aktor /Pelaku Pengendali811Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Pelaporan

Daiam penerapan kegiatan pengendalian harus mengutamakan kegiatan
pokok terkait proses pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering !lir yang dikaitkan dengan proses penilaian resiko serta dipilih sesuai
dengan sifat khusus Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Dalam penerapan kegiatan pengendalian harus mengutamakan kegiatan
pokok terkait proses monitoring dan evaluasi di Iingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering llir yang dikaitkan dengan proses penilaian resikc
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Titik perhatian pengendalian pada proses monitoring dan evaluasi di
Jingkungan tnstansi pemerintah antara lain adalah:
a. Kesesuaian antara jadwal yang direncanakan dan realisasi.
b. Kesesuaian pelaksanaan dengan standarj kriteria.

Titik perhatian pengendalian dalam proses monitoring dan evaluasi adalah
iangkah kerja yang menjadi perbatian utama pengendallan agar tujuan proses
monitoring dan evaluasi yang d1inginkan dapat d.icapai.

12.3 Titik Perhatian PengendalJaD Pada Setiap Tincbtan Dalam Proses
MonitorinC dan Evaluul

'I\ijuan pengendalian pada proses monitoring dan evaluasi adalah
memberikan keyakinan yang memadai bahwa :
a. Tidak adanya konfiik pada saat petaksanaan;
b. Memberikan sclusi terhadap permasalahan dan/atau untuk pengembangan/

penyempumaan; dan
c. Pencegahan kegagalan dan percepatan keberhasilan.

12.2 ~uan Peugendallan Pada Proses Monitorinl dan Evaluasi

Pada monitoring dan evaluasi tingkat Pemerintah daerah, beberapa orang
pejabat (Kclompok Kerja) dan OPD/KECAMATANakan ditunjuk untuk
mengkoordinasikan proses monitoring dan evaluasi Pemerintah daerah. Pada
tingkat SKPD juga ditunjuk pejabat yang bertugas untuk melaksanakan
monitoring dan evaluasl. Monitoring dan evaluasi pada tingkat unit kerja
merupakan monitoring dan evaluasi yang bersifat khusus sesuai dengan
karateristik masing-masing OPD/KECAMATANuntuk percepatan dan/atau
mencegah kegagalan pencapaian hasil/tujuan yang telah ditetapkan pada
tingkatan yang bersangkutan.

Proses monitoring dan evaluasi dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu
proses monitoring dan evaluasi pada tingkat Pemerintah daerah dan proses
monitoring dan evaluasi pada tingkat OPD/KECAMATAN.Monitoring dan
evaluasi pada tingkat Pemerintah daerah merupakan monitoring dan evaluasi
yang bersifat strategis yang memberikan informasi tertentu dalarn rangka
percepatan dan/atau menccgah kegagalan pencapaian hasil/tujuan yang telah
ditetapkan, Produk monitoring dan evaluasi pada tingkat ini bukan mcrupakan
kompilasi basil monitoring dan evaluasi dari unit kelja.

12.1 Tinpatan Dalam Proses Monitorln, dan Evaluasi

Proses manajemen yang terakhir yaitu proses monitoring dan evaluasi berkaitan
dengan pembuatan keputusan. Proses monitoring dan evaiuast ini terkait erat dcogan
salah satu unsur SPlP. yaitu unsur Pemantauan. Namun yang dibicarakan pads Bab ini
terutama adalah bagaimana mengintegrasikan antara proses pengendaJian (terutama
unsur Pemantauan], dengan proses monitoring dan evaluasi yang telah ada dalam
sistem penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir.

INTEQRASI PENGENDALIAl'f DENQAN PROSES MONITORING DAN EVALUASI

Bum
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Pembangunan infrastruktur SPJP dalam proses monitoring dan evaluasi
dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Ketersediaan peraturan yang berkaitan dengan proses monitoring dan

evaluasi, yang tidak bcrtentangan dengan peraturan perundang-undangan
dlatasnya serta sesuai dengan kebutuhan.

b. Ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses monitoring
dan evaluasi.

c. Ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses monitoring dan
evaluasi.

d. Kctcrscdiaan unsur-unsur SPlP dalam proses monitoring dan evaluasi,

12.6 Infraatruktur SPIP Dalam Proses MOnitoring dan Evaluasi

Proses pengendalian yang diJaksanakan oleh aktcr/pelaku pengendalian
tcrhadap titik perhatian dalam proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan
dengan mempertirobangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses monitoring dan evaluasi oIeh

Bupati.
b. Penetapan kebijakan ukuran dan penila.ian kinerja dalam proses monitoring

dan evaluasi oleh Bupati.

Penetapan aktorjpelaku sebagai subjek pengendalian dilaksanakan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Penetapan Bupati sebagai pengendali umum proses monitoring dan evaluasi

secara keseluruhan.
b. Penetapan Pimpinan OPD/KEC..o\.\1ATANsebagai pengendaJi monitoring dan

evaluasi pada tingkatan unit ketja.
c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai

pengendali proses monitoring dan evaluasi yang meliputi seluruh tingkatan
perencanaan.

d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung
jawab sebagai pengendali umum proses monitoring dan evaluasi secara
keseluruhan (jika terdapat peJimpahan kewenangan).

12.5 Proses Pengenclalian Oleh Aktor/Pelaku Pengendalian Terhaclap Titik
Perhatian Pengendalian

12.4 Aktor/Pelaku Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Monitoring
dan Eva1llasi

serta dipilih sesuai dcngan sifat khusus Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ilir.



13.2 Pel.k.anaan Peuyelenggaraao SPIP
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c. Jika saat proses penyeIcnggaraan SPlP tengah berjalan dan terdapat
persetujuan anggaran dan/atau tambahan/pengurangan kegiatan
pengendalian maka persetujuan tersebut diinstruksikan kcmbali
menggunakan fonnulir 5-1. 5-2, dan 5-3 yang hanya berisikan
tambahan/ pengurangan kegiatan pengendalian.

d. Untuk peJaksanaan penyeleoggaraan SPIPyang tidak memcrlukan dana maka
langsung dibuatkan instruksi pelaksanaan sebagai berikut:
I] Bupati menetapkan instruksi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP pada

Level Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan Bupati dengan
lampiran berupa Fcrmulir 5-3 (untuk Tingkat Pemerintah Daerah) yang
ditujukan kepada Ketua Satgas Pcnyclcnggaraan SPIP Pemerintah
Kabupaten Ogan Komcring llir.

2) Sekretaris Daerah Pemcrintah Kabupaten Ogan Komcring Ilir menetapkan
Instruksi kepada masing-masing Pejabat Eselon 1I melalui Surat
Keputusan Sekretaris Daemh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
dengan lampimn berupa Formulir 5-2 (untuk Tingkat OPD/KECA.)dATAN)
yang ditujukan kepada masing-masing penanggungjawab program.

3) Pimpinan SKPD menetapkan tnstruksi kepada Tingkat Kegiatah melalui
Fonnulir 5-1 (untuk Tingkat Kegiatan) yang ditujukan kepada masing­
masing penanggung jawab kegiatan.

c. Berdasarkan Fonnulir 4-2a dan 4-3 maka Ketua Satgae Penyelenggaraan SPIP
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir mengusulkan Rencana Tindak dan
Anggaran Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ilir untuk selanjutnys dimasukkan daIam proses perencanaan dan
penganggaran yang berlaku (banya untuk yang memerlukan anggaran).

b. Berdasarkan Fonnulir 4-1 dan 4-2 maka Pimpinan SKPD mengusulkan
Rencana Tindak dan Anggaran Penyelenggaraan SPIP dalam Formulir 4-2a
untuk dikirimkan kepada Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten OK! melalui
Ketua Satgas SPIPPcmerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tahap perencanaan penyelenggaraan SPlP adalah tahap dimana masing­
masing tingkatan penyelenggara SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering llir membuat perencanaan penyelenggaraan SPIP secara seodiri-sendiri
maupun berjenjang, HasU dan perencanaan tersebut kemudian akan
dimasukkan ke daIam mekanisme penganggaran yang berlaku. Rincian tata can
tahap perencanaan penyelenggaraan SPIP secara umum adalah sebagai berikut.

a. Setiap tingkatan pengendalian mengisi Fonnulir 1 1 (Tingkat Kcgiatan],
Formulir 1-2 (Tingkat SKPD1.dan Fonnulir 1-3 (Tingkat Pemerintah Daerah]
sampai dengan Fonnulir 4-J (Tingkat Kegiatan). Fonnulir 4-2 (SKPD1.dan
Fonnulir 4-3 (Tingkat Pemerintah Daerah],

13.1 Pet'eocaJlaaoPeoyelenggaraan SPIP

Tata kerja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan SPIP adalah dilakukan melalui
pengisian seperangkat instrumen berupa formulir-formutir yang ditetapkan dalam
Petunjuk Pelaksanaan Penyclenggaraan SPIP ini.

TATA KERJA P£1lYELElfGGARAANSPIP

BAB XIII



b. Tindakan pemantauan yang dilakukan atasan kepada tingkat bawahan
adalah sebagai berikut:
1) Pimpinan OPD/KECAMATANrnelakukan pemantauan terhadap kegiatan

pengendalian pada Tingkat Kcgiatan paling tidak setiap tiga bulan sekali
tergantung permasalahan pengendalian (Hasil pemantauan diisikan ke
dalam Formulir7-1).

2) Satgas Penyelenggaraan SP!P Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
melakukan pemantauan pengendalian pada Tingkat OPD/KECAMATAN
paling tidak setiap enam bulan sekali tergantung permasalahan (Hasil
pemantauan dlisikan ke dalam Formulir 7-2).

3) Satgas Pcnyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupatcn Ogan Komering llir
dalam melakukan pemantauan dapat dibantu oleh lnspektur Kabupaten
OK!.

4) Jika terjacli permasalahan yang pengendalian dengan risiko yang clianggap
cukup tinggi maka Ketua Satgas Penyelenggara SPIP Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering flir dapat meminta Inspektur untuk melakukan
evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP.
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a. Tindakan pemantauan dilakukan untuk memantau kcgiatan pengendalian
sendiri adalah sebagai berikut:
1) Tingkat Kegiatah memantau kegiatan pengendalian pada Tingkatan

Kegiatan sendiri paling tidak setiap satu bulan sekali tergantung
permasalahan pengendalian (Basil pemantauan diisikan ke dalam
Fonnulir 7-1).

2) Tingkat OPD/KECAMATAN memantau kegiatan pengendalian pada
Tingkatan OPD/KECAMATAN sendiri paling tidak setiap satu bulan sekali
tergantung permasalahan pengendalian (Hasil pemantauan diisikan ke
dalam Formulir 7-2).

3) Tingkat Pemerintah Daerah memantau kegiatan pengendalian pada
Tingkatan Pemerintah Daerah sendiri paling tidak setiap tiga bulan sekali
tergantung pcrmasalahan pengendalian (Hasil pemantauan diisikan ke
dalam Formulir 7-3).

4) Jika solusi permasalahan pengcndalian tidak dapat diselesaikan di tingkat
Pemerintah Daerah (infrastruktur hams clibuat berbagai sektor Pernerintah
Daerah/Pusat) maka dilaporkan kepada Kepala BPKP sebagai Pembina
SPIP.

Tahap pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan SPTP adalah tahap
dimana masing-masing tingkat manajemen penyelenggara SPlP di lingkungan
Pcmerintah Kabupaten Ogan Komering llir melaksanakan pemantauan dan
pelaporan penyelenggaraan SFlP. Rincian tata cara tahap pemantauan dan
pelaporan pcnyelenggaraan SPIP seeara umum adalah sebagai berikut,

a. Tingkat Kegiatan mernbuat dan mengisi Formulir 6-1,
b. Tingkat OPD/KECAMATAN membuat dan mengisi Formulir 6-2,
c. Tingkat Pemerintah Daerah membuat dan mengisi Formulir 6-3

sampai dengan seluruh tindakan pengendalian selesai dilakukan dan
meneapai tujuan pengendalian.

13.3 Pemautauau dan Pelaporan

Tahap pelaksanaan pcnyelcnggaraan SPIP adalah tahap dimana masing­
masing tingkatan manajemen penyclenggara SPIP di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komcring llir melaksanakan penyelcnggaraan SPIP.Rincian tata
eara tahap pelaksanaan penyelenggaraan SPIP secara umum adalah berdasarkan
instruksi sebagaimana diuraikan pada angka 14.1 huruf d di atas maka:
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c. Jika berdasarkan basil pemantauan didapatkan hal-hal barn yang
memerlukan infrastruktur baru danj atau penyempumaan infrastruktur
maka setiap tingkatan harus mengisi kembali Formulir 1-1. Formulir 1-2, dan
Formulir 1-3 sehingga pengendalian akan berjatan sebagai suatu siklus yang
tidak berhenti.

d. Rincian dati permasalahan, penyebab permasalahan, dan akibat yang terjadi
beserta pengkodeannya akan ditetapkan oleh Ketua Satgas Penyelenggara
SPlP Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir berdasarkan usulan dari
lnspcktur Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c. Pemantauan yang diJakukan paling tidak akan rnemberikan lnformasi sebagai
berikut:
I) Permasalahan pengendalian:

a) Proses yang masih bermasaJah walau pun sudan dikendalikan.
bl lnfrastruktur pengendalian yang tidak dapat berjalan dengan baik.

21 Penyebab permasalahan.
31 Akibat yang tetjadi jika proses tidak dikendalikan dengan baik.
41 Solusi semen tara ya.ng telah dilakukan.
5) Pcrmasalahan yang bukan permasalahan pengendalian, misalnya proses

yang dikendalikan memerlukan perubahan metodologi dan teknologi,
karena terlalu rumit birokrasi, atau karena pelaksana adalah masyarakat
sendiri,
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Ifo Baria/Kolom DU.I DeulllD
I) Nama kegiatan Oils! dengan nama. kegiatan b..rdnsarkan tugas pokDk

dtmfunlr.ili
2) Jumlab AnJlJ!8J'anKegjatan Dilsi dengRll jumlah rul!iah !I!lI!8lU'ankegiatan
3) Nama Program Dilal denzan nama PtolZr8IDdimana Ja:Riatan berada
41 Satuan Keria DiliIi de_ nama OPD/KECAMATAN
5) TujUlUl Pengendalian Oilsi dengan tujuan pensenclAlian pada tahap proees

manajemeny_ dibutuhkan.
6) Tahap ~ Manajemen Oilsi dengan kode tahap pr08eS manajemen sebapl

berikut:
aj 01 untuk Tahap Pe"",canrum
b) 02 untuk Tahap Penganggaran
0) 03 untuk Tahap Pelaksanaan Kegiatan
d) 04 untuk Tahap Penntaueahaan Peiaksanaan

Kegiatan
e) 05 untuk Tahap Pelapotan Pelak..anaan Kegiatan
n 06 untuk TahaD Pemantauan

7) Pro""" YBnJ(Perlu Dikendalikan Oiiai dertltllllDtO<ieSyanK petlu dikttldalilcan

Tata cal1l pencl.lan Formullr 1-1 adalab aebagai berikut:
a. Formulir ini diisi oleh penanggung jawab kegiatan.
b. ldenufikasikan Tujuan Pcngcndalian.
C. Identiftkasikan Proses yang perlu mendapatkan pengendalian.
d. Identiflkasikan Unsur dan Subunsur SPIP yang diperlukan untuk

mengendalikan permasalahan.
e. Isikan hasil identifikasi di atas kedalam Formulir J- I scbagai beri.lrut

1·····················.......~~~~.;:~.~~~~.......
IK"teRAlU'

J'ormulir Pem.taan llualah hcla TiAo..t 1t.dataa
, lIam.Keliataa
LJumIah .Aa Ke~taa
,......Pro_
, S.t ..... lterja

,Tujll'" P.ul!lld.U ...

Jlo Tahappr_ ProMs , .... perla VUSIIrd... SUbUU.1USPIP,...,
Dl... ~emeu cllkelldaJiJuul dlllCtrlllkail ulltlllr. PeD.I:elldall...

1 II a 4

PI!:MERlIITAHKABUPATD OGO KOMERlllG ILJR
Formullz 1·1

l. Formulir Pemetaan Masalah Pada Tingkat Kegiatan (Fonnulir 1-1) adalah
fonnulir yang digunakan untuk memetakan masalah pada Tingkat Kegiatan.

Fonnulir pemetaan masalah adalah formulir yang digunakan untuk
memetakan pennasalahan pada setiap tahapan proses manajemen. Terdapat tiga
formulir pemetaan permasalahan, yaitu Formulir 1-1 (untuk Tingkat Kegiatan],
Formulir 1-2 (untuk Tingkat OPD/KECAMATAN).dan Formulir 1-3 (untuk
Tingkat Pemerintah Daerah).

14.1 Formull.r Untuk Pemetaan lIIa.alah

TATACARA PEl'fGI8IA.1fFORMULIR

BABXI\'
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DU.I Dea@BarIa/Koloaa

Tata CUll pengiailLD FormuHr 1-2 aclat.h llebagal berikut:
a. Formulir ini diist oleh penanggung jawab tahapan proses manajemcn,

yaitu:
1. Tahap Perumusan Kebijakan,
2. Tahap Perencanaan,
3. Tahap Penganggaran,
4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan,
S. Tahap Penatausahaan Pelaksanaan Kegiatan,
6. Tahap Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan,
7. Tahap Pemantauan.

b. Identifikasikan Tujuan Pengcndalian.
c. Identifikasikan Proses yang pcrlu mendapatkan pengendalian.
d. ldentiflkasikan Unsur dan Subunsur SPIP yang diperlukan untuk

mengendalikan permasaiahan.
e. lsikan hasil identifikasi di atas kedalam Formulir 1-2 sebagar berikut:

IK.teraq;lUl:
1

········ .... ··· .. ···
.....................~.~~::;.~~..

_. -'- _J

Pro... , ....' perla
dikeadallluul

V... ur dlUlSubal\aUr8PlP1-'
diperlaluul u"tult
Peo&eadaILaA

31 4

Ifo Tabap pro... m....~eme ..

I:-.::'~ Paola TlApat °rD/KECAllATAIf

P&IIIItRINTAHKABUPATEIf OGAIf KOIIIBRl"G ILIR
Formullr Pe... t.... lllaaa1ah

Pormullr 1-2

2. Formulir Pernetaan Masalah Pada Tingkat OPDjKECAMATA..'II(Formulir 1-21
adalah formulir yang digunakan untuk memetakan masalah pada Tingkat
OPDjKECAMATAN.

c. Selanjutnya Formulir 1-1 diserahkan kepada seluruh anggota pelaksana
kegiatan (dan/stau anggota pelaksana kegiatan yang dianggap cakap
untuk melakukan supervisi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan)
untuk kemudian mengisi Formulir 2-1.

"0 BILIis/KoIo ... DI.laIDe" .....
8) Unsur dan subunsur SPIPyang Oils; dengan Jc:odcUnsur dan Subunsur SPIP daIam

diperlukan bentuk xx.xx. yaitu dua digit di awal adalah ncmcr
urut Unwr SPlP dan dua digit di belakanll adalah
subunsur SPIP seRUaidengan PP 60/2008. misalnya;
01.04: adalah menunjuk pada Unmlr JingJcungan
pengcndalian dan subunsur hubungan keJja yang
baik d~nganInstansi ~erintah terkail.

91 Keterangan Dutridengan kete....ngan yang diperlulcan
10) Tanda tangan Dilsi dcngan ternpat, I:8ngpl. dan I:8ndaCAngllndan

pejabat/ petugas penllfl88Wl8 jawab proses
m.ane,jemen, nama jela... pcjabat/ perugas p<!nanggung
jawab kegiatan, dan NIPpcjaiMlt/petugas pensngung
ja... b kegialan..
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Tata can pengislao. Formulir 1-3 adalab sebagai berikut:
a. Formulir ini diisi oleh penanggung jawab tahapan proses manajemen,

yaitu:
l) Tahap Perencanaan,
2) Tahap Penganggaran,
3) Tahap Pclaksanaan Kegiatan,
4) Tahap Penatausahaan Pelaksanaan Kegiatan,

KIP1····················.................~~~~~.~.~~- -..-.._-
I Keterang&A:

Tu '"an Pe..~ ..dalillJl

Tah.pp ......... Prose. yang perl" U... ur dan Sub,,;"ur SPIP
No ytUlir dlperlullllDuatukmlUUl,jemell clIke ..dalikau. P....... cfalbul
1 2 3 4

1 TahaptulP_ KaaY>men

PBHBRllfTAH KABUPATBR OGAlf KOMBRmO aIR
Formullr PemetuJl lIIualahPad. Tlnpat PemerlatahDurall

3. Formulir Pemetaan Masalah Pada Tingkat Pemerintah Daerah (Formulir 1-3)
adalah formulir yang digunakan untuk memetakan masalah pada tingkat
Pemerintah Daerah,
Formullr 1-3

Selanjutnya Formuhr 1-2 diserahkan kepada seluruh anggota pelaksana
kegiatan (dan/ atau anggota pelaksana kegiatan yang dianggap cakap untuk
melakukan supervisi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan) untuk
kemudian mengisi Formulir 2-2_

Ro Bads/Kolom DiUiD ... _
II Satuan Keria Diisi denzan nama OPO/KECAMATAN
21 Nama ProJU'att1 Oiisi denzan nama pro....am
3) _JumJahAn_an Prezram Diisi denzan iumJah rU"Wt an PtollX'8m
4) Tujuan Pengendalian Diisi dengan tujuan peng"nd.uian pada tahap

proses manaiemen "aug dibutuhkan.
6) Tabap Proses Manajemen Diisi dengan kode tahap proses manajemen sbb:

Il) 01 untuk Tabap Perencan ....
b) 02 untuk Tahap ""nganggaran
oj 03 untuk Tahap Pelaksanaan Kegiatan
dJ 04untuk Tabap Penatausahaan ""laksanaan

Kegiatan
e) 05 untuk Tahap Pe1aporan
fl 06 untuk Tahap Pemantauan

7) Proses YangPerlu Dilcendalikan Diisi den~ proses yang perlu dikendalikan pada
LevelOPO KECAMATAN.

8) I Unsur dan subunsur SPIP yang Diisi dengan kode Unsur dan Subunsur SPIP dalam
i diperlukan bentuk "".xx. yailu dua digit di awa! ada!ab nomor

urut Unsur SPrP dan dua digit di belakang ada1ah
subunsur SPIP sesuai dengan PP 60/2008.

I misalnya: 01.04: adalah menunjuk pada unsur
tingkungan pengendalian dan subunsur hubungan
keria ",.;... baik den",," Instansi Pemerlntah terkait.

9) Keteranllan Dusi denzan keteranzan vano'dioerlukan
10) Tanda tangan Diim dengan tempat, tanggal, dan tanda tangan dati

pejabat/petugas penanggung jawab kegiatan, nama
jelas pejabat/petugas penanggung jawab kegiatan.
dan NIP pejabat/ petugas penanggung jawab
keWatan.
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1. Formulir Pemetaan Prioritas Pengendalian Pada Tingkat Kegiatan (Formulir 2-
1) adalah formulir yang digunakan untuk memetakan prioritas pengendalian
pada tingkat kegiatan.

Formulir pemetaan prioritas pengendalian adalah formulir yang digunakan
untuk memetakan prioritas pengendalian pada setiap tahapan proses
manajemen. Terdapat tiga formulir pemetaan prioritas pengendalian, yaitu:

14.2 Formulir Pemetaan Prioritas Pengencla1ian

Selanjutnya Formulir 1-3 diserahkan kepada seluruh anggota pelaksana
kegiatan [dari/atau anggota pelaksana kegiatan yang dianggap cakap untuk
melakukan supervisi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan) untuk
kemudian mengisi Fonnulir 2-3.

lfo Baria/Kolom DU.iDcn ......
1) Tahapan Proses Manajemen Diiei dengan tahapan proses man~amen

a) Tahap Perencanaan
b) Tahap Penganggwan
<) Tabap Pelaksanaan Kegiatan
d) Tahap Penatausahaan Pela!(.-.anaanKegiatan
~) Tahap Pelaporan

Tahan Pemantauan
2) Tujuan Peugendalian Diis,; dengan tujuan pengendalian pads tahap proses

manaiemen van2 dibutuhkan.
3) Tahap Proses Manajemen Diisi dengan kode Iahap proses manejemen sebagm

berikut:
a) 01 untuk Tahap Perencanaan
b) 02 untuk Tahap Penganggaran
c) 03 untuk Tahap Pelaksanaan Kegiatan
d) 04 untuk Tahap Penatausahaan Pelaksa-naan

Kegiatan

~
05 untuk Tahap Pelaporan
06 untuk TahSDPemantauan

7) Proses YangPerlu Oikendalikan Diisi dengan proses yang perlu dikendalikan, misalnya:
proses integrasi keluaran untuk mencapai
sasaranr ruiuan RP.JMO.

8) Unsur dan SUbunSUTSPlP yang Dus; dengan kode Unsur dan SUDunsur SPIP dalam
diperlukan bentuk >O<.lC<, yaitu dua digit di awal adalah nomor urut

IJnsuTSPlP dan dua digit di belakang adalah subunsur
SPIP sesuai dengan PP 60/2008, misalnya: 01.04:
adalah lllenunjuk pada unsur lin8kungan pengendalian
dan subunsur hubungan kerja yang balk dengan
lnstansi Pemermtah terkait,

9) KeteranR'.an Diisi derunmketeranzan van" dioerlukan
10) Tanda tangan Diisi dengan tempat, tanggal, dan tanda tangan dan

pejabat/petugas peruanggung jawab kegiatan, nama
jelas p~sbatJ petug;18penanggung jawab kegiatan, dan
NlPoejabati2!ltullDSI1:!!naJW(Un&jaMlbkelliatan.

S) Tahap Pelaporan,
6) Tahap Pemantauan.

b. Identifikasikan Tujuan Pengendalian.
c. Identifikasikan Proses yang perlu mendapatkan pengendalian.
d. Identiflkasikan Unsur dan Subunsur SPIP yang diperlukan untuk

mengendalikan permasalahan,
e. Isikan basil identifikasi di atas kedalam Formulir 1-3 sebagai berikut.
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d. Lakukan pengukuran skor menggunakan tabel berikut.

Kriteria di atas tidak dapat diubah dan dikembangkan sendiri baik pada
tingkat kegiatan maupun tingkat OPD/KECAMATAN.

" Skor dilakukan untuk setiap subunsur yang diidentifikasi.

110 Uralan S"or')
11 Terkait dengan unsur an oenRCndaiian{kod.: II 4
21 Terkait denzan unsur oenilaian risiko Ikode: 21 ~-3 Terkait denaan unsur aktivitasoenaendalian(kode: 31 1
4 Terkait denean unsur informasi dan komunikasi Ikode:41 1
5 Terkait denll:anunsur oemantauan fko<le:51 1

C. Identifikasikan sub-subunsur SPIP yang diperJukan untuk mengendalikan
dengan kriteria penilaian sebagai berikut,

Kriteria dan skor di atas dapat dibuat dan dikembangkan sendiri baik pada
tingkat kegiatan maupun tingkat OPD/KECAMATAN sesuai kebutuhan.

No Uralan Kriteria Pro_ S"or'
IT Terkait denzan keruzian nezara (kode 1.01. antara lain lIlelil>uti:

a) Jika tidak dikendalikan maka keluaran dapat tidal< sesu"; dengan 3
sl>esi.likasi/kriteriaVanJ< ditetaDkan Ikode: 1.1l.

hi Jika tidak dikendalikan maka akan tCrlad;.neml>orosanekode:1.21 3
21 Terkait de~adwaJ oenvelesai.an Ikode2.01. antara lain melinuti;

al Koordinasltkode: 2. 1) 2
hi Ketersediaan sumber davalkode: 2.21 2
cl Peneesahan DPA (kode: 2.31 2

31 Terkait denaan hal lain Ikode:3.01 1

Tata cara pengl._1an Formulir 2-1 acla1ah .ebagai berikut.
a. Formulir ini diisi bersama-sama oleh penanggung jawab kegiatan dan

beberapa orang pelaksana yang dianggap senior/kompeten.
b. Identiflkasikan proses yang perlu dikendalikan dengan kriteria sbb,

\ .
Penan""", J........Kegiat.........................................................

lnp

IKeteranpn:

Tutuan PeD§eadalilUl
11'0 T... ·PP_ P_ ,....., perlu trDS.. r dan Subu...u Sur nmkla,

.......eJemeD dilr;endall...... SPIP,.....,
dlpedu ..... ulltull
Pella:.lldallllD

1 a a 4 is 6

PEJlERINTAH KABUPATEN OO.All KOMERING ILIR
FormulirPe...et..... Prioritu Pealeadallan P&cI.TlagkatKegl.tan

Fo_uli< 2·1
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Tata cara pengialan Fonnullr 2-2 adalah sebagal berilmt.
a. Formulir ini diisi bersama-sama oleh penanggung jawab program!

subprogram yang berada pada SKPD dan beberapa orang pelaksana yang
dianggap senior/kompeten,

I·..· ·::::··::~·~~::~ ·IKeteRDpa:

I~Tu"aD P.D..... daJJ&D
lfo Tahap pmse" P_ yaa, perl... t1aaur dan SubuDaur 6kor raaldo&

mllAl\.I...... u <WteaclaJlka.a SPJP,au, dlperlullaD
uatu" P.DIl....daJlau

1 2 3 4 S 6

PElIlBRIllTAH KABUPATENOOA1'lKOMERIlfG ILIR
FormuJir Pemetaan Pttoritu PeD&eadalla.a

Pada Tlngkat OPO/KltCAMATA1'I

Formullr 2·2

2. Formulir Pemetaan Prioritas Pengendalian Pada OPD!KECAMATAN(Formulir
2-2) adalah formulir yang digunakan untuk memetakan prioritas
pengendalian pada Tingkat OPD!KECAMATAN.

CIlIa pcngukuran skor dapat dimodifikasi oleh tingkat kegiatan maupun
OPD!KECAMATAN.
e. Mendaftar hasil pengukuran pada Fonnulir 2-1.
f. Melakukan pemeringkatan, dengan meletakkan nilai terbanyak sebagai

prioritas tertinggi dan seterusnya.
g. Melanjutkan proses untuk mengisi Formulir 3-1 sebagaimana dijelaskan di

bawah.

dan

pergantianurutnomor urut.

Penjelasan pcngisian kolom adaiah sebagai berikut:

110 I'TO_ Van, Perl ...Dikeu4aJikan Kriteria At... Kriteria Jumlah Skor
Proses At... Uuaur Skor

SPJP
Kode Skor Sko

r
1 2 3 4 5 6 7 81. Ketidaktelitian pelaksanaan 1.1 3 I 4 3,50

inventarisasikebutuhan asset
3 1 1,50

JumJab 5,00
j 2.2 r 21 3 1 31 250

Jumlah 2,50
Total NUai 7.50
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Cara pengukuran skor dapat dimodifikasi oleh tingkat kegiatan maupun
tingkat OPDjKECAMATAN.
e. Mendaftar basil pengukuran pada Formulir 2-2.

koIom keempat

nomor UNt. urut

Penjelasan pengisian kolom adalah sebagai berikut:

Ko P.... ea YaD, Perlu Kritoria At.. Kriteria Atao Jumlab =Dikendoo1lk ... Proses U... urSPIP 81<0r
Kode Skor Skor

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Keteoatan waktu 2.2 2 1 4 350

3 1 1,50
Jumlah 500

I 2.3 I 2 I 3 I 3 I 250
Jumlah 2,50

Total Nilai 7.50

d. Lakukan pengukuran skor menggunakan tabeI berikut,

0) Skor dilakukan untuk setiap subunsur yang diidentfikasi,
Kriteria di atas tidak dapat diubah dan dikernbangkan sendiri oleb TIngkat
SKPD.

Iro UraiaA 6ko,·'
11 Terkait denzan unsur llrurlrunlllln dalian lkode: 11 4
21 Terkait denJtan unsur Denilaian risiko [kode: 21 3
3 Terkait denRionunsur aktivitas penl{endallan Ikode:3} I
4 Terkait deruran unsur informasi dan komunikasi Ikode: 4\ 1
5 Terkait denzan unsur oemantauan (kode: 5) 1

c. Identifikasikan sub-subunsur SPlP yang diperlukan untuk mengendalikan
dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

Kriteria dan skor di atas dapat dibuat dan dikembangkan sendiri oleh Tingkat
SKPD.

Iro Vral ... Kritcria Proses Bkor
11 Terkait denzan kerutrian negara (kode 1.01,antara lain meliP,"i:

a) Jika tidak dikendalikan malta keluaran dapat tidal< sesurU dengan 3
SDesifikasi/kriteria yanRditetapkan (kode: 1.11~

bl Jika tidak dil<endalikanmalta akan terjadi pemborosanfkode: 1.21 3
21 Terkait denaan iadwal nenvelesaian Ikode2.01, antara I";" melinuti:

a Koordinasi (kode: 2.11 2
b Ketersediaan sumber dava {kode:2.2) 2
c Peruresaban DPAIkode:2.31 2

31 Terkait dengan ballain Ikode: 3.11 1

b. Identiflkasikan proses yang perlu dikendalikan dengan kriteria sebagai
berikut.



60

*) Skor dilakukan untuk setiap subunsur yang diidentfikasi.
Kriteria di atas ticlak dapat diubah dan dikembangkan sendiri oleh Satgas
SPIP kecuali dengan persetujuan dari Inspektorat berdasarkan
saran/rekomendaei dari BPKP.

No Uralan Slro.'}
IT Terkait deruran unsur liD.kun.an .,enl!enda1ianlI<ode:II 4
2\ Terkait denzan unsur .an risiko tkode:2\ 3
3 Terkait de;;-;;anunsur akuvitas~endali"r'-rkode: 3\ 1
4 Terkait denean unsur informasi dan komunikasi fkode:41 I
5 Terkait denzan unsur oemantauan Ikode:51 1

C. Identifikasikan sub-subunsur SPIP yang diperlukan untuk mengendalikan
dengan kriteria penilaian sebagai berikut,

Kriteria dan skor di atas dapat dibuat dan dikembangkan sendiri oJeh Satgas
SPIP.

No Uralan Kriteria ~. Silor
II Terkait denaan kerulZiannegara, antara Jam melil>uti:

aI Jika tidak dikendalikan make. keluaran dapat tidak sesuai dengan 3
soesiflkasi-'kriteria Van" mtetaDkan lI<ode:1.11.

ill Jika tidak dikendallkan make. akant.eriwJ>emborosan fkode: 1.21 3
if Terkait dennn-i8dwaCoenveJesaian, antara lain meliDuti:

al Koordinasi Ikode: 2.1) 2
ill Ketersediean sumber davalkode: 2.21 2
cl Pe""""esahanDpj;-ikode:2.3\ 2

31 Terkait den""" hal Jain Ikode:3.41 1

Tata cara penplan Formulir 2-3 adalah _bagai berikut.
Q. Formulir ini diisi Satgas SPIP Pemerintah Dacrah.
b. Identifikasikan proses yang perlu dikendalikan dengan kriteria sebagai

berikut.

IKetetaapn:
1

·.. ·· .. ······· .. ·· .. ,.............=r= .

Talu ... PellftDclallaa
Ifo Talulp pro.... p.....,.. JaD, perlu 'Ol1.8ur dan SUbu,Da"r Silor ....okiDIl

m&a.ajemeD cliltoDdallJu.A, SPlP J1UI&
diporlukall "Dtull
PeliOada1iaD

1 2 a 4 5 6

[T&hap... ~.III&!~~e~~~a~ _L ~

PEIIIl!;RDfTAH KABUPATEN OGAN KOMERDfG ILI'R
Fonnulir Pem..taan Priorlt ... Pea,eadali ... Pada Tinlkat Pemerlatah Daer1lh

P'ormulir 2·3

3. Formulir Pemetaan Prioritas Pengendalian Pada Tingkat Pemerintah Daerah
[Formulir 2-3) adalah formulir yang digunakan untuk memetakan prioritas
pengendalian pada Tingkat Pemerintah Daerah.

f. Melakukan pemeringkatan, dengan meletakkan nilai terbanyak sebagai
prioritas tertinggi dan seterusnya.

g. Melanjutkan proses untuk mengisi Formulir 3-2 sebagaimana dijelaskan di
bawah,
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Tata cara identifikasi dan pengislan formulir adalah:

Prinsip dalam menetapkan infrastruktur pcngendalian, adaJah infrastruktur
yang dipUihdan ditetapkan harus memenuhi kriteria berikut:
I. Penggunaan infrastruktur tidak melanggar ketcntuan pcraturan perundang­

undangan;
2. Diprioritaskan pada infrastruktur yang dapat diintegrasikan pada proses

manajemen pemerintahan sehart-bari;
3. Tidak berakibat:

a. menambah sumber daya manusia;
b. menambahjangka waktu proses produksi barang/jasa publik;
c. menambah harga barang/jasa publik yang harus dibayar kembali dalam

bentuk retribusi dan/etau pungutan lain yang sah oleh masyarakat; dan
d. mengurangi kualitas barang/jase publik yang dihasilkan.

Formulir identifikasi infrastruktur pengendalian adalah formulir yang
digunakan untuk menjelaskan infrastruktur apa yang dlpUih berkaitan dcngan
pelaksanaan pengendalian. Formulir ini ada tiga yaitu Formulir 3- 1 (untuk
Tingkat Kegiatan), Formulir 3·2 (untuk Tingkat OPD/KECAMATAN),dan Formulir
3-3 (untuk Tingkat Pemerintah Daerah).

14.3 Fonnulir Identifikui lD&astruJrtur PeagendaUall

e. Mendaftar hasil pengukuran pada Formulir 2-3.
f. Melakukan pemertngkatan, dengan meletakkan nilai terbanyak sebagai

prioritas tertinggi dan seterusnya,
g. Melanjutkan proses untuk mengisi Formulir 3-3 sebagaimana dijelaskan di

bawah.

Cam pengukuran skor dapat dimodifikasi oleh tingkat kcgtatan maupun
tingkat OPD/KECAMATAN.

KolomKe Pelliel.... -
1 Diisi dengan lIomor UNto Nomot' urul berganti "" ... Hi dengan perllantian topik

kolomkedua
2 Oilsi dennn D....... vuur. ~rlu dikendalikan
3 DiisideQltlln!<ode !crittna
4 Oii.si dengan sker pemenuhan !criteriaproses
5 Diisi denzan kode unllW' SPiP
6 DiisidellRan wr un""r SPIP
7 Diisi denllan skor hasu penjumlahan kolom keempal dan kolom keenam

selaniutnva hasilp.t.njumlahan dib..,n denali dua
8 Dusi deIlAlUlpeniumiahan skor untuk setiap nomor urut

Penjetasan pengisian kolom adalah sebagai berikut:

.0 I .._ Y",,& JOe... " Jtriteria Ataa I Kriteria At.. J1ImJah Sm.
DikaulallbD p...,_. UuouBPIP Sm.

Kod. Sm. Bm.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ketepatan "'utu 2.2 2 1 4 350

3 1 150
Jumlah 5,00

I 2.3 1 21 3 1 31 2,50
Jumlah 250

- Totol NilHi 7.50

d. Lakukan pengukuran skor menggunakan tabel berikut.
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Kodeuntuk penanggung jawab infrastrukttlT adalah sebagai berikut.

pengendalian

Tala cara pengisian fonnulir 3·1 adala.h sebagai berikut:
a. ldentiflkasikan infrastruktur untuk setiap subunsur pengendalian yang

dibutuhkan,
b. Identifikasikan apakah dapat dirancang infrastruktur yang efisien dan

efektif sehingga tidak perlu setiap subunsur dibuatkan infrastruktur
secara tersendirl.

c. Identiflkasikan siapa penanggung jawab penggunaan infrastruktur pada
butir b di alas.

d. ldentitikasikan apakah infrastruktur yang dipakai jika infrastruktur
pengendalian utama yang direncanakan belum diadakan.
Misalnya, infrastruktur utama yang dibutuhkan adalah kode etik dan kode
etik belum tersedia, maka harus dicarikan penggantinya atau dibuatkan
kode etik sementara yang hanya diberlakukan pada tingkat kegiatan dan
tingkat OPD/KECAMATAN.

e. Identiflkasikan siapa penanggung jawab penggunaan infrastruktur pada
huruf d di alas.

f. Daftarkan hasil identifikasi di alas pada formulir 3-1 sebagai berikut.

Formulir Idelltlfikul Illlrutruktur PCIJIl(elldaIJuPada TiIlllluatKelliat...
Kama Kedat ...
.Jullllab Kc:Jdat...
Nama Program
llat1lall Kerl. .-

J Tujuan PeDl(elldallall
110 I Tahappro_ Proses Y"''' pc:r1u U....UT "au Subu ... ur Ium..truktur Y....

maulljemcoll clik..udallkau SPIP ,.... diperlllkau Dibutuhk .... UlltukI uutu Pcoutrcondallall PeDtreu4a1JIUl
1 I :3 3 4 II

PBMERIlfTAH KABUPATEIf OGAlilKOImlUlfG ILIR
Formulir 3-1

1. Fonnulir Identifikasi Infrastruktur Pengendalian Pada Tingkat Kegiatan
(Fonnulir 3-1) adalah fonnulir yang digunakan untuk memetakan prtoritas
pengendalian pada Tingkat Kegiatan.
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Tata cara pengisian fonnulir 3-2 adalah sebagai berikut.
a. ldentifikasikan infrastruktur untuk setiap subunsur pengendalian yang

dibutuhkan.
b. ldentiflkasikan apakah dapat diraneang infrastruktur yang efisien dan

efektif sehingga tidak perlu setiap subunsur dibuatkan infrastruktur
secara tersendiri.

c. Identifikasikan siapa penanggung jawab penggunaan infrastruktur pada
butir b di alas.

d. Identifikasikan apakah infrastruktur yang dipakai jika infrastruktur
pengendalian utama yang direncanakan belum diadakan.
Misalnya, infrastruktur utama yang dibutuhkan adalah kode etik dan kode
etik belum tersedia, maka harus diearikan penggantinya atau dibuatkan
kode etik sementara yang hanya diberiakukan pada Tingkat
Kegiatan/SKPD.

e. ldentiflkasikan siapa penanggung jawab penggunaan infrastruktur basil
identifikasi pada huruf d di atas.

f. Daitarkan basil identiflkasi di atas pada formulir 3-2 sebagai berikut.

I"· . : :::-;;;':... .

Pltd. TlDDat OPl)/KECAllATO
11...... Kept ....
JumiahAD KelliataD
If......Pro_
s.tuau KeJja

Tlduau Pe_dallau
Ko T.... ppro .... Proaea yanC perlu Unaur daD Subu....ur IDfrutruktur

....aut.!emeD dlkeDd.ukaD 8PIP yaug dlperlulwl Yaue !)1butuhkaD
untult PeDeendallaD Uutuk

Penaendallau
1 2 3 4 15

PEM.&RJRTAHKABUPAT&NOGO KOM&RIlfGILIR
Formulir IdeDtIflIIui IDfrubu.lrtlU PeDceDdaliaD

Formullr 3-2

g. Contoh: Penulisan kode untuk Pejabat Eselon III pada SKPDyang menjacti
penanggung jawab infrastruktur adalah 03.04

h. Selanjutnya adalab mengisi formulir yang berkaitan dengan perkiraan
kebutuhan dana (Formulir 4-1) sebagaimana diuraikan di bawah.

2. Formulir ldentifikasi lnfrastruktur Pengendalian Pada Tingkat
OPD/KECAMATAN(Formulir 3-2) adalah formulir yang digunakan untuk
memetakan prioritas pengendaJian pada Tingkat OPD/KECAMATA,.~.

Kode Urd .... Kode Pejohat/Petugu Ural .... Kod.e
I.e""l Kode Le'OeI Pej... at/PetUll"
01 Pemerintah Pusal 00 Belum dQllatdidefinisikan

01 Bupati
02 Sekretaris Daerah
03 KepalaSKPD
04 Pejabat Eselon lIl/Camat
05 Pejabat £",,100IVatau petugas

yang ditunjuKdengan surat
kenutusan

99 Pejabal
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1

· .. ······ .. ···· .. ····.................=r= .1 Keto......... :

Pe_dallan
Ko Tahapp_ Proaeayua, U....... d_Subu ....... IoC.... tnU:tu' Yan,

Olan"l!em.... pedu SPIP yana: Dlbutubkan Untull
dlllendallllan diperlllllan untlill P....'endall ...

P..Dl[GDdaliaA
1 2 3 4 5

Sata_X••

PEMERIl'ITAH KABUPATBIIo(}AJr XOHERDfG ILIR
1'0rmulU Ido..t.Iflkulloer..trWrtur Pe..,.,ndallaA

hda TIDi)at P..... riatah Purab;~.X.Pt_ --+1------------------1

FotlDuU..3·3

3. Fonnulir Identifikasi Infrastruktur Pengenda1ian Pada Tingkat Pemerintah
Daerah (Formulir 3-3) adalah formulir yang digunakan untuk memetakan
prioritas pengendalian pada Tingkat Pemerintah Daerah.

h. Contoh: Penulisan kode untuk Pejabat Eselon II pada SKPDyang menjadi
penanggung jawab infrastruktur adalah 03.04

i. Selanjutnya ad.alah mengisi formulir yang berkaitan dengan perkiraan
kcbutuhan dana (Formulir 4-2) sebagaimana diuraikan di bawah.

Kodo UraJul Kode Pejabat/Petu,u UraI_Kode
Level KodeLev.1 PeJllbat/Petu_
01 Pemerintah PuMt 00 Belum dapat didefinjsiltan

01 Bupotti
02 Sclaetaris Daerah -03 K~o.IaSKPD -~. 04 Pejabat Esc:lon IlI/Camat
05 Pejllbst Eselon IVatau petugu

yang ditunjuk d~ surat
keputusan

99 Pejabat/l lainnya

g. Kodcuntuk penanggungjawab infrastruktur adalah sebagai berikut.

inCrl\StrUktur pengendallan utama Y""I!

pengendaJian utama Y""I!

Diisi rujuan
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Formulir perkiraan kebutuhan dana pengendalian adalah formulir yang
digunakan untuk menjelaskan kebutuhan dana berkaitan dengan pelaksanaan
pengendalian. Formulir ini ada lima yaitu Formulir 4-1 (untuk Tingkat Kegiatan).

14.4 FormuUl'Pel'kiraanKebutuhanDana

h, Contoh: Penulisan kode untuk Pejabat Eselon II pada SKPDyang menjadi
penanggungjawab infrastruktur adalah 03.04

i. Selanjutnya adalah mengisi formulir yang berkaitan dengan perkiraan
kebutuhan dana (Formulir 4-3) sebagaimana diuraikan di bawah,

Mode Ural... Kode Pej.bat/Petu ... UralIUlKode
Level K04e Level Peiabat/Petu.ra,
01 Pemerintah Pusat 00 Selum danat didefinisikan

01 Buoati
02 Sekretaris Daerah
03 Keoala SKPD
04 Peiabat Eselon I1I/Camllt
OS Pejabat Eselon IVatau petugas

yang ditunjuk dengan surat
keeutusan

99 Peiabat/ Detu""" lainnva

g. Kode untuk penanggungjawab infrastruktur adalah sebagai berikut,

yang
in(ra$r'Uktur pengende.lian

YfUlB
sementara infrastruktur
belum ada.

dengan

formulir 3-3

Tab can pend.ian formulir 3-3 adalah .ebapi berikut.
a. Identifikasikan infrastruktur untuk setiap subunsur pengendalian yang

dibutuhkan.
b. Identifikasikan apakah dapat dirancang infrastruktur yang efisien dan

efektif sehingga tidak perlu setiap subunsur dibuatkan infrastruktur
secara tersendiri.

c. Identifikasikan siapa penanggung jawab penggunaan infrastruktur pada
butir b di atas.

d. ldentifikasikan apakah infrastruktur yang dipakai jika infrastruktur
pengendalian utama yang direncanakan belum diadakan.
Misalnya, infrastruktur utama yang dibutuhkan adaJah kode etik yang
bersifat nasional dan kode etik belurn tersedia, maka harus dicarikan
penggantinya atau dibuatkan kode etik sementara yang hanya
diberlakukan pada Tingkat Pemerintah Daerah,

e. Identifikasikan siapa penanggung jawab penggunaan infrastruktur pada
huruf d di atas.
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I Tul ...... Penl,eaclaliaD I
Ifo Tab.p pr_e. p.....,.,...., U...... cI.... fDfnatruktur Yault PerkulUUl

mao.",e ... perlu 8ubu ...... 8PIP Dlbutuhkan Untnk Anu,wzan
dikendallku ,...., dlperlukan PengenclaliaD

aotuk
Penl[MldalllLl1

1 2 a 4 5 6

PEMERIKTAH KABUPATEIf OGAK KOJdERlNG I1JR
Formulir PerkiraaA Kebutubu D.... P.ng ....dali .....

Pada Tlagllat OPD/KECAMATAN

Formulir 4- 2

Pad .. Tin. at K.ori.t .....
Kama Kelli.t ...
J..m1ab AnlWU.... Kelliat""
Nam. Prouam
S.t ..... K.rta

TuJ" .... Pell§cudall ... I
Ko Tabap proaea Prosesyan, Un.lIr dan 111frutruktur' Perkl .......

1IUUII\fem.n ped ... SUbU"'lU 8PIP Y... , Dlbutubk .... ADuaran
dlkel1dallk .... ,. ... , dlperluk ..... Untall

untuk Pen,.nclall ...
PeDgendoliaa

1 2 3 4 5 6

PItMERIKTAH KABUPATEK OGAK KOMERIl'IG ILIR
Form uUr Perk ....... Keb..t"bu Duo. P.n,endaU ...

Form ..Ur 4· 1

c. Tingkat Pemerintah Daerag pada prinsipnya wajib mengadakan infrastruktur
baik kegiatan, barang, dan jasa yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan
penyelenggaraan SPIPdi lingkungan Pemerintah Daerah.

b. Tingkat OPD/KECAMATANpada prinsipnya dapat mengadakan infrastruktur
berupa peralatan yang dipertukan guna pencapaian tujuan penyelenggaraan
SPIP selama infrastruktur tersebut merupakan infrastruktur yang unik
berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok SKPD.

Formulir 4-2 dan 4-2a (untuk Tingkat OPD/KECAMATAN).serta Formulir 4.3
dan 4-3a (untuk Tingkat Pemerintah Daerah).
Prinsip pengajuan anggaran pengendalian dalam rangka penyelenggaraan SPfP di
Jingkungan Pemerintab Daerah adalah sebagai berikut.

a. Tingkat Kegiatan pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk mengajukan
anggaran guna penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering llir. Walau begitu pengisian Formulir 4- 1 harus tetap
dilakukan.
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b. Selanjutnya Tingkat Kegiatan akan menyerahkan formutir 4·1 ke Tingkat
OPD/KECAMATAN untuk dimasukkan dalam Formulir 4·2a.

c. Tingkat OPD/KECAMATA.~akan memasukkan kegiatan yang dianggap
perlu pada berdasarkan Formulir 4-1 dan 4·2 lalu dimasukkan ke dalam
tingkat 4-2a (Lihat tata caranya pada angka 2 di bawab).

.0 Bario/Kolom Pe
1) Tujuan Diisidengan mjuan pengendalian

Pengendalian
2) Kolom1 Otis-Idengan nomor UNto Nomor urut berganti sesuai dengan

pergantian proses yang akan dikendalikan.
3 Kolom2 Diisidenzan kode Tahan Proses Manaiemen (01 s.d 06)
4 Kolom3 DiisidetlJl)olnP"""'" Vangakan dikendalikan
5 Kolom4 Dilsi dengan kode unsur dan subunsur SPIP.
6) Kolom5 Diisi dengan infrastruktur yang dibutuhkan bail< yang

memerlukan anggaran atau pun tidak termasuk infrastruktur
Vanll bukan mcniadi !iawab levelterkait.

7) Kolom6 Diisi dengan jumJah anggaran bagi pengadaan infrasttuknu- yang
diperlukan.

a. lsi Formulir 4·1, 4-2, dan 4-3 dengan cara sebagai berikut di bawah,

Tata cara pengisian Formulir Perkiraan Kebutuhan Dana adalah
menambahkan jumlah rupiah dana yang dibutuhkan untuk membangun
infrastruktur pengendalian, Tata cara pengisian formulir di bawah ini berlaku
untuk semua Tingkatan yaitu sebagai berikut.

Adapun tata cara pengisian tormulir adalah sebagaimana diuraikan di bawah.
r. Tata cara Pengisian Fonnulir Pada Keseluruhan Tingkatan (Fonnulir 4-1.4-2.

dan 4-3)

I' - .P"..aauw>& J"wab Tabap Pro MilDl\JemeA

.............................;; .

Tujuan PeD.I[e..dal1lU1 I.0 Tahappr_ Pre"". yang UA4Qi daDl rnrrutnditur Perldr&IUI
mllDl\lemOD. perlu SUbunour SPlP Yaac Aa......

dlkeaciallk&D YIlD&diperlulltllD DlbutulalltllD
u.. tullt Uatull.

Pe....... dalJllD Penaead~
1 :I 3 4 5 IS

PEMEJUlI'TAHKABUPATIIlIOGAlI KOMERllIG ILIR
Ponnuli. Pcdd_ RebutWlIlD DllDa PeUCimdalJan

Pada TIACkat Pemeril1tah D....rah

Pormullr 4- 3

I
······················~··:~:·············~·'::·~··~··.

. NlJi
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Tingkat SKPD hams menyusun kegiatan yang dianggap perlu untuk diajukan
dalam Rencana Tindak dan Anggaran Penyelenggaraan SPIP dengan tara cara
sebagai berikut.
a. Mengintegrasikan seluruh Rencana Tindak dan Anggaran yang berasal dari

formubr 4-1 dan 4-2, dengan cara antara lain:
1) Mengidentifikasikan infrastruktur pada tingkat kegiatan yang belum

dimasukkan pada Formulir 4- 1oleh setiap tingkat kegiatan,
2) Mengidentifikasikan infrastruktur dari berbagai tingkat keglatan yang

lebih balk jika ditangani pada tingkat SKPO,dan
3) Mengidenufikasikan infrastruktur yang tidak perIu digunakan.

b. Mengisi formulir 4-2a dengan tata cara pengisian formulir sebagaimana
tata cara pengisian Formulir 4-2 berdasarkan hasil integrasi pada huruf a
di atas.

c. Mengirimkan formulir 4-2a kepada Sekretaris Daerah Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering llir.

d. Membuat rencana tindak untuk dilaksanakan pada Tingkat Kegiatan
dengan menggunakan Formuhr Rencana Tindak yang akan dijelaskan di
bawah.

2. Tata Cara Pengisian Formulir Perkiraan Kebutuhan Dana Pada TIngkat SKPD
(Formulir 4-2a)

Pad. Tlsu,lIat OPDjKItCAlllATAN
.amiK~Ul
~umlahAD K~tu
....... Pro.........
SatuanKeri. .-

-
TujuaD PeDdiaclaiian T.0 Tahap Proses ,IliA, VUllurcl1lIlSub........" lnfrutrulr:tur Pe'lli .......

p- pedu SPlP J1lIl' dlperlllllUl Yu, Dihut..hIIaD ADa"""
m....lIl..men dikencla1lkaD untull Pell&"llclaliu U"tRk

Peu.""lldalialr
1 2 8 4 5 6

PEJIIERl!fTAHKABUPATElIOGANKOliltiUNG ILIR
P'o""utir Perlli ....... Ke..utuh.... D......Peuaendallan

P'ormulir4-2.

d. Tingkat OPD/KECAMATAN kemudian menyerahkan Formulir 4-2a kepada
Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku
Penanggungjawab Satgas SPIP.

e. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
menyerahkan usulan dari SKPD kepada Satgas SPIP Pemerintah Daerah
untuk diproses ke daJam formulir 4-3a (Lihat penjelasan pada angka 3 di
bawah).

f. Hasil dari huruf e di atas kemudian diprnses sesuai dengan sistem dan
prosedur yang berlaku daJam perencanaan dan penganggaran,
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No Baris/Kolom Uraian
11 Tuiuan Pengendalian Diisidenean tuiuan dalian
2) Nomor DW:~engan nomor urut. Perganeian nomor urut

men . uti oer"antian "roses V2no' eerlu dikendalikan.
3) Tahaoan Proses Manaiemen Diisi denean kode tahaeen DrOX&manaiemen
4\ Pro"'sv~u dik"ndaliklUl Diisi~ p,.."sess yanRi)C,rludikendalikan
5) Unsur dan subunsur yang Diisi dengan kode unsur dan subunsur SPIP

dibutuhkan unlak

Tata cars pengisian formulir dan pemberian instruksi sbb:
1. Formulir Rencana Tindak Sebagai Instruksi Dari Pimpinan SKPD Kepada

Tingkat Kegiatan (Fomulir 5-1)
a. Penetapan Rencana Tindak dila.kukan oleh Kepala SKPD dengan

menggunakan Formulir 5- 1 untuk menginstruksikan kepada tingkat
kegiatan agar melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian.

b. Rencana Tindak berisikan tindakan pengendalian yang direncanakan
untuk dilaksanakan oleh setiap tingkat kegiatan.

c. Adapun tata cara pengisian adalah sebagai berikut:

1·······..·······..···.........==z:..~~~~.:.IKeteraupD:

Tufuaa hn ..enda.liaD I
1110 Tah.p Pro... UU8\U dan tnli .. trulr. IlIr TgI Tgl TgL IAlH. TgLtnh.,...,._ .,..... 1!a1luDa ... Toq Pemlna Tate. - .truImu Do.

maD. perla SPfP faA& Dibutuhkt.D aton car.. tv patDI
jerDen dlkenda dlperllllmD UntU Tala Dllat Dl guma

IIIIaa .... tu.k Pe"",udaltaa can otaoI ,. ...
Peq."da Pe0Cl" Iwl aRIJ&

IiaD. DUD
Jnfnl

.truktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Formullr Reaeaoa TladaJc hal ..... da.liaDUat ..", Tla ....at Kemat ...
l'fama Ke.ttatlUl
JumlaJaAA Ke.iliataa
Nam .. Pea ..... lfUa.. J .....aI> KeJliataa
1'1'am .. Pro----.r;:m
Satu ... Kerl ..

PEKER.IlITAB KABUPA'TEl'fOGAl!I KOMERIltG ILIR
Formll!1r 5· 1

Terdapat empat formulir yang berkaitan dengan Rencana Tindak, yaitu:
a. Formulir 5-1 yang ditetapkan olen Penanggungjawab Kegiatan dan

diberlakukan untuk Tingkat Kegiatan.
b. Formulir 5-2 yang ditetapkan oleh Pimpinan SKPDdan diberlakukan untuk

Tingkat OPD/KECAMATANmelalui Ketua Satgas.
c. Formulir 5-3 yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan diberlakukan untuk

Tingkat Pemerintah Daerah.

Formulir rencana tindak adalah formulir yang digunakan oleh tingkat
atasan kepada tingkat bawahan untuk menjelaskan rincian penetapan
persetujuan atas rencana tindak yang dibuat tingkat bawahan dan/atau
memberikan instruksi kepada tingkat bawahan untuk melaksanakan
pengendalian.

14.5 Fonnullr ReDcana Tindall:
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1·········.. ··.••.............:;: m ••••

IK~.""".

T"N'" Penl!endaU ... I
1110 T..lu.p PrOHa Un.u.r dan lurn. TgLPcm TeL TeL l..tra TeLluh-- )'&DC Su"""-r .tnUrtur

_ tan
Tala atruk _ StruJ<

manaje- pam SPIPyAAlt Yana n.ta C..... DI_", _Dapat...... <l1ke.. <lUI <llperiIlloIa _to CUa DliDI DICa...... gDtak ...... ro_ .""" ....-
Pezacen4a U..bok ........ ......
u... hilleD IDba

<IUIan .truJ<tur --I 2 3 4 5 6 7 8 9

PI!lMEJWITAHKABUPATltROGAXKOIOtRIIfG JLIR
Form"U. Rene ..... Tindak PencendalillD
Uatuk TiDglratOPD/KltCAKATAX

FormuUr 5- 2

d. Berdasarkan instruksi tersebut maka setiap tingkat kegiatan akan
membuat skedul kerja penyelenggaraan SPIP dengan mengisi formulir 6-
1.

c. Jika saat proses penyelenggaraan SP)P tengah berjalan dan terdapat
persetujuan anggaran dan/atau tambahan/pengurangan kegiatan
pengcndalian maka persetujuan tersebut diinstruksikan menggunakan
formulir 5- I yang hanya berisikan tambahan/pengurangan kegiatan
pengendalian.

I.. Formulir Rencana Tindak Scbagai instruksi Dari Sekretaris Daerah Kepada
Tingkat OPD/KECAMATAN(Fomulir 5-2)
a. Penetapan Rcncana Tindak dilakukan oIeh Sekretaris Daerah dcngan

mengguna.kan Surat Keputusan Rencana Tindak Pelaksanaan SPIPdengan
lampiran Formulir 5-2 yang ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Harlan
Satgas SPIP Pemerintah Daerah. Surat Keputusan tersebut dimaksud
untuk menginstruksikan kepada Tingkat SKPD agar melaksanakan
Rencana Tindak Pengendalian.

b. Rencana Tindak berisikan tindakan pengendalian yang direncanakan
untuk dilaksanakan oleh Tingkat SKPD.

rencana tara cara penggunaan
dapat digunakan secara terintegrasi dengan

CItra penggunaan
seluruh peleksana

tata eara penggunaan

yang
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3. Formulir Rencana Tindak Sebagai Instruksi Dati Bupati Kepada Seluruh
Tingkat Di Lingkungan Pemcrintah Dacrah (Fomulir5-3)
a. Penetapan Rencana Tindak dilakukan oleh Bupati dcngan mcnggunakan

Surat Keputusan dan dilampiri Formulir 5-3 yang ditanda tangani oleh
Sekretaris Daerah Pemcrintah Kabupaten Ogan Komering lIiTpada akhir
lampiran.

b. Rencana Tindak berisikan tindakan pengendalian yang direncanakan
untuk dilaksanakan oleh seluruh Tingkatan Manajemen Pengendalian.

e. Jika saat proses penyelenggaraan SPIP tengah berjalan dan terdapat
persetujuan anggaran dan/atau tambahan/pengurangan kegiatan
pengendalian maka persetujuan tersebut diinstruksikan menggunakan
formulir 5-2 yang hanya berisikan tambahan/peogurangan kegiatan
pengendalian.

d. Bcrdasarkan instruksi tersebut maka Tingkat SKPDakan mcmbuat skedut
kerja penyelenggaraan SP1Pdengan mengisi formutir 6-2.

No Baria/Koiom I Uraian In Tuiuan Pengendalian IOiisidengan tuiuan _ndalian I
2) Nomor Oiisi denpn nomor urut. Perpntian nomor urut

mengikuti pergantian PI'OK5 vana ""rlu dikendalikan.
3) Tabapan Pn>toe. Olls!def\l!lUlkode tahapan proses manlf,jemen

~emen
4) Proses yang perlu Diisi dengan proses yang perlu dikendalilutn

dikendalikan

5) Unsur dan subunsur yang Oil";dengan kode unsur dan subunsur SPIP
diburuhkan utk
mengendalikan SPIP

6) Infrastruktur pengendalian Oii.si denpn infraattuktur yang dlbutuhkan untuk
men LProses

7) Pembualan tata care. OilS! defl88.l1 reneana ta.ngaI tala cera penggunaan
infrastruktur infrasttuktur hamsseleaai.

8) Tara cara diinisiesikan Diisi dengan rencana tanggal till" cara penggunaan
inlrastruktur diinisiasikan kepada ""Iuruh pelaksana
pactatinld<at ke4tiatan.

9) Infrastruktur dipUIUIg Oiis! dengan rencana tanggal IBm cara penggunaan
inlrastruktur dan infrasttuktur muW <lliI!!l!iementasikan.

10) Infrastrukrur dllpat Oiisi dcngan rencana t.oonggaI tala e....n penggunaan
digunakan infrastrktur dapat digunaknn secara terintegrMi dengan

kegiatan. --

c. Adapun tata cara pengisian adalah sebagai berikut:
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d. Berdasarkan tnstruksi terse but maka seluruh Level Manajemen
Pengendalian akan membuat skedul keIja penyelenggaraan SPIP dengan
mengisi formulir 6-3.

e. Jika saat proses penyclenggaraan SPIP tengah beIjalan dan terdapat
persetujuan anggaran dan/atau tambahan/pengurongan kegiatan
pengendalian maka persetujuan terse but diinstruksikan kembali
menggunakan formulir 5-3 yang hanya berisikan tambahan/pengurangan
kegiatan pengendalian.

seeara terintegrasidapat
cara penggunaan

t.ata CKJ'fl penggunaan
infrIl9lrUktur mulai

rencana
don

cera penggunaan
""luruh pelakeana

lala cara penggunaan7J

6)

yang
unruk

c. Adapun tata cara pengisian adalah sebagai berikut:

I······..·::::::::::::..=c=..····....·······IKeteraDpD;

TlUUanPeor:end..n ... I.... TaII_p ~ .. ODaUI dao Inm. Tel- "" ... Tel- Tel-lnm. Tel- Inlna........ - SU_1It atml<tur .....- T'atII otra.k tv.r 8tI'UI<
manaj. ..... 10 SPIP_ y- hta e_ I)j~ _ De.,.t
me.. d.Ilutt.4 .u dl_lukan DlWtula c- Dt1a! DIp

KAIl otult - ....... -- .,-I Po_Ddo Untull: -!Ian Po....." IaInl
daIIaD otnll:tut

1 2 3 4 5 6 '1 • 9

I Tall ..p"" ..........llau,j.dleo

Pl:lURIKTAH KABUPATZII OGU KOIdRIltG {Lilt
Formullr ReDea.D.. TID4ak PeJlIeDdaliaA

UOtll1tTlDp ..t PemeriAtab Dtoenh

Formulir5·3



73

No Baris IKoJom Uraian
II Tuiuan Penllendalian Dilsi denllRn tuiuan penllendallan
2) Nomor Dilsi dengan nomor urut, Perllantian nomor urut

mengikuti pergantian pro8e8 yang perlu
dikendaJikan.

31 ,Pr0geS Van" oerlu dikenclalikan DiisiC:ieDftD proses vanll .,.".1"dikend aljk_
4) Uosur dan subunaur Y""8 Dii.si dengan kode unsur dan ....bunsur SPIP

dibutuhkan unluk
men SPIP

SI Infrastrulcrur pen&mdalian Dii.si dengan infrastnU<tur yang dibutuhkan untulc
menzendalikan Dr0se8

6) Realisasi tanggaI penyel"llpan Diisi dengan ..,alisasi penyerapan angaratl untulc
an I eenve BaD SPIP

7) Realises; tanggal pembualan DiisI dengan realisasi ta"8lP'l tat. cara penggunaan
taU Cara penggunaan infra-.truktur hiUUSseleeei.
infrastruktur

6) Realisasi tangal tata CAJ"B ow.; dengan realisa.si tanggal tata car. penggunaan
diinisiaaikan infrastruktu.r diini.iasikan kepA.Ci& seluruh

oelaksana Pada . keiliatlln.
9) ReaJjaa"; tangal infrastntlcrur Dilsi dengen realisasi IaJ1&38I tata cara penggunaan

dioasanl< infra.otruktur dan infruIrulcrur mulai

b. Tata cara pengisian formulir adalah sebagai berikut:

1············ .---===;==-

Tulu... PeJlftIl4a1ian - I
110 Pro.eo UD.vtlaD IIlh RealYul Reoll lteaIJ Itwl 1le&IJ Jm1Pe·,..., sv_'" atnlkNJ' TIS-,. -Til - ... 1 - ...

perbl41 SPIP,...1 T.... rapa.. Tatoo Tal Tal Til tau""
Ilen4all· 4lperl....... D!.batub AIl&PIta Cant dlw rutr rena..... antaJr. ..... Untull OIl1aal bar _on .-Pea&... dal1 re......d. "'.. terpa Pert..

aD IlaD ...... .... ....
1 ~ a 4 II 6 ., • 9 10

PEJmIUJITAB KABUPATEJI OGAlI KOIlItJUJlG ILIR
Fo ..... u1U 811.01111KeljooPenyeleDf&1ln.Ul SPIP

Untuk TiD&JEat KepataD

FormuUr 6- 1

a. Formulir skedul kerja diisi oleh penanggung jawab kcgiatan dengan
mengisikan tanggal-tanggal realisasi dari rencana tindak.

1. Formulir Skedul Kerja Penyetenggaraan SPIP Untuk Tingkat Kegiatan
(Formulir 6-1) diisi dengan tata cara sebagai berikut.

14.6 Formullr Skedul KeJja PCDyelengaraan SPIP

Formulir skedul kelja penyeJenggaraan SPIP d.igunakan untuk menyatakan
bahwa setiap tingkat telah melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian.
Formulir yang diguna.k.an terdiri dari tiga jenis sesuai dengan tingkatnya, yaitu
Formulir 6-1 untuk Tingkat Kegiatan, Formulir 6-2 untuk Tingkat
OPD/KECAMATAN,dan Formulir 6-3 untuk TinglcatPemerintah Daerah.
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care
mu1aidiP""""8

kepada
cera

care

nomor urut
perlu

nomor UNt.
perllMtian

b. Tata cara pengisian fonnulir adalah sebagai berikut.

[
ltit.""'_: _---'--1._ _.......--==---_

........................~~::.~.

PeD~ D4a11an _I
Ro Proaes UIaV du. IDb ReolJaul R.oJI ReoJl ReoJl ReaU Jml

yang 8ubllJl.u.r .t:ruktat Tel,..uye _ITcJ _I .... ... 1 P.·
perla 41 IIPIP,..,.. Yuc Dl'utllh ........ Tata Tel Tat Tel .an
badoJi 41,..lu_ ..... UDtulo: ~ c... .u.. Wtr .._ --..... _t-Ut P_d. DIIoQ.t .... -- .-

"...pndall IIaD Iuu -,.. Pm.
en ..... -- ...

1 2 a 4 5 45 7 8 9 10

PEIlElUIfTAH KABUPATBlfOGAliKOllltJUlfG n.m
FormWh8kedulIWrjaPe'.hepeen SPtP

Oat .... Tmpat OPD/KECAJlATAK~.::~erja -- I
Q::WDlaIl=-Propm .

FormlllU6·2

Formulir Skedul Kerja Penyelenggaraan SPIP untuk Tingkat
OPD/KECAMATANdiisi dengan tata cara sebagai berikut.
a. Formulir skedul kerja diisi oleh Pimpinan OPD/KECAMATANatau yang

diberi tugas untuk melaksanakannya dengan mengisikan tanggal-tanggal
realisasi dan rencana tindak.

TingkatUntukSPIP2. Formulir Skedul Kerja Penyelenggaraan
OPD/KECAMATAN(Fonnulir 6-2)

No Baris/Kolom Uraian~, diimplementasikan.
Realisalli tangaJ inlrastnUrtur Diilli d~ngan realiaalli tanggal Lata cara pnIgUJlRan
dapat digunakan infrastruktur dapat digunakan 8eaUa terin{~grasi

deOJ!an ke!tiatan.
111 Realisasi tanggal pemantauan D~i dengan ju.ruW> pemantauan bail< o1eh tinsJ<at

k sendiri.
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No ! Barisl Kolom Uraian
I) Tujuan Pengcndalian Oiisi dengan tujuan pengendulian
2) Nomor Oil", dcngan nomor uruL PergantJan nomor u.rut

mengikuti pergantian proses yang pe1'iu
dikendalikan.

31 Proses varut ocrlu dlkendalikan Oiisi denzan proses vanl[ oerlu clikcndalikan
4) Unsur dan subun8Ur yang Oil"; dc:ngankod. \.I03UI dan llUbunsur SPIP

dibutuhkan untuk
mengendaJilcanSPlP

5) InirdStruktur pefi&CDdaJJan Diisi dengan inCra.sUuktur }'1IIl8 dlbutublcan untuk
mcngendalikan prost.

6) ReaJisasi lensga' pcnytTap&n Diisi dengan rcaJisasi pen~",pan anggaran untuk
SPlP

7) I Realisasi tanggaJ pcmbutUan Oiisi dengan realw.esi tangal tata c:ara penggunun
tata cara penggunWilll infrastruktur bazus seIe.......
infrastruktur

8) Realisasi. tanggaJ tata cara Diisi dengan reallsasi tanggal tata cera penggunaan
diinisiasikan infrastruktur diiniaiaBikan kepada ...Iuruh

Iak""na PSda level kegjatan.
9) Realisasi tanggaJ inlrascruktur Oilsi dengan realiaasi tanggaJ lata cara penggunaan

dipasang infrasttuktur dan inft88t1"uktur muJai
diimplemeotasikan.

101 I R,,,wsasi. tanggaJ infraotruktut Otisi d""PO reali""'; t",,"1ll tata car.. pcnggunaan
dapat digunakan inIrastruktur dapat digunakan secara terintegrasi
i d,,1WUlk

b. Tata earn pengisian formulir adalah sebagai berikut,

Tld aoh_dallao I
1110 Pro... Ua.... ,s.,. 10'" R_'ts-wi ReoUl Rftli RHII Reali .1m!.,.... s.buaav .truJttv Tel Peoye -TP -' - - P•

,oda ell SPIP)'UIC T..... .. pan Tate TP TJI T&l 11-
kendolDau> 41,...1._ DUn,tu,k "-"'" C.... cl... lootr Peaq te......

DAtak ...... Dlba.t "'" ....... .........
Peqe.clall Ua_ I..... 1M,. -.... ,._d. - IUS m.,

u...
1 :3 3 .. S 15 ., • 9 10

PEIIBRJIITAB KABUPATBK0GAlI KOIIJ!JU.Q ILIR
l"ormullr 8a.tR1Ke~. hIe_Deep SPIP

r:;=-:-::-::-::-;-,..,-,-::-;;;,-,."-;,,-__O,,,PtukTlDpat PemeriAtaIl DurabITahapu ...,_ ..... !!Iem.. I

l"ormll1ir 6- 3

Formulir Skedul Kerja Penyelenggaraan SPIP untuk Ttngkat Pemerlntah
Daerah diisi dengan tata earn sebagai berikut,
a. Fonnulir skedul kerja diisi oleb koordinator tahapan manajemen dengan

mengisikan tanggal-tanggal realisasi dan rencana tindak,

3. Fonnulir Skedul Kerja Penyelenggaraan SPIP Untuk Tingkat Pemerintah
Daerah (Formulic6-3)

No Barisl KoJom Unoian I
seeara terin . dengan keltiatan. I

11) Reali.sasitanggaJ pemantauan Diisi dc:ngan jumIah pemantauan baik o~h level )
OPO/KECAMATAN.
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PermualalahllllKo

2. Permasalahan YangTerjadi Tetapi Bukan Permasalahan Pengendalian

Ak:IbatPeoyebab!'fo IPerm .. •1•b.,. Pen,endalllUl II. Pennasalahan Pengendalian

LevelPemantauan Pemantauan Sendiri/Level Atasan
TanlU(alPemantauan
Tahap Proses Mani\iemenYaugDipantau
Proses Manaicmen Y""" Oinantau Penaendaliannva
Keltiaran/Unit KeJja/Satuan KerjaYangDipantau

PEIIERIl'ITAH KABUPATElf OGABKOII£RIl'IG ILIR
Formullr Hull Pem....tauaDAt.. PelaksaD..... PeogeodalUm

Pad.Tinpat OPD/KECAllATAB

Formullr 7· 2

Tanda.Tan............ /Jaba.t ....

3. Pelaksana Pernantauan

Permualalu ...

2. Pennasalahan YangTerjadi Tetapi Bukan Permasalahan Pengendalian

Sol... 1SementanPeD'I'e_ Ak:IlNotNo Permeealab.... PeDl[eDdallan

I. Peonasalahan Pengendalian

PBMERmTAH KABUPATD OGAB KOIlItRINO lLIR
Formullr Hull Pemantau._ Atu p"lakMpeap Penaendallan

PadaTioPat Kedat ...
LevelPemantauan Pemantauan SendiriI LevelAtasen
T Pemantauan
TahapProses Manaiemen YanJP,OiDantau
Proses Manaiemen Yang Oipantau PenRendaiiannya
Kelliatan/Unit Keria/Satuan KeJjaYang Oipentau

Formullr 7· 1

Formulir pemantauan digunakan oleh para pemantau pelaksanaan
penyelenggaraan SP!P. Ada tiga formulir yang digunakan untuk keseluruhan
tingkat yaitu Formulir 7-1 untuk peroantauan pada Tingkat Kegiatan, FonnUlir 7-
2 untuk pernantauan pada Tingkat OPD/KECAMATAN.dan Formulir 7-3 untuk
pemant.auan pada Tingkat Pemerintah Daerah.

14.7 Ji'ormulir Pemantauan

No Baris/Kolam Urman
11) Realisasi jumJah pemantauan Oilsi dengan retilisasi jumJah pemantauan oleh level

Pemerintah Oaerah sendiri,
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2. Jumlah tindakan pemantauan yang dilalrukan atasan kepada tingkat
bawahan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan OPD/KECAMATANme1alrukan pemantauan terhadap kegiatan

pengenda1ian pada lingkat kegiatan adalah paling tidak setiap tiga bulan
sekali tergantung permasalahan pengendalian (Hasil pcmantauan diisikan
ke da1am Formulir 7-1).

b. Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah melakukan
pemantauan pengendalian pada Tingkat OPD/KECAMATANadalah paling

Tats cara pemantauan dan pengisian formulir secara umum adalah sebagai
berikut.
I. Tindakan pemantsuan yang dilalrukan untuk memantau kegiatan

pengendalian sendiri ada1ah sebagai berikut:
a. Tingkat Kegiatan memantau kegiatan pengendalian pada tingkat kegiatan

sendiri ada1ah paling tidak setiap satu bulan sckali tergantung
permasalahan pengendalian (Hasil pemantauan diisikan ke dalam
Fonnulir 7-1).

b. Tingkat OPD/KECAMATANmemantau kegiatan pengendalian pada tingkat
kegiatan sendiri adalah paling tidak scoop satu bulan sekali tergantung
permasalahan pengendalian (Hasil pemantauan diisikan ke dalam
Formulir 7-2).

c. Tingkat Pemerintah Daerah memantau kegiatan pengendaLian pada
Tingkat Pemerintah Daerah sendiri paling tidak setiap tiga bulan sekali
tergantung permasalahan pengendalian (Hasil pemantsuan diisikan ke
da1am Formulir 7-3).

-raad.T_1!!!KUIla/Jabat_

3. Pelaksana Pemantauan

fKO_I~-----------~p~·~rm==u=~=d==ab=aa~----- __-_-----~

2. PermasalahanYang Tetjadi Tetapi Bukan Permasalahan Pengendalian

1. Permasalahan Pengendalian

Pada Tblp.t PClllcrlAtallDurall
Level Pemantauan Pemantauan 'Sendiril Level A_
TQnAAIllPemantauan
Tah..p Proses Manajemen Yang Dipantau
Proses Manaiemen YWlgDipantau PengendaliannYB
Keltiatan/Unit Keria/Satuan Ke_Jj.. YIU'UtDlparitau

PEMERIIlrTAH KABuPATEIf OGAKKOllllERIKO ILIR
Formullr H.. UP.IIl."tau .... At .. Pelaksao.... Pe",e"dallu

Formullr T-3

!7 -+1 K_UIl_._/J_ab_"_et_._P-+ T_-_da_T_aopl__

3. Pelaksana Pemantauan
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Adaoun tata cara oenzisian formulir adalah sebazai berikut.
IfoI Bula/Kolom I UnrJaa
Tabel Data Umum
11 TanJlIlal nemantauan Diisi denllan tanllllal nemantauan
2) Tahap Proses jl,fanajemen yang Diisi dengan kode tahap proses m,anajemen yang

di""';tau di08ntau
3) Proses manajemen yang dipantau oiisi dengan proses man'\iemen yang dipantau

I oenaendaliannva daliannva
41 SKPo Diisi denzan nama SKPo

Tabel Pennasalahan Pen--..e:ndalian
5) Nomor Diisi dengan nomor urut. Nomor urut berubah sesuai

d=<ran eeru bahan oermasaJahan dallan
6) Permasalahan pengen-dalian Diis; dengan permasalahan yang terjadi (Jika tersedia,

I ....,ordilen§k,,;'; denean kode permasalahan].
7) Peny.bah Dusi dengan penyebab permasalahan (Jika tersedia,

I ""Ar dilenld<ap; denzan kode penvebabl.
8) Akibat oiisi dengan akibat yang tetjadi jiJca proses tidak

diJcendaliJcan dengan baik.
9) Solusi sementara Diiei dengan eolusi sementara untuk mengendaJikan

nroses manaiemcn.
10) Nomoe Diisi dengan nomor urut. Nomor urut berubah sesuai

denzan .oerubahan oermasaJahan vana bukan

4. Rincian dart permasalahan, penyebab permasalahan, dan akibat yang terjadi
beserta pengkodeannya akan ditetapkan oleh Ketua Harlan Satuan Tugas
Penyelenggara SPIP berdasarkan usulan dari lnspektur Pemerintah
Kabupaten OKlo

5. Jika berdasarkan hasil pemantauan didapatkan hal-hal barn yang
memerlukan infrastruktur baru dan/atau penyempurnaan infrastruktur
maka setiap level harus mengisi kembali Formulir 1-1, Formulir 1-2. dan
Formulir 1-3 sehingga pengendalian akan berjalan sebagai suatu siklus yang
tidak berhenti.

3. Pemantauan yang dilakukan paling tidak akan memberikan informasi sebagai
berikut:
a. Permasalahan pengendalian:

1) Proses yang masih bermasaiah walau pun sudah dikendalikan (Kode
01).

2) lnfrastruktur pengendalian yang tidak dapat berjalan dengan bail!
(Kode02).

b. Penyebah permasalahao.
c. Akibat yang terjadi jika proses tidak dikendalikan dengan baik.
d. Solusi sementara yang telah dilakukan.
c. Permasalahan yang bukan pennasalahan pengendalian, misalnya proses

yang dikendalikan mcmcrlukan perubahan sistem dan prosedur karena
terlalu rumit birokrasinya atau karena pelaksana adalah masyarakat
sendiri.

tidak setiap enam bulan sekali tergantung permasalahan (Hasil
pemantauan diisikan ke dalam Formulir 7-2).

c. Bupati melakukan pemantauan dengan dibantu oleh Inspektur Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering llir paling tidak setiap enam bulan sekali (Hasil
pemantauan diisikan ke daJam Formulir 7-3).

d. Jika teIjadi permasalahan yang pengendalian dengan risiko yang dianggap
cukup tinggi maka Ketua Harlan Satuan Tugas Penyelenggara SPIP
Pemerintah Daerah dapat meminta Inspektur Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering HiTuntuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPlP.
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ISKANDAR

d.t.o

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

110 Baria/Kolom UndlUl
~ermasalahan pengendalian

11) Permasalahan yang bukan Diisi dengan permasalahan yang ditemukan tetapi
permasalahan pengendaJian bukan permasalahan pengendalian.

Data PelaksanaPemantau
12) Nomor Diisidengan nomor urut. Nomorurut berubah sesuai

dengan perubahan nama pemantau.
13) Nama/Jabatan Diisi dengan nama dan/atau jabatan pelaksana

pemantauan
14) Tanda tangan Diisidengan tanda tangan pemantau


